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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di lapangan banyaknya wali 
 dalam pernikahan di Kabupaten Jember, di mana dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Enggannya wali untuk menikahkan calon isteri bila tidak diselesaikan 
secara serius akan menjadi masalah, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai 
mediator untuk mencari solusi yang terbaik sebagai penyelesaikan  konflik. Kepala 
KUA sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan 
persyaratan perkawinan, melakukan pengawasan dan pencatatan NR serta bimbingan 
perkawinan, memiliki peran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 
Adapun fokus penelitiannya adalah apa latar belakang munculnya sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember, bagaimana bentuk sengketanya, dan 
bagaimana strategi kepala KUA Kab. Jember dalam menyelesaikan sengketanya.  
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan termasuk jenis 
penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian yang  penulis lakukan berada di 
KUA di Kabupaten Jember yang dipetakan ke dalam lima bagian, KUA bagian utara, 
selatan, timur, barat dan tengah. Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dengan cara editing, 
organizing, dan concluding. Dan analisa datanya menggunakan deskriptif analisis.  
Hasil penelitian tersebut, latar belakang munculnya sengketa pernikahan wali 
 di Kab. Jember di antaranya adanya ketidak percayaan wali nikah kepada calon 
isteri, begitu juga sebaliknya. Adanya ketidak percayaan wali (ayah) kepada mantan 
isterinya. Adanya ancaman terhadap identitas pihak-pihak yang saling bersengketa. 
Adanya ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling bersengketa. 
Adanya kebutuhan atau kepentingan yang terhalagi oleh pihak-pihak yang 
bersengketa. Adanya perbedaan pandangan dan pendapat antara pihak-pihak yang 
saling bersengketa. Dan adanya ketidak cocokan dalam berkomunikasi antara pihak-
pihak yang saling bersengketa.  
Adapun bentuk sengketanya, dilihat dari sifatnya ada yang berbentuk 
sengketa konstruktif, sengketa destruktif, dan berbentuk sengketa konstruktif-
destruktif. Dilihat dari posisi orang yang bersengketa, ada yang berbentuk sengketa 
vertical dan  ada yang berbentuk sengketa horizontal. Ada juga yang berbentuk  
sengketa pribadi, dan ada yang berbentuk sengketa peran.
Strategi Kepala KUA di Kab. Jember dalam menyelesaikan sengketa secara 
umum dengan menempuh jalur non-litigasi dengan cara mediasi dan negosiasi. Kalau 
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This research is motivated by the phenomenon in the field of the many 
guardians of in marriage in Jember Regency, where from year to year it is 
increasing.  The reluctance of guardians to marry off prospective wives if they are not 
resolved seriously will be a problem, thus requiring a third party as a mediator to find 
the best solution to resolve the conflict.  The head of the KUA as the person appointed 
by the government to examine marital requirements, conduct surveillance and 
recording of NR and marriage guidance, has a role to solve the problems faced. 
The focus of his research is how the background of the emergence of wali 
 marriage dispute in Jember Regency, how the form of the dispute is, and how 
the KUA head district strategy.  Jember in resolving his dispute. 
The approach used is a qualitative approach and includes the type of field 
research.  The location of the research conducted by the author is in KUA in Jember 
Regency which is mapped into five parts, KUA in the north, south, east, west and 
center. The procedure for data collection is by observation, interview and 
documentation.  Processing techniques by editing, organizing, and concluding.  And 
analyzing the data using descriptive analysis. 
The results of the study, the background of the emergence of the marriage 
dispute guardian  in Kab. Jember included the mistrust of a marriage guardian 
for a prospective wife, and vice versa.  There is distrust of the guardian (father) to his 
ex-wife.  There is a threat to the identities of the parties to the dispute.  There is 
injustice perpetrated by the disputing parties.  There are needs or interests that are 
overlooked by the parties to the dispute.  There are differences of views and opinions 
between the parties in dispute.  And there are mismatches in communicating between 
parties to the dispute. 
As for the form of dispute, seen from its nature there are in the form of 
constructive disputes, destructive disputes, and in the form of constructive-destructive 
disputes.  Judging from the position of the people in dispute, there are vertical disputes 
and horizontal disputes.  There are also those in the form of personal disputes, and 
some in the form of role disputes. 
Strategy of Head of KUA in Kab.  Jember in general resolving disputes by 
taking the non-litigation route by mediation and negotiation.  If this route cannot be 
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A. Konteks Penelitian 
Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan 
rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan 
wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan 
sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat.1 Perwalian hanya dijabat oleh 
keluarga laki-laki dari pengantin wanita. Sementara pejabat negara yang 
ditunjuk menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan adalah 
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dalam kaitan ini biasanya dilakukan 
oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian disebut dengan 
wali hakim. 
Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.2 Ditetapkannya 
wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan 
wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta untuk terciptanya 
perkawinan yang berhasil, yaitu perkawinan yang bahagia, sakinah, 
mawaddah wa rahmah. 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di 
bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam Wilayah Kecamatan. Dalam Bab 
                                                 
1 Lihat   , , (Mesir:  
, 1969) Juz IV, 17-18. 
2Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  (Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.), 22. Lihat KHI 




I pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001, KUA 
memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah melaksanakan pencatatan 
nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat dan wakaf, 
 dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral 
Bimbingan Masayarakat dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.3 
Adapun tugas Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 11 
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab II Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut: 
1. Melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan. 
2. Melakukan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk. 
3. Melakukan pendaftaran cerai talak, cerai rujuk. 
4. Melakukan bimbingan perkawinan.4 
Perkawinan dalam ilmu fikih dipakai istilah  dan .5 Nikah 
menurut bahasa mempunyai arti  yang berarti bersetubuh, dan  yang 
berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Terlepas dari perbedaan 
pendapat ulama tentang makna nikah secara hakekat dan majaz, nikah tetap 
                                                 
3Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan, (Surabaya: Bidang Urusan Agama Islam, 2010), 417. 
4Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, Himpunan Peraturan Seputar 
Kepenghuluan, (Surabaya: Bidang Urusan Agama Islam, 2009), 51 





mengandung unsur  dan  sekaligus.6 Nikah didefinisikan sebagai 
suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri, dan 
yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya.7 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan, perkawinan menurut 
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
 untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.8 
Dalam mewujudkan tujuan perkawinan dibutuhkan rukun dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi. Pasal 14 KHI menyebutkan, untuk melaksanakan 
perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, 
dan 9 
Dari sisi istilah perwalian dinamakan juga  yang mempunyai 
makna penguasaan dan perlindungan. Sehingga perwalian dipahami sebagai 
penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada wali. Menurut 
Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung 
jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah penwaliannya, sehingga 
perkawinan dianggap tidak sah jika tidak ada wali yang menyerahkan 
mempelai wanita kepada mempelai pria.10 Berdasarkan hal tersebut, dapat 
dikatakan bahwa ijab di dalam perkawinan menjadi wewenang wali semata-
mata. Sehingga dari sini peran wali sangat penting dalam perkawinan. 
                                                 
6 , Juz IV, l. 
7 ,  (ttp,   ,t.t), 44. 
8Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  (Bandung : Humaniora Utama Press, t.t.), 18. 
9Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 21. 




Apabila mempelai wanita  tidak memiliki wali nasab, maka bisa digantikan 
kedudukannya oleh wali hakim. 
Wali hakim yang dimaksud yaitu kepala negara yang beragama Islam 
yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali 
Hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim.11 
Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-
ketentuan tentang wali hakim. Namun demikian KHI memberi rumusan wali 
hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) bahwa wali hakim ialah 
wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk 
olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali 
nikah. Diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 30 
Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menyatakan dalam Pasal I ayat (2), Wali 
Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai 
yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai yang akan 
menikah di wilayah Indonesia atau di luar wilayah negeri/di luar wilayah 
teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali 
nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau , 
maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.12 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat 
menjalankan fungsinya sebagai wali. Pada dasarnya wali hakim berfungsi 
                                                 
11Hasballah Thalib, , (Medan: Universitas 
Dharmawangsah), 33. 
12 temen Agama Republik Indonesia tahun 
2006, Pedoman Akad Nikah , PMA No. 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pasal 1 (2), (3) pasal 




sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-
hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim 
yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang membenarkannya. 
Adapun sebab-sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke 
tangan wali hakim adalah sebagai berikut: 
1. Sudah tidak ada garis wali nasab. 
2. Wali mafqud. 
3. Wali sendiri yang hendak menikahi si calon isteri. 
4. Wali  jauh ( , sekurang-kurangnya 92,5 km). 
5. Wali sedang sakit pitam/ayan. 
6. Wali tidak boleh dihubungi. 
7. Wali dicabut haknya oleh negara (dipenjara). 
8. Wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah). 
9. Wali tawarra (bersembunyi). 
10.  Wali  mogok.13 Yaitu wali yang tidak bersedia atau menolak untuk 
menikahkan anak gadisnya atau perempuan yang berada di bawah 
perwaliannya. 
Berdasarkan penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut 
memberi pengertian bahwa wali hakim mempunyai wewenang menikahkan 
perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut di ata
adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil. Seandainya sebagai wakil maka 
ia tidak berwenang menikahkan perempuan yang walinya sedang melakukan 
                                                 




ihram. Sebab orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Kalau 
ia sebagai wakil, kedudukan wakil sama dengan yang berwakil, tentu ia tidak 
boleh menikahkan karena yang diwakilinya itu sedang ihram. 
Di sisi lain, dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten 
Jember tahun 2019 menyebutkan jumlah pernikahan dengan wali  
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2017 
tercatat 18 kasus, namun tahun 2018 meningkat menjadi 22 kaus. Menginjak 
tahun 2019 meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2019.14 Kasus wali  
yang terjadi di Kabupaten Jember lebih banyak dibandingkan dengan 
kabupaten sekitar. Misalnya di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan laporan 
tahunan Pengadilan Agama Bondowoso, tahun 2016 ada 6 kasus, 2017 ada 6 
kasus, dan pada tahun 2018 ada sekitar 12 kasus wali . Sedangkan 
Kabupaten Situbondo berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama 
Situbondo, pada tahun 2017 ada 4 kasus, pada tahun 2018 ada 5 kasus, dan 
pada tahun 2019 ada 8 kasus.16 Berbeda dengan Kabupaten Banyuwangi, di 
Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 ada 4 kasus, pada tahun 2017 
terjadi lonjakan ada 23 kasus, dan apada 2018 ada 27 kasus.17 Sedangkan di 
                                                 
14Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019. Lihat 
https://www.academia.edu/35604712/lampiran-
lampiran_laporan_tahunan_Pengadilan_Agama_Jember. (diakses 10 Maret 2020) 
15http://pa-bondowoso.go.id/sys-content/uploads/file/laptah/LAPTAH%20PA%20Bondowoso% 
(diakses 11 Maret 2020) 
16https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan (diakses 11 
Maret 2020) 
17http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-04-36/laptah 




Kabupaten Lumajang, pada tahun 2017 ada sekita 6 kasus, pada tahun 2018 
ada sekitar 6 kasus, sedangkan pada tahun 2018 ada 7 kasus wali .18  
Terjadi kasus wali di Kabupaten Jember, termasuk yang terbesar 
di samping Kabupanten Banyuwangi dibandingkan dengan kabupaten-
kabupaten tetangga. Fenomena meningkatnya kasus wali  di pengadilan 
Agama Jember ini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Sengketa 
yang terjadi tentunya harus dapat  diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian 
sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar 
pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada 
Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar 
suatu sengketa dapat diajukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa 
diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.19  
Negosiasi bisa dilakukan sebagai jalan penyelesaian masalah melalui 
diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa 
yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai 
suatu seni untuk mencapai kesepakatan. (Dalam praktik, negosiasi dilakukan 
karena 2 alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat 
                                                 
18https://pa-lumajang.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/sistem-pengelolaan-
pengadilan/laptah (diakses 11 Maret 2020) 
19Jimmy Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar Pengadilan  Negosiasi, 




dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan 
pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi 
sengketa). Dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul 
di antara para).20  
Selain negosiasi, mediasi juga bisa dijadikan alternatif upaya 
penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak 
memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak 
yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua 
belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 
yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat 
membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka 
sehingga lebih efektif.21  
Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Dalam hal ini konsiliasi 
berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada 
para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator 
menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para 
pihak.22 
Arbitrase, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar 
peradilan, berdasarakan pada perjajian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, 
                                                 
20Jimmy Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengket , 2.  
21Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Cet.2, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.  




dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil 
keputusan.23 
Sengketa wali  harus segera ditangani dan diselesaikan baik 
melalui pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar pengadilan. Kalau 
sengketa wali tidak segera ditangani dan diselesaikan, maka hal ini akan 
menjadi presendent buruk bagi keluarga, terutama dalam masalah keharmonisan 
anak dengan orang tua, sehingga cita-cita perkawinan untuk mewujudkan 
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan menjadi sulit. 
Banyak faktor penyebab terjadinya sengketa, umumnya di antaranya 
perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan pihak 
lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap 
sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-
masing pihak. Kerena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk 
mecapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa semakin besar.24 
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam menyelesaikan kasus 
wali  tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun 
jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 
Pasal 3 point (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan 
nikah dan rujuk. Dan point (d) adanya pelayanan bimbingan keluarga sakinah.  
Dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas 
melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. 
                                                 
23Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
utama, 2006), 1. 




Maka sebagai bentuk kewenangan melayani nikah dan rujuk, bimbingan 
masyarakat Islam dan bimbingan keluarga sakinah, maka kepala KUA juga 
bisa me (enggan untuk menikahkan), 
termasuk juga melayani penyelesaian sengketanya. Karena melayani dalam 
regulasi tersebut masih umum dan tidak dijelaskan secara khusus apakah 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali    
 
 
      
       
 
       
        
  
Di samping itu kepala KUA sebagai PPN, ia juga sebagai ketua BP4 
Kecamatan memiliki tugas dan fungsi mendamaikan suami isteri yang 
bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi 
calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Termasuk 
memberikan nasehat dan arahan serta solusi antara wali nikah dan calon 
mempelai yang bersengketa. Dan kepala KUA sebagai ketua BP4 Kecamatan 




1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada 
bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.25
KUA juga bisa berperan menyelesaikan sengketa pernikahan wali  
   negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Di mana 
kepala KUA dapan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi antara orang 
tua dan anak. KUA juga dapat menegahi perbedaan pendapat antara anak dan 
orang tua dalam pernikahan dengan cara mediasi dan musyawarah guna 
mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak. Seandainya masih tidak ada 
kata sepakat kepala KUA dapat menyarankan kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama untuk 
mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan wali  dari 
Pengadilan Agama, kepala KUA selaku wali hakim masih berkesempatan 
memediasi kembali sampai batas waktu pelaksanaan pernikahan. Hali ini sesuai 
dengan PMA No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pasal 6 ayat 1 berbunyi 
Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali 
nasabnya untuk menikahkan mempelai calon wanita, sekalipun ada penetapan 
Pengadilan Agama tentang -nya wali
berbunyi , maka akad nikah dilangsungkan 
dengan wali h .26 Dengan demikian peneliti ingin mengetahui lebih jauh 
tentang latar belakang sengketa pernikahan wali ,  bentuk sengketa 
pernikahan wali di Kabupaten Jember, dan juga peneliti ingin mengetahui 
                                                 
25Zubaidah  Muchtar,  Fungsi  dan  Tugas  BP4:  Nasehat  Perkawinan  dan  Keluarga, (Jakarta: 
tp,1993), 36. 




sejauh mana strategi kepala KUA di wilayah Kabupaten Jember dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali . Sehingga peneliti menganggap 
penelitian dengan tema: Strategi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten Jember, 
menemukan urgensi, layak dan relevan untuk diteliti.  
 
B. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
peneliti ambil adalah sebagai berikut: 
1. Apa latar belakang sengketa pernikahan wali di Kabupaten Jember? 
2. Bagaimana bentuk sengketa pernikahan wali di Kabupaten Jember? 
3. Bagaimana strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian tentu memiliki tujuan. Di mana penelitian merupakan 
kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya 
khazanah ilmu pengetahuan.27 Dan tujuan penelitian harus memiliki kaitan 
atau hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti.28 Adapun tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisa latar belakang sengketa pernikahan wali di 
Kabupaten Jember. 
                                                 
27Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.  
28Tim Kreatif PPs, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Jember, 




2. Untuk menganalisa bentuk sengketa pernikahan wali di Kabupaten 
Jember. 
3. Untuk menganalisa strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali di Kabupaten Jember. 
 
D. Manfaat penelitian 
Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala 
berpikir peneliti selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan 
masalah yang selalu timbul dalam keluarga.  
b. Kajian ini sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S2 
pada Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Jember. 
c. Kajian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu 
pengetahuan sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan pola 
kehidupan berumah tangga. Sebab kajian penyelesaian sengketa wali 
 ini bisa menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa pernikahan. 
Hal ini sangat signifikan, mengingat sengketa pernikahan dengan wali 
 pada akhir-akhir ini dari tahun ke tahun grafiknya terus 
meningkat di masyarakat Kabupaten Jember. 
2. Manfaat Praktis 
Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 




sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum Islam di 
Indonesia.  
 
E. Definisi Istilah 
1. Strategi 
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 
dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat 
koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, 
efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan 
secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang 
lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada 
umumnya orang sering kali mencampur adukkan ke dua kata tersebut. 
Strategi dalam  perspektif yang berbeda diartikan sebagai program yang 
luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan 
melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan 
aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi 
menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai 
perencanaan strategi.29 Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa strategi yang dimaksud dalam judul ini adalah cara, 
metode dan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 
                                                 




2. Kepala Kantor Urusan Agama  (KUA) 
KUA adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama (Kemenag) 
RI yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah 
kecamatan. Kecamatan yang dimaksud yaitu kecamatan yang ada di 
Kabupaten Jember. Sedangkan Kepala KUA yang peneliti maksud dalam 
penelitian ini adalah orang yang bertugas sebagai Kepala KUA atau 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki tanggung jawab dan 
wewenang: 
a. Melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan. 
b. Melakukan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk. 
c. Melakukan pendaftaran cerai talak, cerai rujuk. 
d. Melakukan bimbingan perkawinan.30
Kepala KUA juga sebagai wali hakim yang bertindak  sebagai wali 
nikah bagai calon mempelai yang tidak memiliki wali. Di mana 
berdasarkan PMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala 
KUA sebagai wali hakim ditunjuk langsung oleh Menteri Agama. 31  
3. Sengketa 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu 
yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, 
pertikaian, perselisihan, perkara.32 Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris 
                                                 
30 PMA RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab II Pasal 2. 
31 Dirjend Bimas Islam Depag RI tahun 2006, Pedoman Akad Nikah  dan Lihat PMA No. 30 tahun 
2005 tentang Wali Hakim pasal 1 (2), (3) pasal 2 (1), Pasal 3 (1), (2).(3), (4). 
32Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT. 




sama dengan conflict atau dispute .33 Sengketa atau konflik hakekatnya 
merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan di 
antara kedua belah pihak atau lebih.34 Kosakata conflict alam Bahasa 
Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata dispute  
diterjemahkan dengan kata sengketa.  
Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih 
dihadapkan pada perbedaan kepentingan, di mana konflik tidak akan 
berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa 
dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. 
Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa 
bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas 
atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang 
dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.35 Ali Achmad 
berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih 
yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.36 
Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa 
yang dimaksud dalam judul ini adalah perilaku pertentangan antara dua 
                                                 
33John.M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, (Jakarta : 
PT. Gramedia, 1996), 138.  
34Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 3.  
35Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2002), 1.  
36Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah 
dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta: Prestasi 




orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan 
karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. 
4. Wali  
Wali adalah wali yang enggan, menolak atau tidak bersedia 
menikahkan. Para ulama mendefinisikan wali sebagai penolakan  
wali  untuk  menikahkan  anak  perempuannya  yang  berakal  dan sudah 
baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika 
perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan 
dengan calon mempelai pilihannya, dan keduanya saling mencintai, maka   
penolakan yang dilakukan wali tersebut menurut hukum Islam tidak 
diperbolehkan dan dilarang.37 
Berangkat dari definisi istilah di atas, maksud dari judul 
penelitian ini adalah cara, metode dan taktik kepala KUA selaku 
petugas pencatat nikah dalam menyelesaikan sengketa atau 
perselisihan dan pertentangan dalam pernikahan yang walinya engan 
atau tidak berkenan untuk menikahkan. 
 
F. Sistematika Penelitian 
Sistematika penelitian peneliti susun agar mudah diperoleh gambaran 
yang jelas dan menyeluruh terkait dengan penelitian ini. Sistematika 
penelitian ini secara global sebagai mana berikut: 
                                                 
37Wahbah al-Zuhaily, , Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., 




Bab I merupakan rancangan awal penelitian. Di dalamnya peneliti muat 
latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang diteliti 
dengan metode deduktif, dengan paparan pembuka pembahasan secara umum 
mengenai bahasan yang dijadikan bahan kajian sehingga mengerucut 
pengkhususan masalah yang diteliti, dengan mengidentifikasi hal-hal yang 
mengharuskan masalah tersebut diteliti. Selanjutnya, peneliti tetapkan 
rumusan yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup 
pembahasannya. Selain itu, peneliti tetapkan juga tujuan penelitian dan 
kegunaan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang 
diperoleh dalam proses penelitian sedangkan kegunaan penelitian berisi 
tentang signifikasi penelitian ini. Dalam bab ini juga peneliti paparkan 
tentang definisi istilah untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan 
memberikan penjelasan istilah-istilah untuk menyamakan penafsiran dan 
terhindar dari kekaburan. Terakhir sistematika penelitian peneliti paparkan 
guna mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh terkait dengan 
penelitian ini. 
Bab II berisi kajian pustaka. Di dalamnya  peneliti paparkan penelitian 
terdahulu dan berbagai teori yang mendukung serta yang ada relevansinya 
dengan penelitian sebagai tolak ukur penelitian. Di antaranya tentang latar 
belakang terjadinya sengketa pernikahan wali , bentuk sengketa 
pernikahan wali dan strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa 




Bab III adalah metode penelitian.  Di dalamnya peneliti bahas tentang 
pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber 
data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, uji 
keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 
Bab IV adalah paparan data dan temuan penelitian. Dalam paparan data 
dan temuan penelitian peneliti akan  paparkan hasil wawancara tentang latar 
belakang munculnya sengketa pernikahan wali , dan bentuk sengketa 
pernikahan wali serta strategi kepala KUA dalam menyelesaikan 
sengketa pernikahan wali di Kab. Jember.  
Bab V adalah pembahasan. Di dalamnya, peneliti bahas dan analisis 
secara detil  tentang latar belakang munculnya sengketa pernikahan wali , 
dan bentuk sengketa pernikahan wali serta strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali di Kab. Jember.  
Bab VI adalah kesimpulan dan saran. Di dalamnya meliputi kesimpulan 








A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
permasalahan ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sekaligus untuk 
menentukan posisi peneliti pada penelitian ini. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan ditemukan penelitian sejenis yang telah dilakukan, di antaranya: 
1. , Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Kali Jogo, 2017, 
dalam tesisnya yang berjudul 
Tesis ini membahas tentang dasar penetapan 
wali nikah hanya dari garis keturunan laki-laki dan mengkaji tentang urutan 
wali nikah yang ditentukan dalam KHI pasal 21 dalam perspektif 
hermeneutik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan 
hermeneutis. Pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang 
secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal perundang-
undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti.  
Adapun hasil dari penelitian ini di antaranya dalam perundang-
undangan perkawinan Indonesia bagi kaum muslim telah diatur dalam KHI, 
tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 19-
23, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan 
akad nikah, namun yang berhak dalam wali pernikahan itu hanya dua 




pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah 
sangat urgen dalam pernikahan artinya ada subordinasi kaum perempuan, 
tidak ada celah dan andil dalam menentukan atau keberhakan menjadi wali. 
Pasal 21 telah menyebutkan ada empat kelompok yang berhak menjadi 
wali nasab dalam pernikahan, ada beberapa hikmah menarik yang bisa 
dipetik dari pengertian pasal tersebut. Pertama, yang hanya ditunjuk sebagai 
seorang wali adalah pihak laki-laki, sehingga secara implisit atau tersurat 
akan menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan. Kedua, dari 
kelompok-kelompok yang telah ditentukan urutannya, artinya jika dalam 
suatu kelompok sama derajatnya maka yang berhak menjadi wali nikah 
 penegasan ini sama 
sekali tidak memberi peluang di garis keturunan perempuan (Ibu). Hal 
semacam ini mengilustrasikan bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan, 
pengakuan nasab dan berdampak pada ketidak mampuan pihak perempuan 
dalam melaksanakan peran  atau bertindak di depan hukum. Para 
ulam  fikih dalam menentukan urutan wali nikah di- -kan dengan 
penentuan .  Seperti halnya yang dikemukakan  oleh  Imam Abu  
Hanifah  menurut  beliau urutan wali nikah yang pertama sesuai dengan 
urutan , baik   maupun , lain 
halnya dengan Imam  yang hanya memberikan urutan sebagiamana 
. Hal ini senada dengan KHI Pasal 21. 
Jika dalam menentukan urutan wali nikah di- -kan dengan 




kewarisan khusunya tentang  itu sendiri, sosio-historis yang 
melingkupi pada saat penetapan tersebut, sistem kewarisan sedikit banyak 
masih terpengaruh dengan sistem pra Islam, di mana perempuan dianggap 
kurang memberikan sumbangsih terhadap kabilah, laki-lakilah yang 
menjadi superior karena dianggap yang bisa memperjuangkan kabilahnya, 
oleh sebab itu dalam pembagian kewarisan juga mendapatkan bagian yang 
lebih unggul.1 
2. Jalli Sitakar, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau, 201 Perpindahan Wali Nasab Ke 
Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih 
(Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu  Tesis ini membahas di antaranya 
peranan wali nasab, wali  dan wali  dalam pernikahan menurut 
KHI dan membahas tentang pelaksanaan pernikanan tanpa wali nasab 
menurut Pasal 23 KHI, serta pelaksanaan pernikahan dengan  wali  hakim  
menurut  Pasal  23 KHI. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, analitis dan 
komparatif. 
Di antara hasil penelitiannya yaitu perpindahan wali ke wali 
hakim menurut pasal 23 KHI dan fikih bahwa wali hakim ialah wali nikah 
yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, 
yang diberi hak dan  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai wali nikah. 
Menurut PMA No. 2 Tahun 2007, yaitu: Kepala KUA Kecamatan, dan 
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PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) 
kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak 
perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari 
 ke (sederajat atau ), maupun dari nasab  ke  wali  
hakim  karena  alasan  tuna  wicara,  tuna  rungu,  atau  , sebagaimana 
pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik; seperti kitab dan 
, dan . 
Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali 
hakim menurut Pasal 23 KHI, secara hukum fikih Islam maupun Kompilasi 
Hukum Islam ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim 
dalam pernikahan seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali 
wali  yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan 
Agama. Status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali 
yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya 
dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari 
 atau itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak 
diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau . Status perpindahan wali ini 
juga telah ditetapkan di dalam 
Muktamar XXX NU di PP. Lirboyo Kediri, pada tanggal 
21-27 November 1999. Kasus   perpindahan   wali   nasab   ke wali hakim 
dalam pernikahan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana terjadi pada tiga 
pasangan pernikahan; Shinta binti Dahlan (20 tahun) dan Doni Suardi bin 




ke wali hakim karena walinya enggan ( ), Winah bin Sukiran (23 
tahun) dan Arman bin Ahmad (24 tahun), menikah dengan wali 
hakim/berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya jauh dan 
Khairani bin Muslim (20 tahun) dan Andi bin Idham (22 tahun), menikah 
dengan wali hakim/berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena 
walinya sakit dan tidak dapat hadir.2 
3. Etty Murtiningdyah, Mahasiswi Program Pascasarjana Magister 
Kenotariatan Universitas Dipanogoro Semarang, 2005, dengan tesisnya 
Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh 
Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi 
. Penelitian ini menfokuskan pada kajian peranan dan 
pengaruh psikologis dengan adanya wali nikah dalam suatu perkawinan 
dan memfokuskan kajiannya pada permasalahan-permasalahan yang 
muncul dalam perkawinan sehubungan dengan masalah wali nikah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Polokarto. Populasi dan Metode Sampling yang digunakan 
adalah Purposive Sampling sedangkan respondennya  adalah  Kepala  dan  
pegawai  di  Kantor  KUA  dan  pasangan suami isteri. Jenis dan sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik 
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pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan 
sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan 
wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan 
yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab 
yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. 
Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 
19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan 
untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di 
dalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih 
dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting 
adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum 
perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi 
kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. 
Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian 
perkawinan adalah faktor pendidikan agama, menikah dengan 
menggunakan wali seorang ustadz, keegoisan orang tua.3 
4. Sandi Wijaya, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 
2017., dalam tesisnya yang berjudul 
Tesis ini memfokuskan kajiannya pada 
konsep wali nikah dalam KHI ditinjau dari perspektif gender dan meneliti 
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tentang relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali 
nikah dalam KHI. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library 
research). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian 
preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran 
mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah 
(kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan 
dari KHI, kitab-kitab yang secara terperinci membahas wali nikah, serta 
buku-buku tentang kesetaraan gender yang dapat membantu menjelaskan 
konsep kesetaraan dalam perwalian secara komprehensif. Pendekatan yang 
digunakan adalah menggunakan pendekatan gender dan pendekatan usul 
fikih. 
Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam 
KHI jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fikih akan 
mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan 
bertindak secara sempurna ( ) baik laki-laki maupun 
perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali 
bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah 
perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus 
dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan 
situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat 
hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap 
rekonstruksi konsep wali nikah dalam KHI ialah sebagai bentuk konkrit 




Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita (Convent ion on the Elimination of All Forms of Discriminat ion 
Against Women), di mana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan 
memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.4 
5. Febri Nur Syahidah, Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Jogjakarta tahun 2018, dalam tesisnya yang berjudul 
Penetapan Wali di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan 
Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan 2014- Tesis ini 
memfokuskan kajiannya pada landasan hukum dan pertimbangan hakim 
dalam memutuskan perkara wali  dalam perkawinan di Pengadilan 
Agama Klaten. Jenis penelitin ini termasuk ke dalam penelitian lapangan 
(field research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Sedang metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk dan alasan 
keengganan para wali nasab menikahkan anaknya adalah karena calon 
menantu yang akan menjadi menantunya belum memiliki pekerjaan tetap 
(faktor ekonomi). Komunikasi yang kurang baik antara ayah atau wali 
nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), 
wali juga merasa kecewa dan benci terhadap menantunya karena telah 
menyia-nyiakan dan menyakiti anaknya dalam pernikahan yang terdahulu 
(faktor internal dalam diri manusia itu sendiri). Karena merasa sakit hati 
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dan dendam terhadap mantan isteri dan berperinsip tidak akan menikahkan 
anak perempuannya (faktor dendam). Pemahaman orang tua yang keliru 
bahwa jika pernikahan akan mengalami masa depan yang buruk atau salah 
satu meninggal (faktor budaya). Dan alasan-alasan tersebut tidak 
dibenarkan oleh agama maupun hukum positif jika wali menolak 
menikahkan anaknya dengan calon pilihannya. Landasan hukum yang 
digunakan majelis hakim adalah KHI, fikih dan UU No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan pasal 1 tentang ijin perkawinan, PMA no 30 tahun 
2005 tentang Wali Hakim pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dan hal ini telah 
sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama maupun Negara. 
Selanjutnya di saat majelis hakim memutuskan penetapan mengenai -
nya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan 
keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-
yuridis saja, namun harus juga memperhatikan pertimbangan sosiologis 
dan psikologis.5    
6. Hanif Hanani, mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 
tahun 2009, dalam tesisnya yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali  (Study 
Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali  di KUA Kecamatan 
Muntilan) . Tesis ini membahas tentang realisasi penyelesaian sengketa 
pernikahan wali  di KUA Kec. Muntilan. Di mana dari hasil 
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penelitiannya, para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA 
Kec. Muntilan  dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah 
tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA) akan 
melakukan  tabayun,  kunjungan  ke  tempat  kediaman  wali  untuk  
melakukan klarifikasi   sekaligus   meminta   kesediaan   wali   untuk   
menjadi   wali dan menikahkan putrinya. Apabila dalam tabayun tidak 
ditemukan adanya kesepakatan,  maka  PPN  akan  memanggil  calon  
mempelai  untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud 
terdapat kekuarangan syarat, yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN 
menerbitkan Surat Keterangan Kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan 
juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang dikirimkan kepada 
Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak (pemohon 
dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan 
kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali 
dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan 
calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya  atau enggan 
menjadi wali.6 
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
bahwa penelitian sebelumnya sebagaimana yang diteliti oleh 
Sholehah mengkaji urutan wali dalam KHI dalam perspektif hermeneutik. 
Sedangkan Saudara Jalli Sitakar memfokuskan kajiannya dengan studi 
                                                 
6Hanif Hanani, Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa 
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pustaka pada perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam KHI dalam 
perspektif hukum Islam. Adapun penelitian Etty Murtiningdyah, 
memfokuskan kajiannya pada peran wali nikah dalam perkawinan dan 
pengaruhnya secara psikologis bagi calon pengantin. Berbeda dengan Sandi 
Wijaya menkaji konsep wali nikah dalam KHI dalam perspektif gender. 
Sedangkan Febri Nur Syahidah memfokuskan kajiannya pada landasan 
hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali  
dalam perkawinan di Pengadilan Agama Klaten. Yang mendekati penelitian 
ini adalah penelitian dari Saudara Hanif Hanani yang mengkaji tentang 
realisasi penyelesaian sengaketa pernikahan wali . Sedangkan posisi 
peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian pada latar belakang 
munculnya sengketa pernikahan wali , bentuk sengketa pernikahan 
wali  dan strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember. Lebih jelasnya perbedaan dan 
persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini bisa dilihat pada tabel 
sebagaimana berikut: 
 
TABEL 1.  
PERSAMAAN DAN PEBEDAAN PENELITIAN 
NO JUDUL/NAMA PENELITI PERSAMAAN PERBEDAAN 
1 URUTAN WALI NIKAH 










Tesis tersebut membahas 
tentang dasar penetapan wali 
nikah hanya dari garis 
keturunan laki-laki dan 
mengkaji tentang urutan wali 
nikah yang ditentukan dalam 







penelitian ini fokus latar 
belakang dan bentuk sengketa 
pernikahan wali  serta 
strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali . Dan 
penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Field 
research) 
2 PERPINDAHAN WALI 
NASAB KE WALI HAKIM 
MENURUT PASAL 23 
KOMPILASI HUKUM 
ISLAM DITINJAU DARI 









Tesis tersebut meneliti peranan 
wali nasab, wali aqrab dan 
wali  dalam pernikahan 
menurut KHI dan membahas 
tentang pelaksanaan 
pernikanan tanpa wali nasab 
menurut Pasal 23 KHI, serta 
pelaksanaan pernikahan 
dengan  wali  hakim  menurut  
Pasal  23 KHI. Sedangkan 
penelitian ini fokus latar 
belakang dan bentuk sengketa 
pernikahan wali  serta 
strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali . Dan 
penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Field 
research) 















dan wali nikah  
 
Tesis tersebut meneliti peranan 
dan pengaruh psikologis 
dengan adanya wali nikah 
dalam suatu perkawinan dan 
memfokuskan kajiannya pada 
permasalahan-permasalahan 
yang muncul dalam 
perkawinan sehubungan 
dengan masalah wali nikah. 
Sedangkan penelitian ini fokus 
latar belakang dan bentuk 
sengketa pernikahan wali  
serta strategi kepala KUA 
dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali . Dan 
penelitian ini termasuk 


















Tesis tersebut meneliti konsep 
wali nikah dalam KHI ditinjau 
dari perspektif gender dan 
meneliti tentang relevansi dari 
perspektif gender terhadap 
rekonstruksi konsep wali nikah 
dalam KHI. Penelitian ini 
termasuk penelitian pustaka 
(library research). Sedangkan 
penelitian ini fokus latar 
belakang dan bentuk sengketa 
pernikahan wali  serta 
strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali . Dan 
penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Field 
research) 
5 FENOMENA PENETAPAN 
WALI DI 
PENGADILAN AGAMA 
KLATEN: KAJIAN ALASAN 















Tesis tersebut meneliti 
landasan hukum dan 
pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara wali 
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B. Kajian Teori  
1. Perkawinan 
a. Pengertian Perkawinan 
Dalam Bahasa Arab perkawinan dikenal dengan dua istilah  kata, 
yaitu dan . Dalam fikih Islam, nikah adalah salah satu asas 
pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 
sempurna.7  
 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: 
8
akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang 
wanita, bersenang-senang, melakukan  berkumpul dengan wanita 
tersebut, di mana ia bukan mahram, baik secara nasab, persusuan, atau 
pernikahan. 
 
Berbeda dengan pengikut Imam    ) 
dalam mendefinisikan nikah. Nikah menurut  adalah akad 
yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna dengan maksud 
mengambil manfaat untuk bersenang-senang.9 Sajuti Thalib 
mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-
                                                 
7Sulaiman Rasjid, Fik ih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374. 





menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.10 Menurut Hazairin 
inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak 
ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.11 
Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu 
pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, 
sehingga Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang 
sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.12  
 
b. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung 
seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan 
perkawinan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu 
pembatasan yang ketat, yang itu semua dilakukan untuk kemaslahatan 
bersama. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup menjadi 
jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.13 
                                                 
10Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama 
dan Zakat Menurut Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 2. 
11Ibrahim Hosen, Fik ih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak  dan Rujuk . (Jakarta: Ihya 
Ulumuddin, 1971), 65.  
12Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7. 




Dalam perspektif ajaran Islam perceraian hidup merupakan pintu 
darurat dan terakhir yang akan digunakan untuk  mengatasi perpecahan 
dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau 
mungkin lagi untuk didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah 
pihak keluarga suami-isteri dengan itikad baik dan berulang-ulang 
mengadakan atau rekonsiliasi antara kedua suami-isteri, namun 
tidak berhasil, termasuk pula dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh 
dua orang hakam (juru damai) yang ditunjuk Pengadilan Agama yang 
berasal dari keluarga pihak suami dan isteri tetapi tidak berhasil 
mendamaikannya.14  
Tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang   
(keluarga yang tentram penuh kasih sayang). 
 
c. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun nikah bisa dijelaskan sebagai berikut: 
1. Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang 
secara  untuk menikah.  
2. Adanya , yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang 
menggantikan posisi wali.  
3. Adanya , yaitu lafaz yang diucapkan oleh suami atau yang 
mewakilinya.  
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4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah 
atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.  
5. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya 
suatu pernikahan.  
Adapun syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi adalah:15  
1. Bagi calon mempelai pria, syarat yang harus dipenuhi adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki laki 
c. Jelas orangnya 
d. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Bagi calon mempelai wanita, syarat yang harus dipenuhi adalah: 
a Beragama Islam 
b Perempuan 
c Jelas orangnya 
d Dapat dimintai persetujuan 
e Tidak terdapat halangan perkawinan16  
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita, syaratnya adalah: 
1) Laki-laki 
2) Beragama Islam 
3) Mempunyai hak perwaliannya 
4) tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.17  
                                                 
15Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,  12.  




4. Bagi saksi nikah, syaratnya adanya adalah: 
a. Minimal dua orang saksi 
b. Menghadiri   
c. Dapat mengerti maksud akad 
d. Beragama Islam 
e.  Dewasa.18  
5. Syarat-syarat   
a Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
c Memakai kata-kata nikah atau semacamnya 
d Antara   bersambungan 
e Antara   jelas maksudnya 
f  Orang yang terkait dengan  tidak sedang melaksanakan ihram 
haji atau umrah 
g Majelis    itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, 
yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai 
wanita atau yang mewakiliknya, dan dua orang saksi.  
 
2. Perwalian  
a. Pengertian Wali, Kedudukan dan Persyaratannya. 
Dalam Kitab  disebutkan bahwa wali ialah suatu 
ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai 
                                                                                                                                     
17Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,  15.  




dengan bidang hukumnya. Dengan kata lain, seorang wali adalah orang 
yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut istilah, 
wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang 
lain sesuai dengan bidang hukumnya.19 Pendapat lain menyebutkan 
bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan 
atas nama yang diwakili,20 atau berarti penguasaan penuh yang 
diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan 
melindungi orang atau barang.21  
Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang 
berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya ( ) apabila 
ia ( ) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia 
tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah 
kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wali dalam 
perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan 
atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. 
Di sinilah pentingnya adanya wali dalam suatu pernikahan dan 
pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana 
disebutkan dalam KHI pasal 19, wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
                                                 
19Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. al-Maarif, 1992), 7. 
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yang bertindak untuk menikahkannya. Sedangkan syarat-syarat wali 
adalah harus Islam, berakal, baligh, merdeka, dan harus laki-laki.22 
Menurut Imam   wali merupakan salah satu dari empat 
hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang 
dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, serta yang 
kelima adalah mahar/maskawin.23 Sebagaimana   
  sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam 
keabsahan pernikahan, dan  berpendapat bahwa pensyaratan 
wali ini adalah untuk  dan  sedangkan bagi 
baik  gadis  ataupun  janda  berhak untuk menikahkan 
diri mereka selama sepadan/kuf , karena jika tidak sepadan maka wali 
berhak untuk mem-faskh nikahnya.24 
Dalam pelaksanaannya, seorang wali bisa menikahkan sendiri 
atau mewakilkan kepada orang lain, atau barangkali pasrah kepada orang 
lain untuk memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana 
kutipan Ibnu Qudamah dalam Kitab  yang bercerita tentang 
Ummu Amr yang kemudian dinikahkan dengan Utsman ra. oleh Umar 
ra.25 Dalam pandangan mazhab    , wali 
                                                 
22      , , Juz 
XVII. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 318. Lihat juga     
(Kairo: Dar al-Salam, 2001),  336. 
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     ,  Juz V. (Beirut: Dar al-Fikr, 
tt), 180. 
24 , Juz  IV, 51.  
25Muhammad Abd al-Aziz al-Hallawi, Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, (Surabaya: 




merupakan syarat dalam pernikahan, sehingga dianggap tidak sah apabila 
pernikahan tidak memakai wali.26  
 
b. Macam-macam Wali 
1) Wali Nasab 
Dilihat dari kata , bahwa yang berhak menjadi wali 
adalah orang-orang yang memiliki pertalian darah dengannya atau 
masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang 
berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.27  
Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali 
menurut urutan sebagai berikut: 
a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria 
murni, yaitu: 
(a) Ayah 
(b) Ayah dari ayah 
(c) Dan seterusnya ke atas 
b) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria 
murni,yaitu: 
(a) Saudara kandung 
(b) Saudara seayah 
(c) Anak dari saudara kandung 
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(d) Anak dari saudara seayah 
c) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu: 
(a) Saudara kandung dari ayah 
(b) Saudara se bapak dari ayah 
(c) Anak saudara kandung dari ayah 
(d) Dan seterusnya ke bawah 
Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, 
sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali 
tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang 
tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka 
hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.28 
 
2) Wali Hakim 
Wali hakim ialah wali yang diangkat oleh pemerintah untuk 
bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan PMA 
No. 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali 
hakim adalah Kepala KUA Kecamatan. 
Wali hakim dapat bertindak mengantikan kedudukan wali 
nasab apabila: 
3) Wali nasab tidak ada 
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4) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak 
memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di 
tempat. 
5) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya 
6) Wali nasab sedang berihram haji atau umroh 
7) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali ) 
8) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di 
bawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia 
tidak ada.29  
 
2) Wali Muhakkam 
Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-
sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan 
dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua 
calon mempelai.30  
 
c. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim dan Sebab-sebabnya 
Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada 
akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh 
ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati ) 
karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan 
karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling 
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utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang 
memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam 
perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita 
tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya 
sendiri, maka berarti ia telah berzina. 
Dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang 
kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang 
mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam 
hierarki berada pada ring yang lebih jauh dari padanya. Perpindahan hak 
wali nikah ini dalam terminologi fikih dikenal dengan  wali nikah. 
Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain 
baik dari nasab ( ) ke nasab (sederajat atau ), maupun dari 
nasab ke hakim. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali 
(dekat) dan wali (jauh), dalam urutan di atas yang termasuk wali
 adalah wali nomor urut satu, sedangkan nomor dua menjadi wali 
, adapun perpindahan wali aqrab kepada wali  adalah:  
a. Apabila wali nya non muslim. 
b. Apabila wali nya fasik.  
c. Apabila wali -nya gila. 
d. Apabila wali nya bisu atau tuli.31 
Menurut Imam  suatu pernikahan baru dianggap sah, 
apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak 
                                                 




ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali 
 tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, 
atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada 
hakim.32 Berbeda dengan pendapat  , menurutnya hak 
kewalian wali tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam 
Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka 
perwaliannya pindah ke wali jauh.33 Perbedaan pendapat ini bersumber 
pada pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama 
dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika 
wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh. Namun demikian 
menurut   , walaupun di satu sisi para ulama 
berbeda pendapat tentang perpindahan wali tersebut, namun pada intinya 
mereka sependapat dalam hal berpindahnya wali ke wali yang lain karena 
suatu hal, sebagaimana ia menyatakan bahwa    
  sepakat bahwa wali  (jauh) atau wali hakim tidak 
bisa melakukan akad nikah selama masih ada wali yang memenuhi 
syarat.34 
Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu 
hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari ( ) ke 
nasab (sederajat atau ), maupun dari  ke hakim. 
Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena: 
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a) Ghaibnya wali  
Dalam hal wali gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak 
diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah 
kepada urutan selanjutnya (wali ) dan apabila suatu saat  
datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena 
kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga . 
Sedangkan   berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke 
hakim. Jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk 
menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. 
Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya 
walaupun dekat letak tempat tinggalnya.35 Dalam masalah ghaibnya 
wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat  tersebut  dengan  
syarat-syarat  tertentu  yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali 
sebagaimana pendapat Imam  dan imam Hanafi jika ada 
persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali  bahwa wali 
 akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan 
itu tidak ada atau jika ada kehawatiran tidak relanya wali , maka 
perwaliannya pidah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya 
sengketa antar wali. 
b) Perselisihan wali yang kedudukannya sama 
Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (selain wali 
) dalam satu  (tingkatan) maka perwaliannya langsung 
                                                 




pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim 
adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang 
sedang berselisih di samping posisinya sebagai wali dari perempuan 
yang tidak punya wali nasab. 
c) Walinya enggan ( ) 
Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian 
juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya 
dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh 
shara , misalnya suami tidak sekuf atau karena si perempuan sudah 
dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara 
anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu 
jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki 
pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya 
hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.36 Apabila seorang 
wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah  yang akan 
menikah dengan seorang pria kufu , maka wali tersebut dinamakan 
wali , karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian 
langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali , 
karena  adalah kadhaliman, sedangkan yang menghilangkan 
sesuatu kedhaliman adalah hakim.37 
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Para ulama  sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi 
perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat 
zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah 
kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah 
dengan laki-laki yang sepadan dan mahar .38 Seorang wanita 
baik gadis maupun janda, juga tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan 




Bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah 
SAW., bersabda, Janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia 
diminta pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis 
sebelum diminta persetujuannya atau izinnya. (HR. al-Bukhari).39 
 
Wali  merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali 
karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut 
termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan 
oleh shar .40 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat 
al-Baqarah ayat 232:  
 
Janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka 
(para isteri) untuk kembali dengan bekas suami mereka.41  
                                                 
38 , Juz VII,  56. 
 
 
40Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan 
Agama, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000), 3.  




Dalam hal -nya wali, maka perwalian pindah ke tangan 
hakim yang dalam praktiknya di Indonesia melalui prosedur 
penetapan  -nya wali dari pengadilan agama untuk menentukan 
dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya 
benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak 
berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak 
/menghalangi.42 
Seseorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu 
harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari 
pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau 
mendapat persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut batal. Jika 
seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat 
terlebih dahulu alasan penolakannya, alasan tersebut dapat diterima 
oleh hukum atau sebaliknya. Alasan  adalah alasan yang 
dibenarkan oleh hukum , misalnya wali menolak menikahkan 
karena anak gadisnya sudah dilamar orang lain dan lamaran pertama 
belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang non muslim, atau 
orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan), dan 
sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan 
alasan  seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya 
tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).43 
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Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak 
perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak 
, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum . Misalnya 
calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, 
dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya 
dalam pandangan , maka tidak dianggap alasan . Jika 
wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak 
 seperti ini, maka wali tersebut disebut wali . Wali  
merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah 
baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang .44 
Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara 
wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan 
perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan 
tersebut. Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan 
 menurut pendapat  , dan Hanbali antara lain: 
(1) Calon suami jelek akhlaknya 
Akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya 
memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-
perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam 
mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan 
kemuliannya, serta seorang wali berhak menolak menikahkan 
wanita yang di bawah perwaliannya jika calon suami pilihannya 
                                                 




jelek akhlaknya, sebab orang yang baik dalam beragama dan 
baik dalam berakhlak akan memperlakukan isterinya dengan 
baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.45 
(2) Wanita yang ada di bawah perwaliannya sudah dipinang orang 
lain 
Ini adalah alasan kedua wali untuk menolak menikahkan 
wanita yang ada di bawah perwaliannya, karena hal tersebut 
bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, 
memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu 
ketentraman. Hal ini berdasarkan hadits: 
 
Bersumber dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Nabi SAW., 
bersabda, tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang 
oleh saudaranya, dan tidak boleh dari kalian menawar 
barang yang telah ditawar oleh orang lain kecuali atas 
izinnya. (HR. Ahmad). 
 
(3) Calon suami beda agama 
Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita 
di bawah perwaliannya hendaknya memilih laki-laki yang 
berakhlak mulia. Dalam membicarakan tentang halal atau 
haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli 
kitab al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan 
ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim tetapi al-Qur'an 
                                                 




tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-
laki ahlul kitab, maka para ulama  sepakat untuk 
mengharamkannya. Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak 
wanita di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki beda 
agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 
ayat 221: 
 
Dan janganlah kamu kawinkan (perempuan muslim) 
dengan  laki-laki musyrik, kecuali jika mereka beriman.46  
 
Ayat ini juga ditujukan kepada para wali agar jangan 
menikahkan wanita-wanita mukminah dengan laki-laki 
musyrik.47 
 
 atau  menurut bahasa artinya setaraf, 
seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sedarajat atau 
sebanding. Yang dimaksud dengan  atau dalam 
perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan 
keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing 
calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan.48 Sudah 
tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan 
isterinya, maka hal itu pasti berpengaruh besar terhadap 
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keberhasilan dan keharmonisan perkawinan mereka. Karena 
 dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat 
mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih 
menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan.49 Dijelaskan 
dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 26: 
 
Perempuan-perempuan yang jelek untuk laki-laki yang 
jelek, dan laki-laki yang jelek untuk perempuan-perempuan yang 
jelek. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk 
laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang 
baik pula.50  
 dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami 
atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu 
perkawinan. Menurut Imam Malik,  yaitu kesepadanan 
akhlak dan  agama, bukan ukuran lainnya, sedangkan ahli fikih 
dari kalangan  ,  , dan Ahmad bin Hanbal, 
memasukkan ukuran lain selain keislaman dan akhlak yang baik, 
antara lain: 
(a) Nasab 
Orang Arab adalah  antara satu dengan lainnya. 
Begitu pula halnya dengan orang quraisy lainnya. Karena itu 
orang yang bukan Arab tidak sekufu engan orang Arab, dan 
orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy maka tidak   
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sekufu dengan perempuan Quraish.51 Fuqaha berselisih 
pendapat mengenai faktor nasab atau keturunan, apakah 
termasuk dalam pengertian  atau bukan, menurut 
pendapat Imam Malik, dibolehkannya menikah dengan hamba 
sahaya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat 
ayat 13: 
 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 




Profesi seseorang adakalanya menimbulkan 
kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu, 
apabila seorang perempuan berasal dari keluarga orang-orang 
yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat tidak dianggap 
se  dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila 
penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap 
tidak berbeda, ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut 
adat setempat, adakalanya suatu pekerjaan di suatu daerah 
dan pada suatu masa dipandang terhormat, tetapi di tempat 
dan di waktu lain mungkin dipandang hina.53 
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 ulama  berpendapat bahwa  adalah hak 
perempuan dan walinya, sebagian wali enggan atau tidak mau  
mengawinkan anak gadisnya dengan calon suami yang tidak 
sepadan, terkadang mereka berharap anak gadisnya menikah 
dengan seorang laki-laki yang lebih di atasnya. Para ulama
mazhab   berbeda pendapat tentang perlunya 
kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak 
menganggapnya, mengingat bahwa harta dapat saja datang 
dan pergi sewaktu-waktu. Akan tetapi sebagian yang lain 
menganggap itu perlu. Selain itu jika seorang laki-laki yang 
tidak mampu mengawini perempuan yang sudah terbiasa 
hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan 
tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tidak 
berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat 
retaknya  hubungan perkawinan mereka. 
(d) Kesempurnaan anggota tubuh 
Seorang perempuan punya hak untuk menolak 
dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau  
cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak 
menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika laki-laki 
pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena 




tangga, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah 
tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam 
perkawinan. Para ulama mazhab   menganggap 
kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari . 
Laki-laki dianggap tidak se engan perempuan yang 
sehat dan normal lahiriyah, golongan Hanafi dan Hanbali tidak 
menerima pendapat ini. Hanya saja pihak perempuan 
mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan 
walinya, karena si perempuanlah yang akan menanggung 
resikonya.54 
 
d. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA) 
a. Tugas dan Fungsi KUA 
Dalam PMA No 11/2007, KUA adalah unit kerja terdepan 
Kemenag yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama Islam 
di wilayah kecamatan. KUA dikatakan sebagai unit terdepan karena 
KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang 
memerlukan pelayanan di bidang agama. Oleh karena itu sangat wajar 
jika keberadaan KUA dinilai sangat strategis dan urgen seiring 
keberadaan Kemenag. Di sinilah sekali lagi menunjukkan peran KUA 
sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat.  
                                                 




KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Kemenag di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan 
Kantor Kemenag  Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Adapun tugas-tugas KUA di antaranya: 
1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten di bidang 
urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 
2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan 
dalam bidang keagamaan. 
3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA kecamatan. 
4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh 
Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang 
erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan. 
5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).  
Selain yang tersebut di atas kepala KUA juga mempunyai tugas: 
1) Memimpin pelaksanaan tugas KUA, menetapkan dan merumuskan 
visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan KUA. 
2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA. 
3) Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas bawahan. 
4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan. 





6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf 
serta ibadah sosial. 
7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan 
tempat ibadah. 
8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat 
 
9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan 
umroh. 
10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di 
lingkungan KUA. 
11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas 
pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA. 
12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan  pelaksanaan tugas di 
bawahan. 
13) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait. 
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
15) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.55 
 
b. Proses Pencatatan Nikah 
Secara umum proses pencatatan nikah mencakup pemberitahuan 
kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah dan 
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akad nikah serta pencatatanya. Secara rinci akan dibahas sebagaimana 
berikut: 
1) Pemberitahuan kehendak nikah 
Pemberitahuan kehendak nikah sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan paling 
lambat 10 hari kerja sebelum  perkawinan dilangsungkan. Namun, 
jika kurang dari 10 hari kerja dengan alasan yang penting, maka 
harus meminta dispensasi camat atas nama bupati selaku kepala 
daerah.56 
2) Pemeriksaan nikah 
Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, 
prosedur yang harus ditempuh selanjutnya diadakan pemeriksaan 
yang dilakukan PPN. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 
tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa PPN memeriksa dan meneliti apakah syarat-
syarat perkawinan telah dipenuhi atau tercukupi dan  apakah  tidak  
terdapat  halangan  baik  menurut hukum  ataupun 
menurut perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga syarat-
syarat perkawinan seperti persetujuan calon mempelai, umur, izin 
orang tua dan seterusnya, maka data-data inilah yang pertama kali 
                                                 




akan diperiksa oleh pejabat tersebut.57 Dalam pemeriksaan ini 
juga dilakukan pemanggilan kepada kedua calon pengantin dan 
wali untuk melakukan , yaitu tanya jawab atau wawancara 
kepada calon pengantin dan wali untuk mencocokkan data-data 
yang telah diajukan dengan kondisi dan fakta di lapangan. 
3) Pengumuman kehendak nikah 
Tahap berikutnya adalah PPN melakukan pengumuman 
kehendak nikah untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan 
pasal 8 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan. PPN menempelkan surat pengumuman 
dalam bentuk yang telah ditetapkan di KUA wilayah tempat 
dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman yang ditandatangani 
oleh PPN selain menerangkan hal ihwal yang akan melangsungkan 
perkawinan juga menerangkan kapan dan di mana perkawinan itu 
akan dilangsungkan.58 
4) Akad nikah dan pencatatannya 
Langkah selanjutnya adalah akad nikah. Akad nikah 
dilangsungkan di bawah pengawasan di hadapan PPN. Setelah akad 
nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut dicatat dalam Akta 
Nikah. Jika nikah dilangsungkan di luar balai nikah, pernikahan 
tersebut dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani 
oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang 
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mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah dan 
ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.59 
 
4. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan 
a Pencegahan Perkawinan 
Pencegahan perkawinan dapat diartikan sebagai usaha untuk 
membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. 
Pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan apabila calon suami atau 
calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum 
Islam yang termuat dalam Pasal 13 UU Perkawinan tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.60 
PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai 
pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya  pencegahan perkawinan 
dalam peraturan pelaksanaan, karena pembuat peraturan pelaksanaan 
menganggap sudah cukup apa yang telah diatur di dalam undang-
undang.61  
Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum agama dan kepercayaan serta 
perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka 
pencegahan perkawinan bisa dilakukan. Selain itu pencegahan 
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perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon 
mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan 
tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai 
lainnya.62  
Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama 
(PA) dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan 
dengan memberitahukan juga kepada PPN. PPN memberitahukan 
mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-
calon mempelai. Selanjutnya PA akan memeriksa permohonan 
pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang 
berlaku.63  
 
b Pembatalan Perkawinan 
Secara umum batalnya pernikahan adalah rusaknya atau tidak 
sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat 
dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara alam fikih Islam 
sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, 
yaitu nikah  dan nikah . Nikah  adalah perkawinan yang 
tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah  adalah 
perkawinan yang tidah terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah 
 dan nikah  adalah sama-sama tidak sah. 
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Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah  dan 
nikah  ini dapat digunakan sebagai alasan untuk pembatalan bukan 
untuk pencegahan. Bedanya, pencegahan itu lebih tepat digunakan 
bsebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan pembatalan mengesankan 
perkawinan telah berlangsung, kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan, baik syarat maupun rukun serta 
perundang-undangan.64 
Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP 
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 
batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Terkait 
dengan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, KHI lebih sistematis 
dari pada UU No. 1 Tahun 1974 dalam memuat masalah pembatalan 
perkawinan. Dalam konteks ini pengertian tentang pembatalan nikah 
dikaitkan dengan nikah  dan nikah . Nikah  yaitu jika tidak 
terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan 
nikah  adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah. 
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur 
dalam Bab IV Pasal 22-28. Dalam bab ini diterangkan alasan-alasan 
pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan 
pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu 
perkawinan.  
                                                 




UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-
alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain: 
1) Adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk) 
2) Tidak adanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak  
3) Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan 
4) Belum mencapai usia untuk kawin  
5)  Keluarga sedarah atau semenda 
6) Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel 
7)  Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama  
8) Tidak adanya izin yang disyaratkan 
9) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil 
10) Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.65 
Dan juga dalam Pasal 27 UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, disebutkan: 
1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah 
ancaman yang melanggar hukum. 
2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami/isteri. 
 
 
                                                 





5. Sengketa dan Strategi Penyelesaiannya 
a. Pengertian Sengketa 
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. 
Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu 
dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara 
perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, 
antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata 
lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan 
dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Di mana ada sengketa 
pasti di situ ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-
hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. 
Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari 
permasalahan. Tergantung bagaimana menyikapinya. Kenapa harus 
mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam 
bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.66 
Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan 
ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan 
perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan 
sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang 
dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para 
                                                 




pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah 
dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.67 
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah 
pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau 
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, 
pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau 
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan 
yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat 
hukum antara satu dengan yang lain. 
Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan 
sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 
perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam perjanjian.68 Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir 
Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan 
situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan 
yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi 
mereka saja.69 
Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat sengketa adalah 
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi 
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yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.70 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu 
perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling 
mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan 
tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  suatu  tindakan  wanprestasi dari 
pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. 
Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan 
sengketa melalui proses bersengketa (disputing process), sebagai 
berikut:71 
1) Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada 
keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok 
dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau 
dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa 
keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting 
pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan 
salah. 
2) Tahap konflik (conflict), ditandai dengan keadaan di mana pihak 
yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, 
melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau 
memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada 
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tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan 
pandangan antar mereka. 
3) Tahap sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami 
eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara 
umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai 
keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan 
menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara 
sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan 
mengenai tuntutan yang diinginkan. 
 
b. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa 
Ada beberapa teori tentang sebab-sebab munculnya sengketa, di 
antaranya adalah: 
1) Teori Hubungan Masyarakat 
Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya 
ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para 
penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik 
yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling 
pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta 
pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima 
keberagaman dalam masyarakat.72  
 
                                                 




2) Teori Negosiasi Prinsip 
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi 
karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para 
penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat 
diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan 
pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi 
berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.73 
3) Teori Identitas 
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok 
orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori 
identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang 
terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara 
wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan 
mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka 
rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya 
adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas 
pokok semua pihak.74 
4) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya 
Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa 
konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara 
orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, 
diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna 
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mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi 
stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.75  
5) Teori Transformasi  
Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena 
adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta 
kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini 
berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 
beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang 
menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap 
jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta 
pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan 
pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan 
masing-masing.76 
6) Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia 
Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat 
terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat 
terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang lain. 
Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 
tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan 
substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang 
berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, 
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papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) 
berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan 
kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-
materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.77 
 
c. Bentuk-Bentuk Sengketa 
Secara garis besar berbagai sengketa atau konflik dalam 
masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sengketa 
berikut ini: 
1. Berdasarkan Sifatnya 
Berdasarkan sifatnya, sengketa atau konflik dapat dibedakan 
menjadi sengketa destruktif dan sengketa konstruktif. 
a. Sengketa Destruktif 
Merupakan sengketa atau konflik yang muncul karena 
adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari 
seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada sengketa 
atau konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik 
Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. 
6. Sengketa Konstruktif 
Merupakan sengketa atau konflik yang bersifat fungsional. 
Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari 
                                                 




kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. 
Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai 
pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya 
perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.78 
2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang bersengketa/berkonflik  
a. Sengketa/Konflik Vertikal 
Merupakan sengketa/konflik antar komponen masyarakat di 
dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, 
sengketa/konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam 
sebuah kantor. 
b. Sengketa/Konflik Horizontal 
Merupakan sengketa/konflik yang terjadi antara individu 
atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. 
Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. 
7. Sengketa/Konflik Diagonal 
Merupakan sengketa/konflik yang terjadi karena adanya 
ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga 
menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang 
terjadi di Aceh.79 
Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk 
yaitu: 
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a) Sengketa/konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang 
terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan 
dan sebagainya. 
b)  Sengketa/konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang 
timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. 
c) Sengketa/konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial,  
yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan 
kepentingan antar kelas sosial. 
d)  Sengketa/konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang 
terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang 
atau kelompok. 
e) Sengketa/konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, 
yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang 
kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.80 
Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa 
sengketa/konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai 
berikut: 
a) Sengketa/konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, 
atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah 
suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan 
yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang 
dimilikinya. 
                                                 




b) Sengketa/konflik antara kelompok-kelompok sosial. 
c) Sengketa/konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir 
dan tidak terorganisir. 
d) Sengketa/konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, 
antar negara, atau organisasi internasional.81 
 
d. Bentuk-Bentuk Strategi Penyelesaian Sengketa 
Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak 
berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk 
menyelesaikan sengketa yang muncul  adalah  sesuatu  yang  urgent  
dalam  masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan 
inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa 
(dispute resolution).  Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal 
maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang 
mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. 
Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-
bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada 
bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, 
perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang 
menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan 
berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara 
                                                 




melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh 
kemenangan tidak jarang hubungan di antara pihak-pihak yang 
bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan.  
Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang 
berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan 
sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi 
dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan 
harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa 
dikalahkan/dirugikan. 
1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi 
Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui 
pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi , yaitu 
suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses 
beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan 
memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. 
Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan 
satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka 
pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui 
litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.82  
Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan 
teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, 
                                                 




cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam 
penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan 
menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. 
Kondisi ini menyebabkan  masyarakat mencari alternatif lain yaitu 
penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian 
sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan 
Alternative Dispute Resolution (ADR).83   
2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi 
Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, dikenal 
adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute 
Resolution (ADR), yang dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative 
Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan 
mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 
Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam 
penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu 
dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara 
di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.84 Alternatif dalam 
penyelesaian sengketa jumlahnya banyak di antaranya: 
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Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase 
(wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase 
digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi 
maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat 
diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak 
ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui 
Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang 
lama. 
b. Negosiasi 
Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh 
Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah 
yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 
pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang 
berbeda.85 Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh 
Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar 
untuk   mencapai   kesepakatan dengan pihak lain melalui proses 
interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk 
                                                 




mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang 
sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.86 
Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau 
pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah 
tertentu yang terjadi di antara para pihak, negosiasi dilakukan baik 
karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata 
sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi 
dilakukan oleh dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang 
paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang 
berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator 
khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator 87 
Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi 
merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai 
suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan 
di antara para pihak yang melakukan nego siasi. Negosiasi, yaitu 
cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi 
(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa 
yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi 
tampak sebagai suatu seni  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  
bukan  ilmu  pengetahuan  yang  dapat dipelajari. Dalam praktik, 
negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu: 
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(1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya 
sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan 
pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini 
tidak terjadi sengketa). 
(2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul 
di antara para pihak.  
Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud 
Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:88 
(1) Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal 
pertama yang dipersiapkan adalah apa yang 
dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu 
kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. 
Tahap ini sering diistilahkan know your self. Dalam tahap 
persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila 
alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut 
BATNA (best alternative to a negotiated agreement). 
(2) Tahap Tawaran Awal (Opening Gambit), dalam tahap ini 
biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih 
dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama 
menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (ill 
prepared), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut 
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mempengaruhi persepsi tentang reservation price dari perunding 
lawan. 
(3) Tahap Pemberian Konsesi (The Negotiated Dance), konsesi 
yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan 
konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini 
seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi 
tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. 
(4) Tahap Akhir (End Play), Tahap akhir permainan adalah 
pembuatan komitmen    atau membatalkan komitmen yang telah 
dinyatakan sebelumnya. 
Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu 
negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai 
kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang 
mempengaruhinya, yaitu: 
(1) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan 
kesadaran penuh (willingness). 
(2) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness). 
(3) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative) 
(4) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat 
menciptakan saling ketergantungan (relative equal bargaining 
power). 






Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak 
ketiga  yang  memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif,  
dapat  membantu  dalam  situasi konflik untuk mengkoordinasikan 
aktivitas mereka sehingga dapat lebih  efektif dalam proses tawar 
menawar.89 Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian 
sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator 
yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan 
bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog 
antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat 
untuk tercapainya mufakat.  
Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan 
sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan 
masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan 
bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan 
solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi 
kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa 
tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan 
untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya 
berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak 
yang bersengketa tersebut.  Pengalaman,  kemampuan  dan  integritas  
                                                 




dari pihak  mediator  tersebut  diharapkan  dapat  mengefektifkan  proses  
negosiasi  di antara para pihak yang bersengketa.90 
d. Konsiliasi 
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 
fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi 
yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan 
menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, 
solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. 
Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. 
Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 
kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 
sengketa, proses ini disebut  konsiliasi.91   
e. Penilaian Ahli 
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para 
pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan 
yang sedang terjadi.92   
f. Pencari Fakta (Fact Finding) 
Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para 
pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas 
para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan 
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atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk 
persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.93   
g. Konsultasi  
Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan 
dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari 
konsultasi. Jika melihat pada Blac s law dictionary dapat diketahui 
bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah act of 
consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. 
Deliberation of persons on some subject .94  
Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada 
prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat personal  
antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien  dengan pihak lain yang 
merupakan pihak konsultan , yang memberikan pendapatnya klien 
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. 
Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan  atau 
kewajiban  untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan 
oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan 
sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, 
walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat 
mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan 
tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata 
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alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam 
menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan 
sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), 
sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan 
mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak 
meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk 
merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki 
oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 
6. Proses Penentuan dan Penetapan Wali  
Penentuan dan penetapan wali  berkaitan erat dengan proses 
pencatatan nikah sebagaimana biasanya di KUA kecamatan. Di mana 
pencatatan nikan secara umum mencakup pendaftaran kehendak nikah, 
pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, dan 
pelaksanaan pencatatan nikah.   
Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang berkeinginan 
untuk menikah adalah melakukan pendaftaran nikah. Pendaftaran kehendak 
nikah atau pemberitahuan kehendak nikah sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 3 ayat 2 dalam PP  No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 
tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan paling lambat 10 hari kerja 
sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun jika kurang dari 10 hari kerja 
dengan alasan yang penting, maka harus meminta dispensasi camat atas 




Dalam PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, 
disebutkan dalam BAB II pasal 3 bahwa pendaftaran kehendak perkawinan 
dilakukan di KUA tempat akad dilaksanakan. Pendaftaran kehendak 
perkawinan dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum dilaksanakan 
perkawinan. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang 
dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari 
camat tempat akad dilaksanakan.  
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh orang yang 
mengajukan pendaftaran kehendak perkawinan  di KUA dilakukan secara 
tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan 
sebagaimana berikut: 
a Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon 
pengantin. 
b Foto kopi akte kelahiran 
c Foto kopi Kartu tanda penduduk (KTP) 
d Foto kopi kartu keluarga (KK) 
e Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi 
calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat 
tinggalnya. 
f Persetujuan kedua calon pengantin 
g Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum 




h Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali bila orang tua 
atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.   
i Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada. 
j Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami isteri yang belum 
mencapai usia 19 tahun  
k Surat izin dari atasan/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara 
naisonal/kepolisian Republik Indonesia. 
l Penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang 
hendak beristeri lebih dari seorang.  
m Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai 
bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama,  
n Akte kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri  dibuat oleh 
lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda yang 
ditinggal mati. 
Hal kedua yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan 
pernikahan adalah mengikuti dan menghadiri pemeriksaan dokumen nikah. 
Pemeriksaan dokumen nikah adalah prosedur yang harus ditempuh oleh 
orang yang akan melangsungkan pernikahan setelah melakukan 
pemberitahuan dan pendaftaran nikah. Di mana  pemeriksaan dokumen 
nikah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah. Sesuai pasa 6 ayat 1 PP. no.9 




menyebutkan bahwa PPN memeriksa dan meneliti apakah syarat-syarat 
perkawinan telah dipenuhi atau tercukupi dan apakah tidak terdapat 
halangan baik menurut hukum munakahat ataupun perundang-undangan 
yang berlaku. Termasuk juga syarat-syarat perkawinan seperti persetujuan 
mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya. Maka data inilah yang 
pertama kali akan diperiksa dan diteliti oleh PPN. Dalam pemeriksaan ini 
juga dilakukan pemanggilan kepada kedua calon mempelai dan wali untuk 
b atau wawancara kepada calon pengantin 
dan wali untuk mencocokkan dokumen atau data-data yang telah diajukan 
dengan kondisi riil di lapangan serta melihat ada tidaknya halangan bagi 
calon mempelai untuk melakukan pernikahan. 
Dalam pasal 5 PMA no. 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, 
dalam pemeriksaan dokumen nikah ada ketentuan-ketentuan sebagaimana 
berikut: 
a Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan 
dokumen perkawinan sesuai dengan persyaratan administratif yang telah 
ditentukan. 
b Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan 
sesuai dengan persyaratan administratif sebagaimana yang berlaku, maka 
kepala KUA atau penguhulu memberitahukan kepada calon suami, calon 




c Calon suami atau calon isteri dan wali atau wakilnya diharapkan 
memenuhi dan melengkapi kekurangan persyaratan dokumen perkawinan 
paling lambat 1 hari sebelum peristiwa perkawinan. 
d Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap 
dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali 
untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. 
e Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar 
pemeriksaan perkawinan yang ditandatangani oleh, calon suami, calon 
isteri, wali, kepala KUA atau penghulu.  
f Dalam hal calon suami, calon isteri, dan wali tidak dapat membaca dan 
menulis, penandatangan dapat diganti dengan cap jempol. 
g Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 
2 rangkap, helai ke-1 dan surat yang diperlukan disampaikan ke KUA 
kecamatan, dan helai ke-2 disimpan oleh P4. 
h Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan 
tempat dilangsungkannya akad.             
Pasal 6 dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi 
ketentuan persyaratan administratif, kepala KUA/Penghulu memberitahukan 
secara tertulis kepada calon suami, calon isteri, dan atau wali untuk 
melengkapi dokumen persyaratan. Dan calon suami, calon isteri, dan atau 





Apabila dalam pemeriksaan dokumen perkawinan ditemukan 
halangan perkawinan, maka kepala KUA harus melakukan penolakan 
kehendak perkawinan disertai dengan alasan penolakan secara tertulis 
kepada calon suami, calon isteri, dan atau wali.  
Terkait dengan adanya halangan wali , yaitu wali yang tidak 
mau menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Maka kepala 
KUA/penghulu bisa menfasiltasi untuk penyelesaian sengketa yang terjadi, 
sebelum menerbitkan surat penolakan kehendak nikah. apabila penyelesaian 
sengketa pernikahan dengan wali  tidak membuahkan hasil, dan calon 
pengantin wanita masih bersikukuh ingin tetap melangsungkan 
pernikahannya, sedangkan walinya masih tetap menolak. Maka kepala 
KUA/penghulu melakukan penerbitan surat penolakan kehendak nikah (N5) 
yang ditujukan keada calon suami, dan istri. Dimana surat penolakan ini 
bisa dijadikan dasar penyelesaian sengketa di pengadilan agama untuk 
mendapatkan penetapan. 
Seorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus 
mendapatkan persetujuan wali. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau 
tanpa menghadirkan seorang wali, maka pernikahannya menjadi batal. Jika 
seorang wali enggan dan tidak mau menikahkan wanita yang berada di 
bawah perwaliannya, maka harus dilihat terlebih dalulu alasan 




wanita dibawah perwaliannya, karena wanita tersebut telah dilamar oleh 
laki-laki lain, dan lamaran pertama masih belum dibatalkan, atau calon 
suaminya adalah seorang yang beragama selain Islam, atau calon laki-
lakinya adalah orang fasik serpeti pezina atau pemabuk, atau yang 
berkelakuan jahat dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan wanita 
yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan tersebut, maka wali 
wajib ditaati, dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali 
hakim).  
Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang 
wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat 
mengajukan permohonan penetapan wali  kepada pengadilan agama 
dalam wilayah hukum calon mempelai wanita bertempat tinggal. Berikut ini 
tata cara pengajuan wali  di pengadilan agama: 
a Permohonan penetapan wali  diajukan oleh calon mempelai wanita 
yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada 
pengadilan agama dalam wilayah hukum calon mempelai wanita tersebut 
bertempat tinggal. 
b Permohonan penetapan wali  yang akan diajukan oleh calon 
mempelai wanita dapat dilakukan secara komulatif dengan izin kawin 
kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai 
wanita bertempat tinggal. 
c Pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali  




d Permohonan penetapan wali  bersifat voluntair, produknya 
berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan 
tersebut, pemohon dapat mengajukan kasasi. 
Sedangkan wali nikah calon mempelai wanita tersebut juga dapat 
melakukan langkah-langkah hukum. Adapun upaya hukum yang dapat 
ditempuh oleh wali nikah pemohon adalah sebagai berikut: 
a Pencegahan perkawinan jika perkawinan tersebut belum dilangsungkan. 
b Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan. 
Permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan 
agama dalam wilayah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan  
(pasal 17 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
c Permohonan pembatalan nikah diajukan kepada pengadilan agama 
dalam wilayah hukum perkawinan tersebut atau di tempat kedua suami 
isteri, suami, atau isteri. 
Calon mempelai wanita yang walinya  mengajukan 
permohonan penetapan kepada pengadilan agama dengan persyaratan 
administrasi sebagai berikut:95 
a Surat Gugatan/ Permohonan (bila ada) 
b FC Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon 1 
lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos. 
c FC KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) 
                                                 




d Surat Keterangan Kepala KUA setempat (Menerangkan Penolakan 
Karena Wali  /Wali Mogok/Wali Bangkang) 
e Membayar Panjak Biaya Perkara (biaya disesuaikan dengan wilayah 
Pemohon). 
Pengadilan agama akan memperoses perkara dengan melakukan 
proses mediasi terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan pengadilan 
agama pada akhirnya akan membuat penetapan terkait dengan sengketa 
wali  yang terjadi, apakah mengabulkan permohonan atau tidak setelah 
sebelumnya melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa.  dari pengadilan 
agama, kepala KUA selaku wali hakim yang ditunjuk masih berkesempatan 
memediasi kembali sampai batas waktu pelaksanaan pernikahan. Hali ini 
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI  Nomor 2 Tahun 1987 tentang 
Sebelum akad nikah 
dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk 
menikahkan mempelai calon wanita, sekalipun ada penetapan Pengadilan 
Agama tentang -nya wali
berbunyi , maka akad nikah 
dilangsungkan dengan wali hakim .96 Ini menunjukkan mediasi yang 
dilakukan kepala KUA sebagai PPN bisa dilakukan mulai pemeriksaan 
nikah berdasarkan data-data nikah yang telah diajukan kepada KUA sampai 
                                                 




batas waktu pelaksanaan pernikahan akan dilangsungkan. Bilamana setelah 
penetapan pengadilan agama wali nasab berubah pikiran, yang sebelumnya 
ia tidak mau menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya menjadi 
berkenan untuk menikahkan sendiri. Maka statusnya wali sebagai wali  
berdasarkan penetapan pengadilan agama berubah menjadi wali nasab biasa 
yang berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. 
Sebaliknya kepala KUA selaku wali hakim yang ditunjuk pengadilan setelah 
penetapan pengadilan agama juga berubah secara otomatis menjadi petugas 
pencatat nikah saja. Sedangkan perwaliannya dalam pernikahan dipasrahkan 
sepenuhnya kepada wali nasabnya. Artinya status kepala KUA selaku wali 
hakim tidak berlaku lagi. Untuk lebih jelasnya terkait dengan alur 
















































Mengurus surat pengantar 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif, karena data yang dikumpulkan/diperoleh hanya bersifat uraian 
keadaan yang terjadi pada masyarakat yang dituangkan dalam kata-kata, bukan 
dalam bentuk angka-angka. Dalam hal ini, peneliti mengkaji secara mendalam 
terkait fokus yang diteliti serta mengungkapkannya secara detail. 
Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan 
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan 
tafsiran mereka tentang dunia sekitar.1 Sehingga dengan demikian, penelitian 
kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, 
menyesuaikan diri dengan objek yang diteliti serta memahami bahasa dan 
budaya sekitar mereka dan hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan 
masyarakat. 
Penelitian ini, berorientasi pada fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat, di mana untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari 
peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang 
yang biasa dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala 
                                                                 




sosial yang alamiah, digunakan sebagai sumber data yang berorientasi pada 
suatu fenomena yang  terjadi di masyarakat. Untuk menggali, memahami, dan 
menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, dalam hubungannya dengan orang-
orang yang dalam situasi tertentu. Dengan menggunakan pengamatan terhadap 
fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah, digunakan sebagai 
sumber data. Pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (empiris). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yakni 
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan.2 Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa 
adanya dari suatu variable, gejala, atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk 
menguji hepotesis, akan tetapi penelitian ini mendeskripsikan tiga hal: 1) 
mendeskripsikan  latar belakang munculnya sengketa pernikahan wali di 
Kabupaten Jember. 2) mendeskripsikan bentuk sengketa pernikahan wali  
di Kabupaten Jember. 3) dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan kepala 
Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali 
di Kabupatan Jember. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian untuk menunjukkan lokasi penelitian akan dilakukan. 
Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di wilayah Kabupaten 
Jember. Lokasi penelitian dipetakan ke dalam beberapa zona wilayah yaitu, 
zona wilayah Jember Utara, zona wilayah Jember Timur, zona wilayah Jember 
                                                                 




Selatan, Jember Barat dan Jember Tengah. Lokasi penelitian mengikuti 
informan atau reponden yang dipilih secara acak atau random berdasarkan 
pemetaan zona wilayah tersebut. 
 
C. Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini 
seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran 
peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 
utama.3 
Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan 
adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan 
instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai 
alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan 
orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah 
pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan 
untuk mengamati dan mengumpulkan  data yang dibutuhkan. Peneliti 
melakukan penelitan di KUA di wilayah Kabupaten Jember berdasarkan 
pemetaan zona wilayah yang telah ditentukan.  
 
D. Subjek Penelitian 
Dalam bagian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 
pengumpul data. Adapun informan (responden) yang dijadikan subjek dalam 
                                                                 




penelitian ini terbagi ke dalam beberapa kelompok yang dipilih secara random 
atau acak berdasarkan pembagian zona wilayah yang sudah ditentukan.  
Sabjek pertama adalah kepala-kepala KUA Kecamatan di antaranya 
adalah : 
1. Drs. H. Yusron Barid, Kepala KUA Kec. Rambipuji 
2. Ikmal Muntador, M.Sy. Kepala KUA Kec. Jelbuk 
3. Didik Kurniawan, M.HI. Kepala KUA Kec. Silo 
4. Muhammad Saiful Hadi, M.Sy., Kepala KUA Kec. Balung 
5. Mohammad Syarif , M.HI. Kepala KUA Kec. Kaliwates  
Sabjek kedua adalah wali  yang berada dalam zona tersebut di 
antaranya berikut: 
1. Ahmad Juto wali nikah Miri Juwitasari dari Kec. Silo 
2. Sahroni wali nikah Siti Rohmatul Mutmainnah dari Kec. Balung 
3. Achmad Nawawi wali nikah Yuli Wihanda dari Kec. Jelbuk  
4. Ahmad wali nikah Siti Mahyuningsari dari Kec. Rambipuji 
5. Kabul Sudarmo wali nikah Widyastutik dari Kec. Kaliwates 
6. Hartono wali nikah Siti Romlah dari Kec. Kaliwates 
Adapun subjek berikutnya adalah calon isteri yang terlibat dalam 
sengketa penikahan wali  : 
1. Miri Juwitasari dari kecamatan Silo 
2. Siti Rohmatul Mutmainnah dari Kecamatan Balung 
3. Yulia Wihanda dari Kecamatan Jelbuk 




5. Widyastutik dari Kecamatan Kaliwates 
6. Siti Romlah  dari Kecamatan Kaliwates 
Sedangkan subjek terakhir adalah Staf/penghulu pada KUA yang 
terpilih di antaranya: 
1. Kiki Sunarjat, M.Sy.  penghulu pada KUA kec. Silo 
2. Imam Bashori, S.Ag. staf pada KUA Kec. Balung 
3. Mohammad Misbah staf pada KUA Kecamatan Jelbuk  
4. Sukmono staf pada KUA Kecamatan Rambipuji 
5. Multazam, S.Pd.I  Penghulu pada KUA Kecamatan Kaliwates 
 
E. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi dua hal, yaitu sumber 
data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
kepala-kepala KUA di wilayah Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya 
sumber data dipilih secara random sebagai sample yang dibagi ke dalam 
beberapa zona, yang meliputi bagian zona wilayah Jember Utara, wilayah 
Jember Timur, Jember Selatan, Jember Barat dan Jember Tengah. Di mana 
mereka semuanya dijadikan sebagai informan. Sedangkan data sekunder dalam 
penelitian ini sebagai sumber data penunjang yang dapat membantu kepada 
kelancaran serta kekomprehensifan karya ilmiah ini. Sumber data sekunder 








F. Teknik  Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data merupakan hal yang paling urgen dalam 
suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah 
mengumpulkan data yang diinginkan serta data yang memenuhi standart 
kualifikasi.4 Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
 
1. Pengamatan (Observasi) 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melihat 
langsung objek penelitian yang ada di lapangan sebagai informasi tentang 
kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan  tanpa ada usaha 
memberikan pengaruh, mengatur, atau menambahkan manipulasinya.5 
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu objek yang 
sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat 
ataupun mungkin dapat diulang.6 Oleh karena itu, cara yang dilakukan 
dalam observasi ini adalah dengan mengamati secara langsung bagaimana 
kepala KUA dalam menangani perselisihan atau sengketa pernikahan wali 
. Sehingga menunjukkan hasil yang akurat dan kredibel tentang 
latarbelakang munculnya sengketa pernikahan wali , bentuk pernikahan 
wali , serta strategi kepala KUA di wilayah Kab. Jember dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali    
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2. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 
memperoleh informasi.7 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
terhadap beberapa kepala-kepala KUA dan staf di wilayah Kabupaten 
Jember. Begitu juga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa wali 
nikah dan calon pengantin yang walinya  . Dalam wawancara ini, 
peneliti menggunakan dua  bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur 
dan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya 
wawancara untuk memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam 
dari informan mengenai fokus yang diteliti. Sedangkan wawancara tidak 
terstruktur artinya informan (responden) mendapatkan kebebasan dan 
kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya 
tanpa diukur ketat oleh peneliti. 
3. Metode Dokumentasi  
Metode yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi. Metode ini adalah cara  mencari data mengenai hal-
hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, laporan kegiatan dan sebagainya.8 Teknik 
dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kata-kata 
penting dari subjek peneliti (informan) yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, berupa proposal kegiatan, dokumentasi program kegiatan, foto-
foto, dan lain-lain. Dokumentasi ini diharapkan akan memberikan gambaran 
                                                                 
7Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah , 113. 





lebih berkesan terhadap kegiatan, selama kegiatan penelitian berlangsung. 
Selain itu diharapkan menjadi bukti bahwa observasi dan wawancara benar-
benar terjadi. 
 
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Editing (Reduksi Data), yaitu memeriksa kembali semua data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 
antara yang satu dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk 
mengurangi kesalahan akan kekurangan yang ada di dalam daftar 
pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.9 Oleh karena 
itu, dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh 
dari beberapa informan tentang kejelasan informasinya, keselarasan antara 
informan satu dengan yang lainnya, yang disesuaikan dengan apa yang 
dibutuhkan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya. 
2. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh 
dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka 
tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika 
pertanyaan-pertanyaan dalam fokus masalah. Lebih lanjut metode ini akan 
digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data. 
                                                                 




3. Concluding (Kesimpulan), yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan 
yang ada dan hal ini merupakan proses penelitian tahap akhir dan 
memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya. Peneliti akan 
mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan 
yang nantinya kesimpulan ini nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab 
fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 
informan tentang topik kajian yang dibahas. 
Ketika data-data telah terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi 
masalah yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu analisa yang dapat 
menunjang kualitas penelitian ini. Oleh karena itu, teknik analisa data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analysis atau analisis deskriptif. 
Metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan 
permasalahan yang diselidiki dengan membuat pecandraan secara sistematis, 
faktual dan akurat.10 Sedang metode analisis deskriptif atau deskriptif analisis 
yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan 
kemudian disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa.11 Pemaparan data yang 
telah diperoleh dari wawacara, observasi dan dokumentasi, baik data primer 
maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan. 
 
H. Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dimaksudkan adalah untuk membuktikan apa yang 
diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah 
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penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan 
(kredibilitas) digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang 
diperoleh. Dalam keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikan 
kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan darinya untuk 
dilakukan pengecekan agar data yang telah terangkum sedemikian rupa itu 
sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk itu 
perlu dilakukan hal-hal berikut:  
1. Pengecekan (member cheks) 
Pengecekan dimaksud di sini adalah mereview data-data dan juga 
mengiformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan 
pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini 
peneliti meminta kepada para informan, bahwa apa yang sudah disampaikan 
oleh informan kepada peneliti akan diadakan pengecekan ulang sebagai 
tahap akhir dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti 
untuk mengadakan pengecekan terhadap data-data terkumpul dan mencari 
kesesuaian antara peneliti dengan pihak informan demi kredibilitas data. 
2. Menambah kehadiran peneliti ke lokasi 
Artinya selama peneliti belum menemukan urgensitas jawaban yang 
hendak digali dan sesuai dengan topik bahasan, maka penelitian dalam 
pencarian data tetap akan dilakukan oleh peneliti terhadap para informan.  
 
I. Tahapan-Tahapan Penelitian 




1. Tahap pra lapangan. 
Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum penelitian 
dilakukan. Kegiatan tahap pra lapangan antara lain: 
a. Menyusun rencana penelitian, yakni merumuskan latar belakang 
penelitian, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan informan penelitian. 
b. Perijinan, yakni mengajukan permohonan ijin penelitian kepada masing-
masing responden dengan membawa surat pengantar dari Program 
Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Jember. 
c. Penyusunan instrumen penelitian, yakni mempersiapkan segala 
sesuatunya, di antaranya mempersiapkan jadwal penelitian bagi masing-
masing responden, mempersiapkan lembar observasi, penyusunan daftar 
pertanyaan untuk kepentingan wawancara, penyusunan daftar dokumen-
dokumen yang diperlukan. 
2. Tahap pelaksanaan. 
Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan selama penelitian 
berlangsung yang meliputi:  
a. Pengumpulan, yakni dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan 
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. 
b. Pengolahan data, yakni proses pengelompokan data dari hasil 
pengumpulan data yang dilakukan sehingga dapat mempermudah dalam 




c. Analisa data, yakni memberikan paparan dan kajian data sehingga dapat 
diperoleh temuan penelitian atau kesimpulan dari data tersebut. 
 
3. Tahap Pelaporan. 
Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk 
tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Pascasarjana, 






PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 
 
A. Paparan Data 
Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab yang sebelumnya, bahwa 
latar belakang topik penelitian tentang strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember ini adalah 
berangkat dari rasa keingintahuan peneliti yang kemudian menjadi motivasi 
untuk merefleksi fenomena di lapangan dengan banyaknya wali dalam 
pernikahan (yaitu wali yang enggan atau tidak mau menikahkan wanita di 
bawah perwaliannya) di Kabupaten Jember. Dimana kasus sengketa 
pernikahan dengan wali  di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. Enggannya wali untuk menikahkan wanita yang berada di 
bawah perwaliannya bila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi 
masalah tersendiri bagi keluarga. Di sinilah dibutuhkan pihak ketiga sebagai 
mediator untuk mencari solusi yang terbaik dalam upaya menyelesaikan 
konflik yang terjadi. Kepala KUA sebagai orang yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan, 
melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk serta bimbingan 
perkawinan, memiliki peran yang strategis untuk menyelesaikan sengketa 
antara wali nikah dan calon isteri dalam pernikahan untuk mencapai kata 
mufakat antara kedua belah pihak. Di sinilah pentingnya menggali lebih dalam 




dan bagaimana bentuk-bentuk sengketanya serta bagaimana strategi-strategi 
kepala KUA di Kab. Jember dalam mennyelesaikan sengketa pernikahan wali 
. Sehingga berangkat dari hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 
untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan tersebut sebagaimana 
diharapkan. Setelah mengadakan penelitian ke lapangan dalam rangka 
pencarian data melalui wawancara dengan beberapa nara sumber dalam hal ini 
adalah kepala KUA, staf/penghulu, wali dan calon isteri di Kab. Jember yang 
dipilih secara acak/random, maka didapat data-data yang bisa peneliti 
paparkan. Dalam pemilihan nara sumber secara acak/random, nara sumber 
dibagi dan dipetakan ke dalam bebarapa zona wilayah yang telah ditentukan, 
yaitu KUA Jember  Timur, Jember Selatan, Jember Utara, Jember Barat, dan 
Jember Tengah. KUA Jember Timur diwakili oleh Kepala KUA Kec. Silo 
Bapak Didik Kurniawan, Penghulu Kiki Sunarjat, Wali Ahmad Juto, Calon 
isteri Miri Juwitasari.  KUA Jember Selatan diwakili oleh Kepala KUA Kec. 
Balung  Bapak Muhammad Saiful Hadi, Staf Imam Bashori, Wali Sahroni, 
Calon Isteri Siti Rahmatul Mutmainnah.  KUA Jember Utara diwakili Kepala 
KUA Kec. Jelbuk Bapak Ikmal Muntadhor, Staf Mohammad Misbah, Wali 
Achmad Nawawi, Calon Isteri Yulia Wihanda.  KUA Jember Barat diwakili 
Kepala KUA Kec. Rambipuji Bapak Yusron Barid, Staf Sukmono, Wali 
Ahmad, Calon Isteri Siti Mahyuningsari. Sedangkan KUA Jember Tengah 
diwakili Kepala KUA Kec. Kaliwates Bapak Syarif Hidayat, Penghulu 
Multazam, Wali Kabul Sudarmo dan Hartono, dan Calon Isteri Rini 




Pada bagian ini peneliti paparkan hasil wawancara tentang latar 
belakang munculnya sengketa pernikahan wali ,  bentuk-bentuk 
sengketanya serta strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali  yang terjadi di Kabupaten Jember. Ada beberapa 
pertanyaan besar yang diajukan kepada informan/nara sumber dalam 
melakukan wawancara. Pertanyaan pertama mengenai latar belakang 
munculnya sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember. Pertanyaan 
kedua, yang diajukan bagaimana bentuk-bentuk sengketa pernikahan wali 
 yang terjadi di Kabupaten Jember. Sedangkan pertanyaan yang ketiga 
adalah bagaimana strategi kepala KUA di Kabupaten Jember dalam 
menyelesaikan sengketa penikahan wali .   
Berdasarkan jawaban dari informan/nara sumber atas pertanyaan yang 
diajukan, secara umum peneliti  paparkan data hasil wawancara dan 
observasi berdasarkan fokus kajian pada penelitian sebagaimana berikut ini.   
1. Latar Belakang Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten 
Jember 
Terhadap pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa 
atau perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Yusron 
Barid menyatakan bahwa timbulnya konflik atau sengketa dalam 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember bisa berbeda-beda sesuai 
dengan kasusnya masing-masing. Untuk kasus sengketa wali  yang 





wali dalam pernikahan yang akan dilaksanakan, maka Yusron Barid 
melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini 
dilakukan untuk mendengar langsung dari wali dan calon isteri yang 
bersengketa untuk mencari informasi sebanyak-banyak guna mengurai 
persoalan tersebut dan mencari akar  konflik. Setelah diketahui sebab 
utama yang menjadi akar konflik adalah anggapan orang tua selaku wali 
menganggap pasangan calon manten wanita dengan calon manten pria 
tidak selevel atau tidak sekufuk dari sisi status pendidikan. Kebetulan si 
calon manten wanita status pendidikannya adalah Strata Dua (S2) 
sedangakan si calon manten pria hanyalah lulusan SMP (Sekolah 
Menengah Pertama). Dari sisi nasab atau dari sisi keturunan si calon 
manten wanita adalah keturunan dari seorang tokoh masyarakat (Kiai) 
yang memiliki lembaga pendidikan dan pondok pesantren, sedangkan si 
calon manten pria hanyalah berasal dari keturunan orang biasa. Di sisi lain 
si wali rupanya memiliki calon lain untuk puterinya yang dianggap pantas 
dan selevel untuk bersanding dengan puterinya. Meskipun demikian si 
calon manten wanita berdasarkan pengakuannya merasa sudah cocok dan 
serasi dengan pasangannya, ia tidak mempersoalkan perbedaan status 
pendidikan dan kelas sosial dengan calon manten priannya. Hatinya sudah 
mantap dan bertekad bulat untuk tetap melanjutkan pernikahannya dengan 
calon pasangannya. Kriteria pasangan yang diinginkan oleh calon manten 
wanita hanyalah laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi 




dan membimbing serta mendidik isterinya sudah cukup syarat untuk 
menjadi calon pasangannya.1  Dari hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti kepada wali dan calon manten. Wali bernama AHMAD dan calon 
manten wanita bernama SITI MAHYUNINGSARI. Dari bapak AHMAD 
selaku wali didapatkan data bawa akar persoalan yang terjadi yang 
membuat wali tidak mau menikahkan puterinya adalah wali tidak kuat 
menanggung malu memiliki menantu yang tidak sepadan dengan 
puterinya. Sebab calon menantu dalam persepsi wali tidak layak 
bersanding dengan puterinya dengan beberapa pertimbangan, di antaranya 
adalah pertama calon menantunya dianggap tidak sebanding dari sisi 
pendidikan, dimana puterinya berpendidikan S2 sedang calon menantunya 
berpendidikan SMP. Pertimbangan kedua, hemat wali, puterinya tidak 
sebanding dengan calon menantunya dari sisi satus sosial dimana 
puterinya berasal dari keturunyan tokoh masyarakat yang memiliki 
lembaga pendidikan dan pondok pesantren sedangkan calon menantunya 
dari keturunan orang biasa. harapan wali adalah memiliki calon menantu 
yang bisa melanjutkan perjuangannya melalui lembaga pendidikan dan 
pondok pesantren yang dirintisnya. Sehingga calon menantu yang 
diharapkan itu harus memiliki kapabilitas dan kopetensi yang cukup untuk 
melanjutkan estafet perjuangannya, sehingga calon menantu haruslah 
berilmu dan berpendidikan tinggi dan minimal hemat wali calon 
menantunya haruslah dari keturunan yang terpandang. Sehingga ketika 
                                                                 




puterinya memilih calon pasangan yang tidak sesuai dengan harapan wali 
dan tidak melibatkan wali, wali menawarkan calon lain untuk puterinya 
yang dianggap sesuai dan sekufuk dengan puterinya. Namun setelah calon 
pilihan wali ini ditawarkan ke puterinya, puterinya menolak. Atas dasar 
inilah wali tidak mau menikahkan puterinya dengan calon pasangan 
pilihannya.2 
Sedangkan dari hasil wawancara dengan calon isteri (SITI 
MAHYUNINGSARI), calon isteri mengaku bahwa ketidak mauan orang 
tuanya dalam pernikahan dirinya dengan calon pasangannya karena adanya 
anggapan orang tua kepada dirinya yang dianggap tidak patuh dan tidak 
tidak mengikuti kepada nasehat dan arahan orang tua. Apa 
yang dilakukan dirinya yang bersebrangan dengan keinginan orang tua 
dianggap sebagai bentuk yang dapat menyakiti hati orang tua. Pilihan 
calon pasangan yang dipilih dirinya bagi orang tua dianggap dapat 
menurunkan derajat dan stutus sosial yang sudah mapan di masyarakat. 
Calon menantu yang berasal dan lahir dari kalangan orang biasa, status 
pendidikan lulusan SMP dianggap tidak sepadan dengan dirinya yang 
berasal dari keturunan tokoh masyarakat yang memiliki lembaga 
pendidikan dan pondok pesantren, dan yang berpendidikan lulusan S2. 
Anggapan ketidak patuhan dirinya kepada orang tua semakin bertambah 
ketika orang tua menyiapkan calon pasangan dirinya yang dianggap orang 
tua pantas dan selevel dengan dirinya. Namun calon yang ditawarkan oleh 
                                                                 




orang tua, dirinya merasa tidak cocok, karena kadung cinta dengan calon 
yang dipilih. Dirinya sudah merasa sehati dengan calon pasangannya 
meskipun berasal dari keturunan orang biasa dan berpendidikan lulusan 
SMP. Dirinya merasa tidak malu akan bersanding dengan pujaan hatinya 
dan menjalani hidup bersama.3    
Data lain yang diperoleh dari lapangan saat melakukan wawancara 
dan obsevasi adalah nampak ayah sangat sedih bercampur marah atas 
prilaku puterinya yang tidak mengikuti nasehat dan sarannya dan calon 
isteri saat observasi dilakukan sudah sudah tidak tinggal bersama ayah, ia 
tinggal bersama suami pilihannya yang posisi tinggalnya berbeda 
kecamatan.4   
Terhadap pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa 
atau perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Syarif 
Hidayat selaku kepala KUA Kec. Kaliwates menyatakan bahwa kasus 
sengketa pernikahan wali  yang dihadapinya berjumlah 3 kasus. Ada 
2 kasus sengketa pernikahan wali  yang berhasil dimediasi dan 
didamaikan sehingga wali nikah yang awalnya  dan tidak mau 
menikahkan puterinya setelah diyakinkan lewat mediasi yang dilakukan 
Syarif Hidayat, akhirnya mau menjadi wali nasab dalam pernikahan 
puterinya, meskipun menggunakan taukil wali bil kitabah atau pasrah wali 
dengan tulisan yang disahkan oleh Kepala KUA. Mengenai alur kronologi 
2 kasus sengketa pernikahan wali  yang berhasil dimediasi ini 
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memiliki kesamaan kronologi secara umum. Dimana antara ayah selaku 
wali nikah dengan ibunya calon manten wanita telah bercerai atau firaq. 
Sedangkan posisi puterinya mengikuti ibunya. Karena keluarga tersebut 
telah bercerai maka ada kesenjangan komunikasi antara ayah selaku wali 
nikah dengan ibunya sehingga kesengjangan ini berimbas pada tidak 
maunya ayah menjadi wali nikah dalam pernikahan puterinya ( nya 
wali dalam pernikahan). Ada rasa malu dan rasa tidak enak yang dialami 
ayah karena karena akad atau pernikahan puterinya akan dilaksanakan di 
rumah ibu. Dan wali sebetulnya tidak ada persoalan sama sekali dengan 
puteri dan calon pasangannya pada 2 kasus wali  tersebut. Wali dalam 
posisi ini tidak mempersoalkan pernikahan itu terjadi. Namun karena akad 
pernikahan akan dilaksanakan di rumah ibunya, karena ada persoalan 
dengan ibunya sebelumnya, maka ayah selaku wali tidak mau hadir dalam 
pernikahan tersebut. Inilah yang menjadi akar persoalan dalam sengketa 
pernikahan wali  tersebut.5  
Dalam kasus Syarif di atas, wali yang bernama KABUL 
SUDARMO menyatakan ketidak mauan dirinya untuk menikahkan 
puterinya disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan wali selaku 
ayah dengan mantan isterinya selaku ibu calon isteri. Ketidak harmonisan 
hubungan wali  dengan mantan isteri dipicu persoalan masa lalu yang 
mengakibatkan retaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian. 
Keengganan wali untuk menikahkan puterinya adalah karena 
                                                                 




pernikahannya dilaksanakan di rumah mantan isteri/ibu. Wali sangat berat 
untuk bertemu dengan mantan isteri dan keluarganya. Ada perasaan malu 
dan tidak enak bila harus bertemu dengan mantan isteri dan keluarganya. 
Wali memberi syarat, ia mau menjadi wali jika pernikahan anaknya 
dilakukan di rumahnya sendiri. Sebetulnya wali sadar hal itu tidak 
mungkin terwujud, sebab puterinya dari kecil setelah terjadinya firaq 
(perceraian) puterinya berada dalam asuhan ibunya sampai dewasa. Dan 
dirinya faham betul bahwa apa yang menjadi keinginannya tidak akan 
diperbolehkan oleh mantan isteri dan keluarganya.6  
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh calon isteri yang 
bernama RINI WIDYASTUTI bahwa kengganan wali tidak mau 
menikahkan dirinya dengan calon pasangannya adalah dikarenakan 
persoalan/sengketa yang terjadi pada kedua orang tuannya. Kedua orang 
tuanya sama-sama bersikukuh tidak mau saling bertemu dan selalu 
menghindar untuk bertemu. Konflik yang terjadi pada kedua orang tuanya 
yang berkepanjangan berlanjut sampai usia dirinya dewasa. Wal hasil ayah 
selaku wali tidak mau hadir di pernikahannya yang diadakan di rumah 
ibunya.7  
Sedangkan data lain yang didapat dari hasil observasi adalah kedua 
orang tua calon isteri sudah bercerai lama, dimana calon isteri diasuh 
ibunya dan bapak sambung sejak kecil ketika berusia 3 tahun. Kedua orang 
tua calon isteri sudah sama-sama berkelurga dan sudah sama-sama 
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memiliki keturunan. Saat ini ini wali tinggal di kecamatan yang berbeda 
dari ibu calon isteri, yaitu bertempat tinggal di desa Mrawan Kecamatan 
Mayang.8    
Sedangkan kronologi 1 kasus sengketa pernikahan wali  yang 
tidak berhasil dimediasi oleh Syarif Hidayat adalah kasusnya murni 
sengketa antara ayah selaku wali dengan calon mantennya. Ayah dan ibu 
tidak menyetujui pernikahan anaknya itu terjadi. Sengketa ini terjadi 
karena ada kesenjangan antara ayah dan ibu dengan anak dan calon 
menantunya. Dan kedua belah pihak sama-sama mempertahankan hak dan 
keinginannya. Ayah memiliki hak wali atas kewaliannya dan anak 
memiliki hak untuk dinikahkan oleh walinya. Kondisinya anak perempuan 
dalam kasus ini sebenarnya sudah berumur, janda mati dan memiliki 2 
(dua) orang anak. Sebenarnya akar persoalan yang menjadi pemicu konflik 
dalam sengketa pernikhan wali  di sini sangat sederhana yaitu si anak 
perempuan dalam memilih calon pasangan tidak melibatkan orang tua 
(ayah), dengan pertimbangan bahwa si anak perempuan sudah berumur, 
mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. Namun tidak dilibatkannya orang 
tua (ayah) dalam pemilihan calon pasangan ini kemudian yang menjadi 
persoalan. Dimana orang tuanya merasa dilangkahi dan merasa tidak 
diorangkan dan dihargai oleh anak perempuannya. Di samping itu orang 
tuanya telah memiliki calon menantu yang dianggap pas menjadi pasangan 
                                                                 




puterinya. Inilah yang menjadi akar persoalan dalam konflik sengketa 
pernikahan dalam kasus ini.9   
Dalam kasus di atas, wali yang bernama HARTONO menyatakan 
bahwa ketidak mauan dirinya menjadi wali dalam pernikahan puterinya di 
antaranya adalah yang pertama calon suami yang menjadi pilihan 
puterinya dianggap tidak sekufuk dari sisi pekerjaan. Dimana calon suami 
setelah diselidiki tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki beberapa 
mantan isteri. Sedangkan puterinya sudah memiliki pekerjaan tetap dan 
kondisi ekonominya sudah mapan. Ada kehawatiran dalam diri wali yaitu 
takut kalau puterinya dan kedua cucunya dibuat mainan oleh calon suami. 
Kecurigaan pada diri wali ini didorong oleh beberapa hal, yaitu dalam 
pemilihan calon pasangan puterinya tidak melibatkan orang tuanya, 
sehingga terkesan orang tuanya sengaja tidak dilibatkan dan tidak 
diorangkan, dan juga bagi orang tua terkesan tergesa-gesa. Sehingga sang 
wali mencari calon pasangan lain untuk puterinya yang dianggap sekufuk. 
Dalam pencarian tersebut, wali menemukan calon yang dianggap pas 
untuk puterinya. Dimana calon tersebut sudah memiliki pekerjaan tetap 
dan memiliki kehidupan yang sudah mapan dengan bersetatus duda 
dengan 2 anak. Namun saat ditawarkan kepada puterinya, puterinya tidak 
merespon. Malah nekad akan tetap melangsungkan pernikahan dengan 
calon pilihannya.10 Sedangkan calon isteri yang bernama SITI ROMLAH 
dalam kasus ini memberikan penjelasan bahwa yang menjadi akar 
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persoalan tidak maunya ayahnya selaku wali untuk menikahkan dirinya 
adalah ayah selaku wali merasa dilangkahi karena tidak dilibatkan dalam 
pemilihan calon pasangannya. Hal ini sengaja dilakukan karena, dirinya 
faham kalau memberi tahu terlebih dahulu, pasti tidak akan disetujui, 
karena orang tuanya menurutnya terlalu pilih-pilih calon menantu. Hal ini 
juga berdasarkan pertimbangan pada pengalamannya di saat pemilihan 
calon pada pernikahan pertamanya. Dan ternyata setelah diberitahukan 
kepada ayahnya tentang kehendak pernikahan dengan calonnya, ayahnya 
tidak menyetujuinya, bahkan mencarikan calon lain untuk dirinya. Di sisi 
lain pertimbangan puterinya tidak melibatkan ayahnya selaku wali 
dikarenakan dia sudah mandiri, sudah bekerja, dan sudah berstatus janda 
dengan 2 orang anak. Dirinya merasa memiliki hak dan merasa pantas 
untuk menentukan arah dan jalan hidupnya.11 
Data lain dari hasil observasi dari kasus di atas adalah Siti Romlah 
bekerja di asuransi PT Bumi Putra dan menempati rumah beserta kedua 
anaknya di Jl. Sentot Prawirodirjo 2 Kaliwates. Sedangkan kedua orang 
tuanya yang sudah sepuh bersebelahan rumah dengan calon isteri.12   
Terhadap pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa 
atau perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Didik 
Kurniawan selaku Kepala KUA Kec. Silo, menjelaskan bahwa kasus 
sengketa pernikahan wali  yang dihadapinya, akar persoalan kasus 
sengketanya adalah konflik yang terjadi antara ayah selaku wali dengan 
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ibunya. Kondisinya ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten 
perempuannya mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi 
antara ayah dengan ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau 
menikahkan puterinya, karena akad nikah puterinya akan dilaksanakan di 
rumah ibunya. Sedangkan ayah memiliki perasaan enggan, tidak enak dan 
malu untuk datang ke rumah mantan isterinya. Dalam kasus ini posisi ayah 
sebetulnya tidak ada persoalan sama sekali dengan puterinya dan calon 
pasangannya. Ayah selaku wali nikah merestui pernikahan puterinya 
dengan calon pasangannya, hanya saja karena akad nikah rencananya akan 
dilaksanakan di rumah mantan isterinya, jadi wali tidak mau hadir ke 
pernikahan tersebut.13  
Dalam kasus ini wali yang bernama AHMAD JUTO menyatakan 
bahwa ketidak mauanya dirinya untuk menikahkan puterinya adalah 
karena sentiment dengan mantan isterinya selaku ibu calon isteri. Ia sangat 
benci dan kecewa sekali dengan mantan isterinya, disebabkan ia lari 
dengan laki-laki lain bersama anak perempuannya yang berujung pada 
perceraiannya. Kebenciannya terhadap mantan isteri masih membekas 
sampai detik ini. Sehingga ia tidak mau hadir di pernikahan puterinya yang 
diadakan di rumah mantan isterinya.14 Sedang menurut calon isteri yang 
bernama MIRI JUWITASARI menyatakan hal yang sama bahwa ketidak 
mauan ayahnya menjadi wali dalam pernikahan dirinya dengan calon 
pasangannya adalah karena faktor kebencian ayah yang masih membara 
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kepada ibunya. Karena ayahnya merasa disakiti dan dikhianati oleh ibunya 
dengan lari dengan laki-laki lain yang sekarang menjadi ayah tirinya.15  
Sedangkan data lain yang didapat dari hasil observasi adalah kedua 
orang tua calon isteri sudah bercerai lama. Dalam perceraian tersebut hak 
asuh anak jatuh ke tangan ibu karena usia calon isteri pada saat itu masih 
balita. Kedua orang tua calon isteri sudah sama-sama berkeluarga dan 
sudah sama-sama memiliki keturunan. Saat ini wali tinggal di Kelurahan 
Kebonagung Kaliwates bersama anak-anaknya.16 
Terhadap pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa 
atau perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Muhammad 
Saiful Hadi  selaku Kepala KUA Kec. Balung menjelaskan bahwa kasus 
sengketa pernikahan wali  yang dihadapinya banyak didominasi oleh 
konflik keluarga. Yaitu tidak akurnya calon manten dengan wali, bisa 
orang tua, kakek, saudara laki-laki, dan paman dan wali nikah lainnya. 
Terjadinya konflik banyak disebabkan permasalahan keluarga di masa 
lalu, bisa masalah warisan, ketersinggungan, menyakiti hati walinya dan 
lain-lain. Faktor -nya wali ini lebih didominasi konflik wali nikah 
dengan calon manten perempuan dari pada faktor ketidak cocokan wali 
nikah dengan calon suami. Untuk kasus yang dihadapi Muhammad Saiful 
Hadi ini kronologinya adalah konflik antara wali nikah dengan calon 
manten perempuan. Dimana hubungan wali nikah dengan calon manten 
perempuan adalah saudara kandung. Sedangkan ayah dan kakek calon 
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manten perempuan sudah meninggal. Jadi walinya berpindah kepada 
saudara kandung. Sehingga, Sengketa yang terjadi di sini adalah sengketan 
antara kakak dengan adik kandung. Akar persoalan terjadinya konflik 
adalah tidak akurnya antara kakak dengan adik sehingga kakak tidak mau 
menjadi wali nikah dalam pernikahan adik perempuannya. Konflik yang 
terjadi tersebut dipicu konflik masa lalu, yaitu masalah ketersinggungan 
kakak kepada adik di masa lalu, sehingga kakak kadung marah kepada 
adik. Atas dasar inilah kakak selaku wali nikah tidak mau menikahkan 
adiknya.17 
Dalam kasus di atas wali yang bernama SAHRONI selaku saudara 
kandung dari Siti Rahmatul Mutmainnah menyatakan bahwa ketidak 
mauan dirinya menjadi wali nikah karena kadung benci kepada adik 
kandungnya. Dimana adik kandungnya dianggap selalu menyusahkan dan 
menyakiti orang tuannya, sehingga mengakibatkan orang tuanya depresi 
sampai pada akhirnya meninggal dunia. Banyak sikap adik kandungnya 
yang menyakitkan orang tuanya, di antaranya adalah sikap saudarinya 
yang selalu menentang perintah orang tua dan tidak mau menerima nasehat 
orang tuanya. Saudarinya banyak bergaul dengan teman-temannya yang 
salah pergaulan. Sehingga saudarinya banyak keluar malam tanpa 
menghiraukan nasehat dan arahan kedua orang tuanya. Sehingga 
saudarinya terjebak pada kasus narkoba. Orang tua bertambah sedih 
dengan apa yang terjadi pada saudarinya. Orang tuanya merasa tidak 
                                                                 




memiliki cara lagi untuk mengingatkan saudarinya kecuali pasrah dengan 
keadaan. Pada akhirnya ayahnya  jatuh sakit lalu meninggal. Sikap 
sauadarinya yang tidak patuh kepada arahan dan nasehat orang tuanya 
yang membuat sakit hati, sehingga pada akhirnya ia tidak mau menjadi 
wali dalam pernikahannya.18 Sedangkan calon isteri yang bernama Siti 
Rahmatul Mutmainnah memberikan penjelasan bahwa tidak maunya 
saudara laki-lakinya menjadi wali adalah karena faktor sentimen kepada 
dirinya disebabkan perlakuan orang tua yang tidak sama. Dimana saudara 
laki-lakinya merasa diperlakukan beda dengan dirinya sejak kecil, dirinya 
diistimewakan dan diberikan kebebasan yang berbeda dengan kakaknya. 
Perlakuan beda ini lah yang menurut dirinya menjadi sebab kakaknya tidak 
mau menjadi wali pada pernikahannya.19  
Data dari observasi yang didapat adalah wali dan calon isteri 
adalah bersaudara kandung seayah dan seibu. Dan bapaknya telah 
meninggal dunia 3 bulan sebelum rencana pernikahan. Wali nikah dan 
calon isteri masih tinggal satu rumah bersama ibu. Meskipun antara wali 
dan calon isteri tidak saling menyapa.20 
Sedangkan Ikmal Muntadhor selaku Kepala KUA Kec. Jelbuk 
menjawab pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa atau 
perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Ia menjelaskan 
bahwa kronologi kasus sengketa pernikahan yang dihadapi adalah setelah 
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berkas nikah diterima KUA dan telah diperiksa, kemudian ada laporan dari 
calon manten perempuan, calon manten berkeluh kesah bahwa walinya 
yang dalam hal ini ayahnya sendiri tidak mau menjadi wali nikah dalam 
pernikahannya. Kemudian Ikmal Muntadhor menayakan kembali apa yang 
menjadi sebab walinya tidak mau menjadi wali. Calon manten perempuan 
kemudian bercerita bahwa dirinya dalam memilih calon pasangan tidak 
mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Artinya si calon 
manten perempuan dalam pemilihan calon suami tidak sepengetahuan 
ayahnya. Sedangkan calon suami adalah teman calon istri ketika belajar di 
perkuliahan. Sedangkan ayahnya tidak mengetahui anak perempuanya 
ketika kuliah memiliki pacar. Akhirnya lama-kelamaan setelah lulus kuliah 
si pacar laki-lakinya ini menghadap ayahnya dan menyampaikan 
keinginannya untuk menikahi puterinya. Ayahnya kaget dan terkejut 
kepada si calon laki-laki, tiba-tiba ia menyampaikan keinginannya untuk 
menikahi puterinya, karena ia tidak tahu menahu persoalan sebelumnya. 
Begitu juga si puterinya tidak memberitahukan dan mengkonfirmasikan 
terlebih dahulu tentang hal tersebut. Ayahnya menyampaikan kepada si 
calon laki-laki bahwa dirinya belum tahu kronologinya dan masih belum 
meneliti asal usul calon menantunya ini, bagaimana latar belakangnya, 
alamatnya dimana, dan lain-lain. Setelah dijelaskan semuanya oleh calon 
menantunya, si ayah tetap tidak mau dan tidak menyetujui keinginan calon 
menantunya yang akan menikahi puterinya. Ada beberapa hal yang 




proses untuk menyelidiki seluk-beluk calon menantunya tidak semudah 
seperti membalikkan tangan, dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
Lebih-lebih orang tuanya bertambah tidak mau ketika mengetahui calon 
menantunya tidak sekufuk versi ayahnya karena beda kultur dan budaya. 
Yaitu calon menantunya berasal dari kultur Jawa sedangkan puterinya 
berasal dari kultur Madura. Keinginan ayah adalah calon menantu dan 
besan dari kultur Madura. Di sisi lain, sang ayah sebetulnya sudah 
memiliki calon lain yang dianggap pantas dan sekufuk dengan puterinya. 
Nah, karena si calon isteri ini latar belakangnya berpendidikan dan sudah 
cukup umur, akhirnya si calon isteri ini mengurus sendiri pernikahannya 
ke KUA. Karena cukup umur inilah, sehingga berkasnya tidak 
membutuhkan persyaratan izin orang tua. Sikap ayah ini berbeda dengan 
sikap ibu, dimana ibu menyetujui dan merestui keinginan anaknya untuk 
menikah dengan calonnya, sehingga ibu memfasilitasi seperti KTP dan 
KK.  Di sini ada dua kutub keinginan orang tua, dimana ayah tidak sesuai 
dengan keinginan anak. Sedangkan sang ibu sesuai dengan keinginan sang 
anak. Inilah yang menjadi akar persoalan dalam konflik tersebut.21   
Dalam kasus di atas wali nikah yang bernama AHMAD NAWAWI 
memberikan keterangan bahwa yang menjadi sebab dirinya tidak mau 
menikahkan puterinya adalah karena dirinya merasa dilangkahi oleh 
puterinya. Dirinya heran kepada puterinya, dimana puterinya biasanya 
selalu terbuka tentang banyak hal. Tetapi dalam hal pemilihan calon 
                                                                 




pasangan yang sifatnya penting, malah tidak berkoordinasi dengan dirinya. 
Seharusnya puterinya terlebih dahulu berkoordinasi sebelumnya tentang 
rencana pemilihan calon. Yang disayangkan dirinya adalah seakan-akan 
dirinya ditodong mau tidak mau harus memenuhi keinginan puterinya 
menikah dengan calon pilihannya. Setelah diselidiki lebih jauh ternyata 
calon menantunya berasal dari kultur yang berbeda dari diri dan 
keluarganya. Dimana calon menantunya berasal dari kultur Jawa sedang 
dirinya dari kultur Madura. Yang disayangkan lagi adalah puterinya 
sebetulnya sudah disiapkan calon yang pantas untuknya. Dimana calon 
yang dipersiapkan ini adalah anak dari teman baiknya. Dirinya sudah kenal 
baik dengan calon dan orang tuanya. Namun ternyata setelah ditawarkan 
kepada puterinya, puterinya menolaknya. Puterinya lebih memilih calon 
pasangan pilihannya sendiri, tanpa memperhatikan perasaan orang tuannya 
yang sudah berhubungan baik dengan calon dan orang tuanya.22 
Sedangkan YULIA WIHANDA selaku calon isteri memberikan 
keterangan bahwa ketidak mauan orang tuanya adalah dikarenakan 
perasaan malu kepada teman dekatnya yang sudah menjanjikan anaknya 
untuk dinikahkan dengan dirinya. Namun Yulia menolak calon tersebut 
dengan alasan ia tidak mencintainya, dirinya lebih memilih calonnya 
sendiri yang sudah lama menjadi pacarnya sejak bangku kuliah semester 
satu di perguruan tinggi. Dirinya sengaja tidak memberikan informasi 
kepada keluarganya tentang hubungan kedekatannya dengan calonnya 
                                                                 




sejak jauh-jauh hari. Yulia menyatakan bahwa dirinya sudah kadung cinta 
dengan calonnya, perasaan dan cinta memang tidak dipaksakan.23 
 
2. Bentuk Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten Jember 
Terhadap pertanyaan tentang bentuk sengketa yang terjadi dalam 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Yusron Barid selaku kepala 
KUA Kec. Rambipuji menyatakan bahwa sengketa yang terjadi dalam 
pernikahan wali   merupakan bagian dari konflik keluarga, dimana 
umumnya seorang wali nikah bersetru dengan wanita yang berada di 
bawah perwaliannya. Untuk kasus sengketa yang dihadapi Yusron Barid, 
yang bersengketa tidak hanya bapak selaku wali nikah tetapi juga ibunya 
manten wanita memposisikan diri memperkuat pendapat Bapak. Ibu juga 
tidak menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan oleh puterinya. 
Karena ibu juga memiliki anggapan yang sama dengan Bapak, bahwa 
puterinya itu tidak selevel dengan calonnya baik dari sisi tingkat 
pendidikan, nasab (keturunan), satus sosial dan ekonomi. Menurutnya 
konflik yang terjadi motifnya adalah beda keinginan dan kepentingan serta 
beda kriteria calon pasangan antara wali dan ibu calon isteri dengan 
puterinya selaku calon isteri. Perbedaan keingginan, kepentingan dan 
kreteria calon pasangan inilah yang menjadi akar problem konflik yang 
terjadi antara ayah dan ibu berseteru dengan puterinya.24  
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Terhadap pertanyaan tentang bentuk sengketa yang terjadi dalam 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember, Syarif Hidayat selaku kepala 
KUA Kecamatan Kaliwates menyatakan bahwa sengketa pernikahan wali 
  yang dihadapinya ada 3 (tiga) kasus. Dimana 2 kasus memiliki 
kesamaan bentuknya dan berhasil dimediasi, sedangkan satunya tidak 
berhasil dimediasi sehingga lanjut pada persidangan di Pengadilan Agama. 
Untuk 2 kasus sengketa pernikahan wali  yang berhasil dimediasi 
merupakan sengekta yang terjadi antara ayah selaku wali dengan ibunya. 
Dimana ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten perempuannya 
mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara ayah 
dengan ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan 
puterinya, karena akad nikah puterinya akan dilaksanakan di rumah 
ibunya. Ada perasaan enggan, tidak enak dan malu yang dialami oleh ayah 
selaku walinya apabila ia datang ke rumah mantan isterinya. Dalam 2 
kasus sengketa pernikahan ini posisi ayah tidak bersengketa dengan calon 
manten perempuan maupun calon manten laki-laki, dan wali tidak 
keberatan dengan rencana pernikahan puterinya, hanya saja ada kendala 
atau persoalan psikis  antara ayah selaku wali dengan ibunya karena telah 
terjadi perceraian (firaq). Sehingga ibunya menginginkan jangan sampai 
mantan suaminya datang ke rumahnya untuk menikahkan puterinya. 




enak dan malu untuk hadir ke pernikahan tersebut sekaligus enggan 
bertemu dengan mantan isterinya.25   
Sedangkan bentuk 1 kasus sengketa pernikahan wali  yang 
tidak berhasil dimediasi oleh Bapak Syarif Hidayat adalah konfliknya 
murni sengketa antara ayah selaku wali dengan puterinya selaku calon 
isteri. Dimana ayah dan ibu tidak menyetujui pernikahan anaknya itu 
terjadi. Sengketa ini terjadi karena ada kesenjangan antara ayah dan ibu 
dengan anaknya dan calon menantunya. Di sini posisi kedua belah pihak 
sama-sama mempertahankan hak dan keinginannya. Kondisinya anak 
perempuan dalam kasus ini sebenarnya sudah berumur 43 tahun, janda 
mati dan memiliki 2 (dua) orang anak. Sebenarnya akar persoalan yang 
menjadi pemicu konflik dalam sengketa pernikahan wali  di sini 
sangat sederhana yaitu si anak perempuan dalam memilih calon pasangan 
tidak melibatkan orang tua (ayah), dengan pertimbangan bahwa si anak 
perempuan sudah berumur, mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. 
Dengan tidak dilibatkannya orang tua (ayah) dalam pemilihan calon 
pasangan ini kemudian yang menjadi persoalan tersendiri bagi calon isteri. 
Dimana orang tuanya merasa dilangkahi dan merasa tidak diorangkan oleh 
anak perempuannya. Di samping itu orang tuanya juga telah memiliki 
calon menantu yang dianggap pas dan pantas menjadi pasangan 
puterinya.26  
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Terkait bentuk sengketa pernikahan wali  yang dihadapi  
Didik Kurniawan selaku Kepala KUA Kec. Silo, ia menjelaskan bahwa 
bentuk sengketanya adalah konflik sengketa yang terjadi antara ayah 
selaku wali dengan ibu calon manten wanita. Kondisi ayah dan ibu telah 
bercerai (firaq) dan calon manten perempuannya mengikuti dan dalam 
asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara ayah dengan ibunya inilah yang 
mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan puterinya, karena akad nikah 
puterinya akan dilaksanakan di rumah ibunya. Sedangkan Ayah memiliki 
perasaan enggan, tidak enak dan malu untuk datang ke rumah mantan 
isterinya. dalam kasus ini posisi sebetulnya posisi ayah tidak ada persoalan 
sama sekali dengan anak perempuannya. Ayah selaku wali nikah meridhoi 
dan merestui pernikahan puterinya dengan calon pasangannya, hanya saja 
karena akad nikah akan dilaksanakan di rumah mantan isterinya, sehingga 
wali tidak mau hadir ke pernikahan tersebut.27  
Sedangkan bentuk sengketa pernikahan wali  yang dihadapi 
Muhammad Saiful Hadi selaku Kepala KUA Kec. Balung ia menjelaskan 
bahwa bentuknya adalah konflik antara wali nikah dengan calon manten 
perempuan. Dimana hubungan wali nikah dengan calon manten 
perempuan adalah saudara kandung. Sedangkan ayah dan kakek calon 
manten perempuan sudah meninggal. Jadi walinya berpindah kepada 
saudara kandung. Sengketa yang terjadi di sini adalah sengketa antara 
kakak dengan adik kandung. Akar persoalan terjadinya konflik adalah 
                                                                 




tidak akurnya antara kakak dengan adik sehingga kakak tidak mau menjadi 
wali nikah dalam pernikahan adik perempuannya. Konflik yang terjadi 
tersebut dipicu konflik masa lalu, yaitu masalah ketersinggungan kakak 
kepada adik di masa lalu, sehingga sang kakak kandung marah kepada 
sang adik. Atas dasar inilah kakak selaku wali nikah tidak mau 
menikahkan adiknya.28      
Adapun bentuk kasus sengketa pernikahan wali   yang 
dihadapi Ikmal Muntadhor selaku Kepala KUA Kec. Jelbuk, berdasarkan 
kronologi yang disampaikan adalah berbentuk sengketa antara ayah selaku 
wali nikah dengan calon isteri dan calon suami. Dimana konfliknya 
diawali dari calon manten perempuan yang tidak memberitahukan terlebih 
dahulu kepada ayahnya selaku wali nikah dalam memilih pasangannya. Si 
ayah yang tidak mengetahui secara detil perjalanan cinta anaknya dengan 
calon pasangannya di masa kuliah menganggapnya terlalu dini dan 
tergesa-gesa dalam mencari jodoh. Si ayah bertambah tidak cocok kepada 
calon menantunya ketika calon menantunya menghadap si ayah dan 
mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan puterinya. Ketidak 
mauan ayah bertambah lagi ketika calon menantunya menceritakan asal 
usulnya dari kultur yang berbeda, yaitu kultur Jawa sedangkan puterinya 
dari kultur Madura. Sehingga ayah menganggap calon menantunya tidak 
sekufuk dengan puterinya dari sisi kultur budaya. Di sisi lain sang ayah 
juga memiliki calon lain untuk puterinya yang dianggap pantas dan 
                                                                 




sekufuk dengan puterinya. Sedangkan posisi ibu memposisikan diri 
berbeda dengan posisi ayah. Dimana sang ibu merestui dan meridhoi 
keinginan puterinya untuk menikah dengan calon pasangannya meskipun 
dari kultur yang berbeda. Sehingga ibu mendukung dan merestui akad 
nikah yang akan dilangsungkan,  sehingga ia menfasilitasi persyaratan 
pernikahan seperti KK dan KTP. Di sini ada dua keinginan orang tua yang 
berbeda, ibu berkeinginan sesuai dengan keinginan anak, sedangkan sang 
ayah tidak menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan calon 
pasangannya. Karena calon isteri merasa berpendidikan dan merasa cukup 
umur sehingga tidak membutuhkan izin dari orang tua, maka calon isteri 
mengurusi sendiri persyaratan yang diajukan ke KUA. Inilah problem dan 
sengketa yang harus diselesaikan oleh KUA.29 
 
3. Strategi Kepala KUA dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan 
Wali di Kabupaten Jember. 
Terhadap pertanyaan tentang strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali , Yusron Barid selaku 
kepala KUA Kec. Rambipuji menyatakan bahwa langkah pertama yang 
dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan 
setelah KUA mendapatkan laporan pernikahan dan mendapat pengaduan 
wali tentang ketidak setujuan terhadap pernikahan yang direncanakan oleh 
puterinya. Setelah melakukan identifikasi dan menemukan pengaduan 
                                                                 




ketidak setujuan wali terhadap pernikahan puterinya, maka Yusron Barid 
selaku kepala KUA melakukan pemanggilan kepada ke dua belah pihak 
yang bersengketa untuk dimediasi. Dimana pemanggilan terhadap wali dan 
puterinya selaku calon manten wanita ini dilakukan tidak bersamaan guna 
menggali lebih dalam informasi atau masalah yang dihadapi sekaligus 
melakukan pendekatan persuasif kepada ke dua belah pihak untuk mencari 
titik temu antara pihak yang bersengketa. Mediasi menurut Yusron cara 
yang paling jitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam 
pernikahan wali . Mediasi dilakukan untuk mencari kesepakatan 
antara kedua belah pihak antara melanjutkan pernikahan atau tidak. Kepala 
KUA menurut Yusron Barid harus memposisikan diri sebagai fasilitator, 
mediator dan tidak boleh berat sebelah dengan memperhatikan 
kemaslahatan bersama, dalam arti mediasi yang dilakukan oleh Kepala 
KUA haruslah berorientasi kepada kemasalahatan dan kebaikan bersama. 
Dan kepala KUA dalam menyelesaikan konflik wali  haruslah 
berorientasi pada win-win solution. Dalam pemanggilan tersebut Yusron 
memberikan tawaran-tawaran sebagai jalan keluar. Pertama, Yusron 
menawarkan kepada calon manten perempuan untuk membujuk orang 
tuanya agar mau menerima calon menantunya meskipun tidak selevel dan 
tidak sekufuk. Walau bagaimanapun kewajiban orang tua adalah cepat-
cepat menikahkan puterinya ketika ada orang yang dianggap pantas 
meminang puterinya. Lebih-lebih dalam pernikahan tidak boleh ada 




calon manten. Kedua, Yusron juga menawarkan hal yang sama kepada 
ayahnya selaku wali sebagaimana yang ditawarkan kepada calon manten 
perempuan. Meskipun sudah dijelaskan dan diajak mencari kemaslahatan 
bersama, ayahnya masih bersi kukuh dengan pendiriannya. Kemudian 
Yusron meyakinkan bahwa jika ayahnya masih tetap tidak mau 
menikahkan puterinya, maka solusi terakhir adalah membawa 
permasalahan ini ke meja Pengadilan Agama dengan mengeluarkan surat 
penolakan perkawinan (N5) sebagai dasar pengajuan permohonan wali 
. Setelah putusan pengadilan keluar, akhirnya pernikahan tersebut 
bisa dilanjutkan dengan menggunakan wali Hakim.30  
SUKMONO selaku staf KUA Kec. Rambipuji memberikan 
penjelasan secara umum bahwa strategi Kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali  yaitu setelah ditemukan 
adanya wali yang , maka pertama kali yang dilakukan kepala KUA 
adalah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa dalam waktu yang berbeda untuk dimintai keterangan atau 
informasi lebih dalam terkait masalah yang dihadapi, karena memang 
hemat Sukmono tidak boleh memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu 
secara bersamaan sebelum ada titik temu antara keduanya. Justru 
menurutnya akan menjadi kontra produktif jika pemanggilan tersebut 
dilakukan secara bersamaan. Penggalian informasi sebanyak-banyaknya 
ini sangat penting dilakukan guna menentukan dan mengurai apa yang 
                                                                 




menjadi permasalahan yang sebenarnya. Sehingga dari informasi dan 
keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut akan 
diketahui apa latar belakang dan bentuk sengketa yang terjadi sekaligus 
sangat penting untuk merumuskan solusi terbaik penyelesaiannya. 
Menurut Sukmono setelah solusi dan  jalan keluar dirumuskan oleh Kepala 
KUA baru jalan keluar tersebut ditawarkan kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa. Namun ada kejadian kasuistik, ada kepala KUA yang tidak 
mau ribet dan susah-susah menangani penyelesaian pernikahan wali  
seperti contohnya ada kejadian kepala KUA sebelum Yusron mencoba 
memanggil kedua belah pihak yang bersengketa secara bersamaan malah 
yang terjadi adalah wali marah dan memaki-maki calon isteri dan calon 
suami. Memang yang seperti ini mestinya tidak boleh terjadi dan 
melanggar prinsip mediasi, mungkin keinginan kepala KUA agar proses 
mediasi lebih cepat, namun akibatnya bisa fatal dan kontra poduktif. 
Tetapi secara umum Kepala KUA memanggil pihak-pihak yang 
bersengketa secara terpisah untuk dimintai keterangan. Untuk kasus yang 
dihadapi Yusron, wali memang tidak bisa dinego meskipun dengan 
beberapa cara tawaran, wali bersikukuh pada pendiriannya yaitu tidak mau 
menikahkan puterinya karena malu memiliki calon menantu yang tidak 
selevel di sisi lain wali telah memiliki calon lain yang dianggap pantas 
untuk puterinya. Sehingga pada akhirnya sengketa ini lanjut sampai ke 
pengadilan.31  
                                                                 




Strategi yang dilakukan oleh Syarif  Hidayat selaku Kepala KUA 
Kaliwates dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  berbeda-
beda sesuai dengan permasalahannya. Ada 3 kasus sengketa pernikahan 
wali  yang dihadapi oleh Syarif Hidayat, dimana 2 kasus memiliki 
kesamaan karakter dan berhasil dimediasi dan 1 (satu) lagi kausnya 
berbeda dan tidak berhasil dimediasi. Untuk penanganan 2 kasus sengketa 
pernikahan wali  karena akar persoalannya setelah ditelusuri oleh 
Syarif Hidayat adalah kesenjangan atau konflik antara ayah selaku wali 
dengan ibunya yang diakibatkan dari perceraian keduanya. Bukan 
kesenjangan atau konflik antara ayah selaku wali dengan anak 
perempuannya atau dengan calon menantunya. Sehingga dari sini bapak 
Setelah Syarif Hidayat menerima berkas pernikahan dan memeriksanya 
ternyata ada kekurangan berkas keterangan wali. S
kepada pihak-pihak yang terkait dan akad yang akan dilaksanakan, maka 
ditemukan bahwa wali tidak mau atau enggan untuk menjadi wali. Untuk 
itu Syarif Hidayat selaku Kepala KUA Kec. Kaliwates berinisiatif untuk 
memediasinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil 
pihak-pihak yang terkait ke KUA, yaitu calon manten perempuan selaku 
anak, ibu dari calon manten perempuan, dan ayah selaku wali nikah. Dan 
pemanggilan tersebut dilakukan sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda 
untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan persoalan yang 
terjadi. Setelah melakukan pemanggilan ternyata yang hadir adalah anak 




informasi lebih dalam tetap dilakukan untuk merumuskan akar persoalan 
yang terjadi guna menentukan langkah-langkah konkrit sebagai solusi dari 
permasalahan tersebut. Untuk calon manten perempuan dan ibunya 
dilakukan di KUA dan informasi yang di dapat adalah ibunya dan keluarga 
tidak menghendaki wali nikah (ayah) menghadiri acara pernikahan 
puterinya di rumahnya. Hal ini disebabkan karena konflik keluarga yang 
terjadi sebelumnya yang mengakibatkan bercerainya antara ayah dan ibu. 
Sehingga ibunya tidak mau melihat wajah mantan suaminya dalam acara 
pernikahan puterinya. Tidak hadirnya ayah selaku wali dalam pemanggilan 
ke KUA, maka solusi selanjutnya yang dilakukan oleh Syarif Hidayat 
adalah mendatangi rumah wali nikah untuk menggali informasi lebih 
dalam. Setelah penggalian informasi lebih dalam dilakukan ayah selaku 
wali nikah maka informasi yang didapat adalah wali nikah juga tidak mau 
menghadiri pernikahan puterinya, ada perasaan enggan, tidak enak dan 
malu yang dialami ayah untuk hadir ke pernikahan puterinya yang akan 
dilakukan di rumah mantan isterinya. Ayahnya selaku wali pada intinya 
setuju dengan pernikahan puterinya dengan calon menantunya,  hanya saja 
ayahnya akan hadir kalau pernikahan itu dilakukan di luar rumah mantan 
isterinya. Dari sini langkah selanjutnya melakukan pendekatan dengan 
solusi yang ditawarkan kepada pihak ibu dan keluarganya mengharap agar 
akad nikah puterinya dilakukan di KUA sebagai tempat zona netral bagi 
kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, opsi akad nikah di KUA 




bahwa ibunya tidak siap bertemu dengan mantan suaminya di KUA.  
Sedangkan tawaran yang diberikan kepada ayah selaku wali nikah adalah 
menyarankan ayah utuk taukil wali bil kitabah kepada Kepala KUA tanpa 
harus datang ke akad nikah puterinya yang akan dilaksanakan di rumah 
mantan isterinya. Setelah melakukan pendekatan yang begitu intens 
dengan ayah, akhirnya ayah sepakat tehadap opsi atau usul tersebut. 
Meskipun demikian kepala KUA tetap mengharapkan kehadiran ayahnya 
selaku wali dengan konsekwensi seandainya wali dapat hadir dalam akad 
nikah tersebut maka taukil wali bil kitabah menjadi gugur. Seandainya 
ayahnya tidak hadir maka taukil wali bil kitabah ini yang berlaku. 
Sehingga yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut tetap ayahnya, 
meskipun dalam pelaksanaannya adalah Kepala KUA karena telah pasrah 
wali nikah secara tertulis kepada kepala KUA. Dengan selesainya taukil 
wali bil kitabah maka akad nikah dapat dilaksanakan di rumah ibunya, 
tanpa harus membawa sengketa pernikhan ini ke Pengadilan Agama.32  
Sedangkan MULTAZAM penghulu pada KUA Kec. Kaliwates 
memberikan penjelasan bahwa strategi kepala KUA dalam menyelesaikan 
sengketa pernikahan wali  secara umum sama hanya saja yang 
membedakan adalah tingkat kesulitannya. Dan tingkat kesulitannya ini 
tergantung pada akar pesoalan berat atau ringan. Di sisi lain juga 
dipengaruhi oleh faktor psikologis pihak-pihak yang bersengketa. 
Terkadang ada pihak-pihak yang bersengketa yang terbuka dan mudah 
                                                                 




diajak bicara dan musyawarah. Dan ada juga pihak yang bersengketa itu 
yang sulit untuk diajak bicara. Dipanggil untuk hadir ke KUA saja tidak 
mau dan itu banyak dilakukan oleh para wali. Termasuk kasus yang 
dihadapi Bapak Syarif di atas. Maka solusinya KUA harus mengalah yaitu 
dengan mendatangi rumah wali sampai terjadi dialog antara kedua untuk 
mendengar langsung duduk persoalan terjadinya sengketa versi wali. 
Terkadang dalam kasus lain wali tidak mau ditemui, ketika petugas KUA 
datang ke rumah wali, wali menghilang dan keluar dari rumah. Maka 
dalam kasus seperti ini, kepala KUA langsung mengeluarkan N5 yaitu 
surat penolakan pernikahan sebagai dasar untuk diajukan ke pengadilan 
memohon putusan tentang penetapan wali . Namun untuk kasus di 
atas wali mau ditemui. Dan setelah mendengar langsung dari wali bahwa 
yang menjadi persoalan tidak maunya wali menjadi wali dalam pernikahan 
puterinya adalah persoalan tempat pernikahan yang di adakan di rumah 
mantan isterinya. sehingga dari sini kepala KUA merumuskan solusinya 
untuk tawkil wali bil kitabah yaitu memasrahkan wali nikah dengan tulisan 
yang disahkan oleh Bapak Kepala KUA. Kebetulan yang dipasrahkan 
langsung menjadi wakil wali adalah kepala KUA sendiri. Sehingga pada 
akhirnya pernikahan bisa terlaksana dengan baik, yaitu tetap dilaksanakan 
di rumah ibu meskipun tanpa kehadiran ayah, karena telah pasrah wali 
kepada kepala KUA.33  
                                                                 




Sedangkan 1 kasus sengketa pernikahan wali   yang tidak 
berhasil dimediasi oleh Syarif Hidayat adalah konfliknya murni sengketa 
antara ayah selaku wali dengan calon mantennya. Dimana ayah dan ibu 
tidak menyetujui pernikahan anaknya itu terjadi. Sengketa ini terjadi 
karena ada kesenjangan antara ayah dan ibu dengan anaknya dan calon 
menantunya. Dimana kedua belah pihak sama-sama mempertahankan hak 
dan keinginannya. Kondisinya anak perempuan dalam kasus ini 
sebenarnya sudah berumur, janda mati dan memiliki 2 (dua) orang anak. 
Sebenarnya akar persoalan yang menjadi pemicu konflik dalam sengketa 
pernikahan wali   di sini sangat sederhana yaitu si anak perempuan 
dalam memilih calon pasangan tidak melibatkan orang tua (ayah). Hal itu 
dilakukan oleh si anak perempuan dengan pertimbangan bahwa ia sudah 
berumur, mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. Namun tidak 
dilibatkannya orang tua (ayah) dalam pemilihan calon pasangan ini 
kemudian yang menjadi persoalan tersendiri bagi calon isteri. Dimana 
orang tuanya merasa dilangkahi dan merasa tidak diorangkan oleh anak 
perempuannya. Di samping itu orang tuanya telah memiliki calon menantu 
yang dianggap pas dan pantas menjadi pasangan puterinya. Maka 
solusinya memanggil orang tua dan anak dalam waktu yang berbeda ke 
KUA untuk mencari titik temu antara keduanya. Setelah melakukan 
pendekatan yang begitu intens kepada kedua belah pihak yang bersengketa 
dengan melakukan tawaran-tawaran kepada kedua belah pihak, namun 




ditawarkan  kepada anak perempuan adalah anak perempuan diharapkan 
mengikuti keinginan orang tua. Tetapi anak menolak opsi tersebut karena 
ia merasa sudah dewasa, sudah mandiri dan sudah merasa punya hak untuk 
menentukan arah jalan hidupnya. Sedangkan usulan yang ditawarkan 
kepada wali adalah harapannya wali mengizinkan puterinya menikah 
dengan calon pasangan yang menjadi pilihannya. Sehingga ada restu dan 
kerelaan  dari ayah selaku wali dalam menikahkan puterinya. Setelah 
melakukan komunikasi dan pendekatan yang begitu intens dengan 
ayahnya, rupanya ayahnya juga bersih kukuh pada pendiriannya. Karena 
anaknya dianggap telah melangkahi dan tidak mengorangkan orang tuanya 
dalam pemilihan calon pasangannya. Sehingga orang tuannya menjadi 
tersinggung. Di samping itu orang tuanya telah memiliki calon pasangan 
lain yang dianggap cocok bersanding dengan puterinya. Berdasarkan 
keputusan kedua belah pihak yang bersikukuh pada pendiriannya, maka 
KUA mengeluarkan penolakan pernikahan (N5) sebagai dasar 
permohonan penetapan wali   kepada Pengadilan Agama.34  
Kasus ini menurut Multazam sangat pelik, sehingga kepala KUA 
merasa tidak mampu lagi meyakinkan wali untuk tidak  dalam 
pernikahan puterinya. Setelah melalui proses mediasi dan negosiasi namun 
kepala KUA menemui kebuntuan, karena wali tetap bersikukuh pada 
sikapnya yaitu tidak menyetujui pernikahan puterinya dengan calon 
pasangannya karena pertimbangan calon pasangannya itu sering ganti 
                                                                 




pasangan.  Ada kecurigaan puterinya akan dijadikan mainan, sehingga 
wali menganggap calon suami tersebut memiliki kad  kurang baik. 
Lebih-lebih calon suami tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap dan 
bekerja serabutan dan dianggap tidak selevel dengan puterinya. Dengan 
buntunya komunikasi kedua belah  pihak, sehingga Kepala KUA akhirnya 
membawa kasus sengketa ini ke pengadilan dengan mengeluarakan surat 
penolakan (N5).35  
Sedangkan Didik Kurniawan dalam menyelesaikan sengketa 
pernikahan wali , yang dilakukan pertama kali adalah setelah 
menerima berkas pernikahan dan memeriksanya, adalah mencari informasi 
awal terkait dengan akar persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa. Di sini kepala KUA harus betul-betul jeli dalam 
mengurai persoalan dalam mencari akar persoalan yang sesungguhnya. 
Karena mencari akar pers
Terkadang wali dan anak menutup-nutupi dan kurang terbuka terkait 
dengan akar persoalan yang sebenarnya. Sehingga alasan-alasan yang 
disampaikan  hanya untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya terjadi, 
sehingga tidak menggambarkan masalah yang sesungguhnya. Kepala KUA 
harus bisa menemukan akar persoalannya apakah akar persoalannya besar 
apa kecil. Dengan seperti itu kepala KUA berpeluang besar untuk 
berdiskusi dan melakukan tawar-menawar kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa. Setelah itu yang dilakukan kepala KUA adalah 
                                                                 




memediasinya, setiap kasus memiliki karakter yang berbeda-beda, tentu 
pendekatan yang dilakukan juga berbeda beda, dan solusi yang 
diberikannya pun berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya akar 
persoalannya yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian 
jalan keluar tentu Kepala KUA harus mengacu kepada win-win solution 
sebagai jalan tengah. Kasus sengketa pernikahan wali  yang dihadapi 
Didik Kurniawan selaku Kepala KUA Kec. Silo, bentuknya adalah konflik 
sengketa yang terjadi antara ayah selaku wali nikah dengan ibu calon 
manten wanita. Dimana ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten 
perempuannya mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi 
antara ayah dengan ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau 
menikahkan puterinya, karena akad nikah puterinya akan dilaksanakan di 
rumah ibunya. Sedangkan ayah memiliki perasaan enggan, tidak enak dan 
malu untuk datang ke rumah mantan isterinya. Dalam kasus ini posisi ayah 
sebetulnya tidak ada persoalan sama sekali dengan puterinya. Ayah selaku 
wali meridhoi dan merestui pernikahan puterinya dengan calon 
pasangannya, hanya saja karena akad nikah akan dilaksanakan di rumah 
mantan isterinya, jadi wali tidak mau hadir ke pernikahan tersebut. Setelah 
menemukan akar persoalan yang terjadi, bahwa yang dipersoalkan oleh 
ayah selaku wali adalah tempat akad nikah, maka solusi yang diberikan 
oleh Didik Kurniawan selaku Kepala KUA Silo setelah melakukan 
pemanggilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa secara terpisah, 




dan keluarga untuk tempat akadnya di pindah ke KUA sebagai zona netral. 
Dengan harapan ayah bisa menjadi wali dalam akad nikah tersebut, dan 
kalau bisa jangan sampai . Di sisi lain ayah tidak terlalu terbebani 
persoalannya di masa lampau dengan mantan  isterinya. Karena pada 
prinsipnya, ridho dan restu orang tua dalam pernikahan masih dianggap 
sebagai sesuatu yang penting dalam pernikahan. Setelah melakukan 
pendekatan, diskusi dan tawar-menawar kepada kedua belah pihak yang 
sengketa, akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan opsi tersebut. Dan 
akad nikah bisa dilangsungkan tanpa harus membawa persoalan tersebut 
ke Pengadilan Agama.36   
Dalam kasus di atas dan beberapa kasus, KIKI SUNARJAT selaku 
Penghulu pada KUA Kec. Silo memberikan keterangan bahwa strategi 
Kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  
biasanya kepala KUA melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada 
pihak-pihak yang saling bersengketa untuk dimintai keterangan lebih 
lanjut terhadap persoalan yang dihadapi. Biasanya kepala KUA 
memanggil pihak-pihak yang bersengketa ke KUA dalam waktu yang 
tidak bersamaan. Agar informasi yang didapat dan pendekatan yang 
dilakukan lebih maksimal. Dari informasi dan keterangan yang didapat 
inilah yag dijadikan dasar oleh kepala KUA untuk merumuskan jalan 
keluar dari permasalahan. Dari rumusan ini kemudian dikerucutkan ke 
dalam bentuk opsi-opsi tawaran yang nantinya akan ditawarkan kepada 
                                                                 




pihak-pihak yang bersengketa. Tentu kepala KUA akan melakukan 
mediasi secukupnya dengan memperhatikan harapan, peluang dan 
tantangan yang dihadapi dalam mediasi. Kalau sekiranya medapatkan 
kebuntuan, maka kepala KUA bisa langsung mengeluarkan (N5) surat 
penolakan pernikahan sebagai dasar pengajuan ke pengadilan. Kalau 
sekiranya peluang keberhasilannya 25%, maka bisa kepala mengeluarkan 
N5. Tetapi berbeda jika peluang keberhasilannya 50% ke atas, maka 
kepala KUA diusahakan semaksimal mungkin untuk tetap terus 
memediasi, dengan tanpa tergesa-gesa membawa persoalan sengketa 
tersebut ke pengadilan.  Memang tidak bisa dipungkiri memang ada kepala 
KUA yang tidak mau ruwet dalam menangani sengketa pernikahan wali 
 sehingga ketika mejumpai kasus sengketa wali , maka kepala 
KUA langsung mengeluarkan surat penolakan pernikahan N5, 
sebagaimana kasus yang dialami oleh kepala KUA sebelum Bapak Didik, 
karena berbarengan dengan musim pernikahan sedangkan jumlah 
pernikahan di Kecamatan Silo sangat besar dibandingkan dengan 
kecamatan-kecamatan lainnya. Sehingga kepala KUA merasa tidak cukup 
waktu untuk menangani kasus tersebut, maka kepala KUA langsung 
menerbitkan surat penolakan pernikahan N5 untuk dijadikan dasar 
pengajuan ke pengadilan.37  
Sedangkan bentuk sengketa pernikahan wali  yang dihadapi 
Muhammad Saiful Hadi selaku Kepala KUA Kec. Balung adalah konflik 
                                                                 




antara wali nikah dengan calon manten perempuan. Dimana hubungan 
wali nikah dengan calon manten perempuan adalah saudara kandung. 
Sedangkan ayah dan kakek calon manten perempuan sudah meninggal. 
Jadi walinya berpindah kepada saudara kandung. Sengketa yang terjadi di 
sini adalah sengketa antara kakak dengan adik kandung. Akar persoalan 
terjadinya konflik adalah tidak akurnya antara kakak dengan adik sehingga 
kakak tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan adik 
perempuannya. Konflik yang terjadi tersebut dipicu konflik masa lalu, 
yaitu masalah ketersinggungan kakak kepada adik di masa lalu. Atas dasar 
inilah kakak selaku wali nikah tidak mau menikahkan adiknya.38  
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Muhammad Saiful 
Hadi adalah setelah menerima laporan dan memeriksanya, kemudian 
Muhammad Saiful Hadi memanggil kedua belah pihak yang bersengketa 
ke KUA Kec. Balung  secara terpisah untuk menjalani mediasi. Kepala 
KUA melakukan mediasi dengan menggunakan pendekatan dan dialog 
untuk mengurai persoalan yang terjadi dan mencari akar persoalannya. 
Setelah diketahui akar persoalannya adalah masalah ketidak akuran antara 
kakak selalu wali dan adik perempuan selaku calon isteri yang disebabkan 
ketersinggungan di masa lalu. Langkah selanjutnya yang dilakukannya 
dalam menyelesaikan sengketa pernikahan tersebut adalah menyakinkan 
adik selaku calon isteri untuk meminta maaf kepada kakak dan mengakuai 
perbuatannya kepada kakaknya sebagai sebuah kesalahan meskipun dalam 
                                                                 




persepsi adiknya bukan sebagai sebuah kesalahan. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar sang kakak mau memaafkan adiknya dan mau menjadi 
wali dalam pernikahannya.39  
Kemudian langkah selanjutnya Kepala KUA menyakinkan kepada 
kakak untuk berdamai dengan adiknya dan memaafkan perbuatannya yang 
dilakukan di masa lalu kepadanya. Walau bagaimanapun yang namanya 
kakak ketika sudah ditinggal orang tua, maka ia posisinya seperti bapak 
dalam keluarga. Kemudian diyakinkan bahwa bila dalam hati kecil masih 
ada keikhlasan untuk menikahkan adiknya, meskipun dari sisi dhahir tidak 
mau menikahkan, sehingga masih ada kesempatan untuk menikahkan 
adiknya dengan wali nasab. Caranya sang kakak bisa pasrah wali nikah 
kepada orang yang ditunjuk, nanti taukil wali (pasrah wali) secara 
langsung kemudian tanda tangan di atas materai yang menyatakan 
penyerahan hak kewaliannya dalam menikahkan adiknya dengan calon 
pasangannya kepada orang yang ditunjuk. Sehingga dengan ini wali bisa 
tidak hadir dalam majelis akad yang akan dilangsungkan. Meskipun 
Kepala KUA melakukan pendekatan seperti ini sang kakak tetap tidak 
mau, akhirnya sang kakak diyakinkan lagi bahwa meskipun sang kakak 
tidak mau menikahkan adiknya, adiknya masih bisa menikah tanpa restu 
ma. Bahasa yang 
digunakan Muhammad Saiful Hadi adalah adik lapor ke Pengadilan 
Agama, seakan-akan digugat, tidak menggunakan kata-kata diajukan ke 
                                                                 




Pengadilan Agama, karena kata-kata ini terlalu halus, agar ada kesan 
kepada kakak bahwa masalah ini adalah masalah serius. Ini merupakan 
jalan sah, sah menurut agama maupun dari sisi undang-undang. Karena 
terkadang ada pandangan dan pemahaman dari sang kakak bawah 
pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan kecuali yang menikahkan adiknya 
adalah walinya yang dalam hal ini adalah kakaknya. Maka pemahaman 
seperti ini perlu diluruskan, bahwa pernikahan ini tetap bisa dilangsungkan 
dan dilaksanakan dengan cara diajukan ke pengadilan dengan melakukan 
permohonan wali . Setalah melakukan permohonan wali  ke 
Pengadilan Agama, dan permohonannya disahkan oleh Hakim maka 
kamudian ada amar yang menunjuk kepada kepala KUA untuk menjadi 
Wali Hakim dalam pernikahan tersebut. Dan pustusan Pengadilan ini 
memiliki legalitas yang sangat kuat dan mengikat untuk melangsungkan 
pernikahan tersebut tanpa menggunakan jalur wali nasab yang . 
Sehingga sang kakak tidak bisa lagi menuntut kepada KUA atas 
berlangsungnya akad nikah yang akan dilaksanakan.   Meskipun sang 
kakak diyakinkan seperti itu, sang kakak tetap pada pendiriannya dan tetap 
bertekad bulat tidak mau menikahkan adiknya. Sehingga persoalan 
sengketa pernikahan ini terpaksa diajukan ke meja Pengadilan Agama, 
dengan cara KUA membuat surat penolakan pernikahan (N5) sebagai 
dasar bahan acuan untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Dan KUA pada 




kedua belah pihak yang bersengketa, karena hal itu adalah hak. Dan KUA 
tidak boleh memaksa, kalau KUA memaksa maka KUA yang .40 
Sedangkan IMAM BASHORI selaku staf KUA Kec. Balung 
memberikan keterangan bahwa strategi yang dilakukan kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali  adalah pertama kepala 
KUA biasanya memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu 
yang berbeda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini sangat 
penting untuk dilakukan guna menggali informasi sedalam-dalamnya 
tentang persoalan yang dihadapi. Informasi yang didapat dari pihak-pihak 
yang bersengketa dapat dijadikan sebagai modal awal dan modal dasar 
untuk mencermati dan menganalisa akar masalah yang dihadapi. Sehingga 
rumusan solusi yang dibuat menjadi tepat sasaran, efektif dan efisien. 
Langkah yang kedua, setelah mengetahui seluk beluk persoalan yang 
terjadi, biasanya kepala KUA memediasi kedua belah pihak yang 
bersengketa dengan terlebih dahulu merumuskan solusi yang akan 
ditawarkan kepada kedua belah pihak. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan negosiasi yaitu menawarkan hasil rumusan yang telah 
ditetapkan kepada pihak-pihak yang saling bersengketa dengan 
mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Baru kalau sudah 
mentok dan buntu dan tidak ada jalan keluar lain, maka kepala KUA 
                                                                 




mengarahkan permasalahan tersebut untuk dibawa ke ranah pengadilan 
dengan menerbitkan surat penolakan pernikahan N5.41 
Sedangkan kasus sengketa pernikahan wali  yang dihadapi 
Ikmal Muntadhor selaku Kepala KUA Kec. Jelbuk, berdasarkan kronologi 
yang disampaikan adalah berbentuk sengketa antara ayah selaku wali 
nikah  dengan calon isteri dan calon suami. Dimana konfliknya diawali 
dari calon manten perempuan yang tidak memberitahukan terlebih dahulu 
kepada ayahnya selaku wali nikah dalam memilih pasangannya. Si ayah 
yang tidak mengetahui secara detil perjalanan cinta anaknya dengan calon 
pasangannya di masa kuliah menganggapnya terlalu dini dan tergesa-gesa 
dalam mencari jodoh. Si ayah bertambah tidak cocok kepada calon 
menantunya ketika calon menantunya menghadap si ayah dan 
mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan puterinya. Ketidak 
mauan ayah bertambah lagi ketika calon menantunya menceritakan asal 
usulnya dari kultur yang berbeda, yaitu kultur Jawa sedangkan puterinya 
berasal dari kultur Madura. Sehingga ayah menganggap calon menantunya 
tidak sekufuk dengan puterinya dari sisi kultur budaya. Di sisi lain sang 
ayah juga memiliki calon lain untuk puterinya yang dianggap pantas dan 
sekufuk dengan puterinya. Sedangkan posisi ibu memposisikan diri 
berbeda dengan posisi ayah. Dimana sang ibu merestui dan meridhoi 
keinginan puterinya untuk menikah dengan calon pasangannya meskipun 
dari kultur yang berbeda. Sehingga ibu mendukung akad nikah yang akan 
                                                                 




dilangsungkan, sehingga menfasilitasi persyaratan pernikahan seperti KK 
dan KTP. Di sini ada dua keinginan orang tua yang berbeda, ibu 
berkeinginan sesuai dengan keinginan puterinya, sedangkan sang ayah 
tidak menyetujui keinginan puterinya untuk menikah dengan calon 
pasangannya. Karena calon isteri merasa berpendidikan dan merasa cukup 
umur sehingga tidak membutuhkan izin dari orang tua, maka calon isteri 
mengurusi sendiri persyaratan-persyaratan yang diajukan ke KUA tanpa 
memberitahukan sang ayah.42  
Ketika menjumpai permasalahan seperti ini, setelah berkas 
diterima di KUA dan KUA telah memeriksannya, hemat Ikmal 
Muntadhor, diharapkan tidak langsung diproses secara administratif. 
Artinya ketika rukun nikah tidak lengkap dalam hal ini ayah selaku wali 
nikah tidak setuju dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan 
puterinya, KUA tidak boleh langsung membuat surat penolakan (N5) 
untuk dijadikan dasar pengajuan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini 
yang harus diperhatikan adalah psikis kedua belah pihak yang bersengketa, 
dalam hal ini adalah ayah selaku wali nikah dan puterinya selaku calon 
isteri. Hendaknya KUA harus mengedepankan mediasi terlebih dahulu 
dalam menyelesaikan sengketa seperti ini. Langkah konkrit yang diambil 
Ikmal Muntadhor dalam menyelesaikan sengketa ini adalah memanggil 
kedua belah pihak yang bersengketa ke KUA secara terpisah dalam waktu 
yang berbeda. Calon isteri, ibu dan calon suami sudah hadir memenuhi 
                                                                 




undangan KUA. Calon isteri dan ibunya diberikan masukan dan saran agar 
membujuk sang ayah bagaimana caranya supaya ayah mau menyetujui 
rencana akad nikah yang akan dilangsungkan. Namun ayah tetap kokoh 
pada pendiriannya, yaitu tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak 
perempuannya. Kemudian Ikmal Muntadhor memanggil ayahnya selaku 
wali dengan surat panggilan ke KUA untuk dimediasi. Dan ternyata 
ayahnya tidak mengindahkan surat panggilan tersebut. Melalui hubungan 
telepon juga sudah dilakukan dan ayah menyatakan tidak mau datang ke 
KUA dan menegaskan bahwa dirinya tidak mau menikahkan anaknya. 
Ayahnya juga dihubungi melalui Bapak Modin (P3N) juga tidak mau hadir 
ke KUA dan menyatakan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan 
anaknya. Akhirnya setelah musyawarah lagi dengan calon isteri, ibu dan 
calon suami, maka kemudian disepakati KUA membuat surat penolakan 
pernikahan (N5) sebagai acuan permasalahan ini dibawa ke meja 
Pengadilan Agama untuk permohonan wali . Pengadilan Agama 
dalam menangani permohonan wali   juga melakukan mediasi  
sebelum mengabulkan atau menolak permohonan wali . Dimana 
Pengadilan Agama memanggil kedua belah pihak yang bersengeketa ke 
Pengadilan untuk mediasi, ternyata dalam mediasi tersebut ayahnya mau 
hadir memenuhi panggilan Pengadilan Agama. Akhirnya dari mediasi 
yang dilakukan Pengadilan Agama itu berhasil, sehingga sang ayah 
berubah pikiran yang dari awalnya tidak mau menikahkan puterinya 




gelar perkara sudah dibayarkan maka permohonan wali  secara 
adminitratif dikabulan sehingga terbit surat kepatusan yang menyatakan 
permohonan wali  dikabulkan. Dan pengadilan menunjuk kepala 
KUA untuk menjadi wali hakim dari calon manten perempuan. Meskipun 
demikian faktanya di lapangan karena si ayah sudah berubah pikiran dan 
berkenan untuk menjadi wali nikah maka akad nikah tetap dilangsungkan 
dengan menggunakan wali nasab, yaitu ayah sebagai wali nikahnya. 
Sedangkan putusan tentang wali  dari pengadilan gugur dengan 
sendirinya.43 
Sedangkan MOHAMMAD MISBAH staf pada KUA Kec. Jelbuk  
memberikan penjelasan bahwa strategi Kepala KUA dalam menyelesaikan 
sengketa pernikahan wali  adalah secara umum dapat digambarkan 
dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemanggilan kepada pihak-
pihak yang saling bersengketa ke KUA  dalam waktu yang berbeda dengan 
tujuan untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang seluk-beluk 
persoalan yang dihadapi. Tahap kedua, berdasarkan informasi dan 
keterangan lebih lanjut tersebut kepala KUA akan mengurai persoalan 
yang terjadi. Yang selanjutnya dirumuskan  akar persoalan dan bentuk 
sengketanya. Setelah melalui proses tersebut selanjutnya kepala KUA 
merumuskan solusi yang akan ditawarkan kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa. Tahap berikutnya adalah menawarkan opsi-opsi solusi yang 
telah ditentukan kepada pihak-pihak yang saling bersengketa dengan 
                                                                 




mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Kalau mengalami 
kebuntuan pada tahap ini setelah berusaha semaksimal mungkin, kepala 
KUA baru bisa menerbitkan surat penolakan pernikahan N5, sebagai 
acuan permohonan penetapan wali  di pengadilan agama.44    
  Data yang didapat dari hasil observasi lapangan kepala KUA 
sangat jelas melakukan pemeriksaan kepada semua berkas pernikahan 
yang masuk ke KUA baik data yang dari calon suami muapun data dari 
calon isteri, serta wali. Kemudian 
dengan memanggil kedua catin dan wali ke KUA sekaligus memvalidasi 
data-data yang ada telah diajukan dengan fakta real di lapangan. Apabila 
ada kekurangan berkas maka Kepala KUA akan menyuruh catin dan wali 
untuk melengkapinya sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam kasus 
tidak maunya wali untuk menikahkan calon isteri, maka kepala KUA akan 
memanggil kedua belah pihak yang bersengketa ke KUA untuk dimintai 
keterangan lebih lanjut dalam waktu yang berbeda. Setelah itu kepala 
KUA akan menganalisa masalah yang terjadi dan akan mencari akar 
persoalan yang menjadi latarbelakang munculnya ketidak mauan wali 
untuk menikahkan calon isteri. Setelah itu kepala KUA merumuskan cara 
penyelesaian atau solusi jalan keluar dari masalah. Solusi yang sudah 
dirumuskan kemudian ditawarkan kepada pihak pihak yang bersengketa 
dengan mengedepankan keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bersama. 
Dalam hal Kepala KUA menemui kebuntuan pada tahap ini maka Kepala 
                                                                 




KUA menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan dengan menerbitkan 
surat penolakan pernikahan N5. N5 inilah yang akan dijadikan dasar 
pengajuan penetapan permohonan wali  di pengadilan. 45 
 
B. Temuan Penelitian 
1. Latar Belakang Sengketa Pernikahan Wali di Kab.  Jember 
Latar belakang timbulnya sengketa wali  di Kabupaten Jember 
bervariasi sesuai dengan karakteristik kasusnya masing-masing dan akar 
persoalannya. Hal ini sesuai dengan yang dihadapi kepala KUA di Kab. 
Jember serta yang dialami  kedua belah pihak yang bersengketa. Ada 
beberapa temuan peneliti terkait dengan latar belakang munculnya 
sengketa pernikahan wali  di Kab. Jember sebagaimana berikut:  
a. Adanya perbedaan pandangan, yaitu adanya anggapan orang tua yang 
menganggap calon menantu dengan puterinya tidak sekufuk dan 
selevel untuk bersanding, baik dari sisi setatus sosial, pendidikan dan 
nasab (keturunan). Dan di sisi lain orang tua sudah memiliki calon 
yang sudah dipersiapkan untuk puterinya. Sedangkan kriteria calon 
pasangan yang diinginkan calon isteri adalah laki-laki yang 
mengayomi, mendidik, dan bertanggung jawab sudah cukup syarat. 
b. Adanya persetruan yang terus menerus antara wali selaku ayah dengan 
mantan isteri selaku ibu kandung calon  isteri, yang dipicu adanya 
kebencian sebab persoalan masa lalu (perceraian) yang berimbas pada 
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enggannya ayah selaku wali menjadi wali pernikahan puterinya karena 
ayah tidak mau bertemu dengan mantan isteri begitu juga sebaliknya. 
Sedangkan anak mengikuti ibu dan rencana tempat pelaksanaan akad 
di rumah mantan isteri (ibu).  
c. Adanya calon pasangan lain yang menjadi pilihan orang tua juga 
menjadi pemicu munculnya sengketa antara wali dengan calon isteri. 
d. Adanya kesenjangan konflik dan kesenjangan antara ayah selaku wali 
dan ibu dengan puterinya selaku calon isteri dan calon menantunya. 
Ayah dan ibu tidak menyetujui rencana puterinya untuk menikah 
dengan calon menantunya dengan alasan puterinya dalam memilih 
calon suami tidak melibatkan orang tua, sehingga orang tua merasa 
dilangkahi dan merasa tidak diorangkan. Di sisi lain orang tuanya 
memiliki calon sendiri yang dianggap pantas, selevel dan sekufuk 
dengan puterinya. Sedangkan alasan puterinya tidak melibatkan orang 
tuanya dalam memilih calon pasangan adalah ia merasa sudah 
berumur (43 tahun), mandiri, sudah bekerja, dan janda dengan 2 anak. 
Sehingga ia merasa berhak menentukan arah dan jalan hidupnya 
sendiri.        
e.  Adanya  konflik antara wali nikah dengan calon manten perempuan. 
Dimana hubungan wali nikah dengan calon manten perempuan adalah 
saudara kandung. Sedangkan ayah dan kakek calon manten perempuan 
sudah meninggal. Jadi walinya adalah saudara kandung. Akar 




adik sehingga kakak tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan 
adik perempuannya. Konflik yang terjadi tersebut dipicu konflik masa 
lalu, yaitu masalah ketersinggungan kakak kepada adik, sehingga 
kakak memiliki perasaan marah kepada adik. Atas dasar inilah kakak 
selaku wali nikah tidak mau menikahkan adiknya. 
f.   Adanya  sengketa yang terjadi antara ayah selaku wali nikah dengan 
puteri selaku calon isteri dan calon menantunya. Sedangkan ibu 
menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut.  Konflik ayah 
dengan puteri dan calon menantu ini diawali oleh sikap anak yang 
tidak memberitahukan ayah terlebih dahulu dalam memilih pasangan. 
sehingga ayah menganggap pemilihan calon terlalu tergesa-gesa. 
Sehingga si ayah tidak mengetahui secara persis seluk-beluk calon 
menantu. Lebih-lebih ayah bertambah tidak mau dengan calon 
menantunya, ketika diketahui calon menantunya itu berasal dari kultur 
yang berbeda, yaitu kultur Jawa sedangkan si ayah dan puterinya 
berasal dari kultur Madura. Selain tidak sekufuk dari sisikultur budaya 
versi si ayah, si ayah juga sudah memiliki calon lain yang dipersiapkan 
untuk puterinya yang dianggap selevel, pantas dan sekufuk.  
2. Bentuk Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten Jember. 
Sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember bentuknya 
bermacam-macam , sesuai dengan komposisi orang yang bersengketa dan 
akar persoalan yang menjadi pemicu munculnya konflik dan sengketa 




konflik yang terjadi antara wali dengan wanita yang berada di bawah 
perwaliannya. Wali nikah di sini bisa ayah, kakek, sandara kandung, 
paman dan seterusnya sesuai dengan urutan wali. Bisa berbentuk konflik 
antara ayah selaku wali dengan mantan isteri. Bisa berbentuk konflik 
antara ayah-ibu dengan calon isteri, konflik ayah-ibu dengan calon 
menantu, atau bisa juga berbentuk konflik antara orang tua dengan calon 
besan. Bentuk sengketa pernikahan wali  juga bisa diklasifikasikan 
sesuai dengan akar persoalannya yang terjadi yang menjadi pemicu 
munculnya sengketa keluarga. Ada beberapa temuan bentuk sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember yang secara singkat dapat 
diuraikan sebagaimana berikut: 
a. Ada bentuk sengketa pernikahan wali  yang terjadi antara orang 
tua (ayah selaku wali dan ibu) dengan anak perempuannya. Dimana 
orang tua menganggap calon menantunya tidak selevel dan sekufuk 
baik dari sisi status sosial, ekonomi dan nasab keturunan). Calon isteri 
lulusan S2 sedang calon suami lulusan SMP, calon isteri keturunan 
tokoh yang memiliki lembaga pendidikan dan pesantren. Di satu pihak 
bagi anak calon menantu yang dapat membimbing, mengayomi, 
membina, mendidik, menyayangi dan bertanggung jawab sudah cukup 
kriteria menjadi pendamping hidupnya.   
b. Ada bentuk sengketa pernikahan wali  yang terjadi antara ayah 
selaku wali dengan mantan isteri (ibu calon isteri). Dimana calon isteri 




ibu ini berimbas pada tidak maunya ayah menjadi wali nikah pada 
pernikahan anaknya, karena akad nikah akan dilaksanakan di rumah 
mantan isterinya. ayah tidak mau bertemu dengan mantan isterinya 
begitu juga sebaliknya, ada perasaan tidak suka dan benci antara 
keduanya.  
c. Ada bentuk sengketa pernikahan wali  yang terjadi antara orang 
tua dengan anaknya. Orang tua menganggap puterinya telah melangkahi 
dan tidak menganggap dirinya sebab tidak dilibatkan dalam penentuan 
calon pasangan. Dan orang tuanya juga telah memiliki  calon pasangan 
lain yang telah dipersiapkan untuk puterinya. Di pihak lain puterinya 
menganggap dirinya sudah benar apa yang dilakukannya berdasarkan 
pertimbangan bahwa dirinya sudah berumur, mandiri, menjanda, umur  
43 tahun dan sudah memiliki 2 anak, sehingga merasa pantas untuk 
menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri.  
d. Ada bentuk sengketa pernikahan wali  yang terjadi antara saudara 
laki-laki selaku kakak dan wali dengan saudari perempuannya selaku 
calon isteri dan adik. Sengketa ini dipicu konflik yang terjadi di masa 
lalu, kakak mengangggap bahwa adik telah melakukan kesalahan besar 
yang tidak bisa dimaafkan dan berujung pada tidak maunya kakak 
menjadi wali pada pernikahan adiknya.  
e. Ada bentuk sengketa pernikahan wali  yang terjadi antara ayah 
selaku wali dengan puteri dan calon menantunya. Ayah menganggap 




tergesa-gesa. Ayah tidak mau menjadi wali lebih-lebih menantunya 
berasal dari kultur yang berbeda, yaitu calon menantunya berasal dari 
kultur Jawa sedangkan dirinya dari kultur Madura, serta ayahnya juga 
telah memiliki calon lain yang dianggap pantas dan sekufuk dengan 
puterinya. Sedangkan puterinya sebetulnya telah lama menjalin 
hubungan dengan calonnya sejak masih di bangku kuliah tanpa 
sepengetahuan ayahnya. Di pihak yang lain ibunya tidak setuju dengan 
ayahnya sehingga secara diam-diam ikut serta menyediakan berkas-
berkas pernikahan seperti KK dan KTP untuk puterinya.  
 
3. Strategi Kepala KUA dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan 
Wali di Kabupaten Jember. 
Strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa pernikahan 
wali  di Kabupaten Jember bermacam-macam. Hal ini bisa dilihat dari 
strategi yang dilakukan kepala KUA dalam menangani kasus yang 
dihadapi. Strategi dalam menangani kasus sengketa pernikahan wali  
dipengaruhi karakter bentuk sengketanya, juga dipengaruhi oleh akar 
persoalan yang dihadapi, serta dipengaruhi oleh orang yang memediasi. 
Ada beberapa temuan strategi kepala KUA Kabupaten Jember dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan secara bertahap sebagaimana berikut: 
1. Setelah kepala KUA menerima berkas lalu memeriksanya,  
mengetahui aduan akan adanya wali  maka langkah pertama yang 




bersengketa ke KUA dalam waktu yang berbeda. Dimana 
pemanggilan ini dilakukan untuk menggali data dan informasi 
sebanyak-banyaknya untuk menggambarkan apa dan bagaimana 
masalah sesungguhnya yang terjadi guna memetakan latar belakang 
masalah munculnya sengketa, bentuk sengketa dan langkah-langkah 
strategi penyelesaiannya.  
2. Pada prinsipnya kepala KUA secara umum terlebih dahulu menempuh 
jalur non litigasi atau jalur penyelesaian masalah di luar pengadilan 
yang mengedepankan win-win solution. Bila menjumpai kebuntuan 
dalam penyelesaian sengketanya dan masing-masing pihak yang 
bersengketa masih bersih kukuh pada pendiriannya, maka dilakukan 
langkah terakhir yaitu menyelesaikan sengketa tersebut di meja 
pengadilan atau menempuh jalur litigasi.    
3. Setelah kepala KUA mengetahui apa dan bangaimana masalah 
sengketa yang terjadi, pada tahap penyelesaian jalur Non litigasi ini, 
Kepala KUA melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dengan 
melakukan pendekatan-pendekatan personal seraya merumuskan 
tawaran-tawaran penyelesaian masalah bagi kedua belah pihak. 
Setelah rumusan-rumusan opsi penyelesaian sudah dibuat baru Kepala  
kemudian melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak, yaitu 
menawarkan solusi jalan keluar yang terbaik yang mengedepankan 
kebaikan dan kemaslahatan bersama.  Di sini setiap kasus sengketa  




kejelian kepala KUA dibutuhkan untuk melihat akar masalah yang 
terjadi dan merumukan penyelesaiannya. Ada kasus yang berhasil 
diselesaikan dengan cara mediasi dan negosiasi, dan ada yang tidak 
berhasil. 
4. Bagi kasus sengketa yang belum berhasil diselesaikan melewati jalur 
non-litigasi, jalan terakhir adalah menyelesaikan sengketanya di 
pengadilan, dengan cara memohon penetapan wali . Setelah terbit 
putusan pengadilan berupa penetapan wali , kepala KUA masih 
berkesempatan memediasi kembali dengan menawarkan kepada wali 
untuk menjadi wali nasab sebelum pelaksanaan akad. Bila walinya 
tidak merespon dan bersih kukuh pada posisinya. Baru pernikahan 
bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sesuai dengan 
amanat putusan penetapan pengadilan.   
5. Ditemukannya adanya kepala KUA yang kurang taat mematuhi aturan 
media yaitu memanggil pihak-pihak yang bersengketa ke KUA dalam 
waktu yang bersamaan, sehingga hasilnya kontra produktif dalam 
sebuah mediasi.  
6. Adanya kepala KUA yang langsung menempuh jalur litigasi atau 
menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pernikahan 
wali  dengan pertimbangan sedikitnya waktu yang tersedia untuk 
melakukan mediasi, karena bebarengan dengan musim pernikahan dan 







A. Analisa Latar Belakang Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten 
Jember 
Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 
pertengkaran, pembantahan, pertikaian, dan perselisihan perkara. Sengketa 
atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya 
perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Sebuah konflik, 
yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan 
kepentingan. Dan konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa 
apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas 
atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi 
sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa 
tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak 
yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Ali Achmad 
menegaskan bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau 
lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 
Setiap sengketa atau konflik pasti ada sebab yang melatarbelakanginya 
yang menjadi pemicu munculnya konflik tersebut. Hal ini terjadi pada semua 
konflik termasuk di dalamnya adalah sengketa pernikahan wali . Apabila 




akan menjadi presedent buruk bagi keluarga, terutama dalam masalah 
keharmonisan wali dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya, 
sehingga cita-cita perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah 
wa rahmah akan menjadi sulit. Di samping itu bila tidak cepat diselesaikan juga 
sangat memungkinkan terjadi sengketa yang berkepanjangan yang berakhir 
pada persidangan di Pengadilan Agama. Dan yang perlu diperhatikan di sini, 
bahwa kasus pernikahan wali  yang sampai ke Pengadilan Agama akan 
membawa dampak psikologis yang berat, baik bagi calon penganten karena 
pernikahannya tidak direstui oleh walinya, bagi wali sendiri, maupun bagi dua 
keluarga besar, baik keluarga besar calon manten pria dan keluarga besar calon 
manten wanita. Hal ini sangat berlawanan dengan tujuan perkawinan 
sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 
1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu, sengketa pernikahan wali  
yang sampai di meja Pengadilan Agama, juga menambah beban finansial bagi 
calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, 
karena calon mempelailah yang mengajukan permohonan penetapan wali  
di Pengadilan Agama.          
Di sinilah Kepala KUA sebagaimana tupoksinya yang berwenang 
melayani nikah dan rujuk, bimbingan masyarakat Islam dan bimbingan 




dan fungsi mendamaikan suami isteri yang bersengketa atau berselisih atau 
dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami isteri yang 
akan melangsungkan perkawinan, termasuk memberikan nasehat dan arahan 
serta solusi antara wali nikah dan calon mempelai yang bersengketa. Di sini 
kepala KUA memiliki peran strategis untuk menyelesaikan permasalah yang 
dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan memperhatikan kebaikan 
dan kemaslahatan bersama.  
Dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali , perlu 
mengungkap latar belakang munculnya sengketa secara detil. Hal ini 
dibutuhkan untuk memahami dan mengungkap motif latar belakang masalah 
yang terjadi. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat terurai dengan baik dan 
akar masalah yang menjadi pemicu dapat diketahui dengan cepat dan tepat.  
Dalam mengungkap latar belakang sengketa dan masalah, seorang 
Kepala KUA haruslah berhati-hati dan jeli dalam menentukan dan memilih 
akar masalah yang terjadi. Menentukan akar masalah dalam sengketa ini 
h 
Terkadang wali dan anak menutup-nutupi dan kurang terbuka terkait dengan 
akar persoalan yang sebenarnya. Sehingga alasan-alasan yang disampaikan 
untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak 
menggambarkan masalah yang sesungguhnya. Kepala KUA harus bisa 
menemukan akar persoalannya apakah akar persoalannya besar apa kecil. 
Dengan seperti itu kepala KUA berpeluang besar untuk berdiskusi dan 




Setelah itu yang dilakukan kepala KUA memediasinya, setiap kasus memiliki 
karakter yang berbeda-beda, tentu pendekatan yang dilakukan juga berbeda-
beda, dan solusi yang diberikannya pun berbeda-beda sesuai dengan besar 
kecilnya akar persoalannya yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Setelah 
merumuskan solusinya Kepala KUA melakukan langkah-langkah negosiasi 
dengan menawarkan opsi-ospi solusi penyelesaian masalah. Dalam pemberian 
jalan keluar tentu Kepala KUA harus mengacu kepada win-win solution 
sebagai jalan tengah. 
Dengan memahami persoalan di atas, tanpa berpretensi untuk 
melakukan simplifikasi atas latar belakang munculnya sengketa atau konflik 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember, bila dicermati secara jeli maka 
latar belakang munculnya sengketa pernikahan wali  di Kebupaten Jember 
bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. 
Hal ini bisa dilihat dari kasus sengketa pernikahan wali  yang dihadapi 
kepala KUA di Kabupaten Jember, di mana latar belakang sengketanya 
bermacam-macam dan akar persoalannya yang memicu munculnya konflik 
juga berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan hemat Yusron bahwa masing-masing 
kasus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu kasus dengan kasus 
lainnya. Dan perbedaan karakteristik suatu kasus sengketa bersumber dari 
perbedaan akar masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa.  
Faktor penyebab terjadinya sengketa pernikahan wali  bermacam-




pihak satu dengan pihak lainnya. Terkadang adanya aturan-aturan kaku yang 
dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan 
masing-masing pihak. Kerena setiap pihak akan berupaya semaksimal 
mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa 
semakin besar. 
Ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk 
mengungkap latar belakang dan sebab musabbab munculnya sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember. Di antaranya adalah yang pertama 
teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat ini menurut Rahmadi 
menitikberatkan pada adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam 
masyarakat. Di mana solusi yang ditawarkan oleh penganut teori ini terhadap 
konflik-konflik yang timbul yaitu dengan cara peningkatan komunikasi dan 
saling pengertian antara kelompok yang mengalami sengketa, serta 
pengembangan toleransi agar kedua belah pihak bisa saling menerima 
keberagaman dan perbedaan.  
Teori yang kedua adalah teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip 
ini menurut Rahmadi menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya 
perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganut teori ini 
berpandangan bahwa supaya sebuah sengketa dapat diselesaikan dengan baik, 
maka pihak-pihak yang bersengketa/berkonflik harus mampu memisahkan 
perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi 
berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan bersama dan bukan pada posisi 




Teori yang ketiga adalah teori identitas. Teori ini menurut Rahmadi 
menjelaskan bahwa sengketa terjadi karena sekelompok orang merasa 
identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori ini mengusulkan 
penyelesaian sengketa dengan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara 
wakil-wakil kelompok yang mengalami sengketa dengan tujuan 
mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang dirasakan serta 
membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhir yang diharapkan adalah 
pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak 
yang bersengketa. 
Teori yang keempat adalah teori kesalahpahaman antar budaya. Teori 
kesalahpahaman antar budaya ini menurut Rahmadi menerangkan bahwa 
sengketa yang terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara 
orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga, perlu dialog 
antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami 
budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki 
terhadap pihak lain. 
Teori yang kelima adalah teori transformasi. Teori ini menurut 
Rahmadi menerangkan bahwa sengketa bisa terjadi karena adanya masalah-
masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun 
politik. Adapun penyelesaian konfliknya bagi penganut paham ini dapat 
dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka 




jangka panjang para pihak yang mengalami sengketa, serta pengembangan 
proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, 
rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing. 
Teori yang keenam adalah teori kebutuhan atau kepentingan manusia. 
Teori ini menurut Rahmadi pada intinya menjelaskan bahwa sengketa dapat 
terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat 
terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang lain. Kebutuhan dan 
kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, 
prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan 
dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, 
sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural 
(procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan 
kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau 
bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati. 
Faktanya di Kabupaten Jember latar belakang munculnya sengketa 
pernikahan wali   bermacam-macam sesuai dengan latar belakang 
pernikahan wali  yang dihadapi kepala KUA di Kabupaten Jember 
sebagaimana berikut ini: 
Adanya perbedaan cara pandang antara pihak-pihak yang bersengketa 
tentang kriteria calon pasangan menjadi salah satu penyebab terjadinya 
konflik/sengketa yang terjadi pada pernikahan wali  di Kabupaten Jember. 
Bila ditinjau dari pengertiannya menurut Ali Ahmad sengketa pada hakikatnya 




yang berbeda tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berakibat hukum 
bagi keduanya. Sehingga sengketa dapat diartikan sebagai suatu perselisihan 
yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan 
persepsinya masing-masing.  
Dalam teori sebab-sebab timbulnya sengketa perbedaan pandangan ini 
bisa dibaca dengan teori negosiasi prinsip. Menurut teori ini, semua orang 
memiliki prinsip dan cara pandang sehingga memiliki kriteria sendiri-sendiri 
dalam melihat sesuatu yang membutuhkan negosiasi, termasuk melihat kriteria 
calon pasangan penganten. Bagaimana kriteria calon pasangan pengantin harus 
dipenuhi. Adanya anggapan orang tua tentang calon pasangan yang tidak 
sekufuk, selevel dan pantas baik dari sisi status sosial, ekonomi, dan nasab 
sebagaimana dalam sengketa yang dihadapi oleh Yusron Barid (Kepala KUA 
Kec. Rambipuji) ini masuk dalam kategori akar masalah perbedaan pandangan. 
Pada dasarnya anggapan ini wajar-wajar saja, karena semua orang tua pasti 
ingin memiliki calon pasangan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di sisi yang 
lain sang anak memiliki cara pandang yang berbeda dari orang tuanya tentang 
kriteria calon pasangan. Bagi anak suami yang bisa bertanggung, menyayangi, 
mendidik dan dapat membina serta mengayomi sudah cukup kriteria menjadi 
calon pasangan. di sinilah perbedaan cara pandang menjadi akar persoalan 
yang terjadi. Begitu juga yang terjadi pada kasus yang dihadapi Syarif Hidayat 
(Kepala KUA Kec. Kaliwates), dimana perbedaan cara pandang juga menjadi 
akar persoalan terjadinya konflik dan sengketa. Dimana cara pandang orang tua 




dalam memilih pasangan seorang anak harus melibatkan orang tuanya, 
sehingga orang tuanya tidak merasa dilangkahi dan diorangkan. Bila anak tidak 
melibatkan orang tuanya hal itu merupakan kesalahan besar yang dilakukan 
seorang anak terhadap orang tuanya. Meskipun anaknya telah mendiri, telah 
bekerja, telah menjanda, atau telah dewasa. Namun di sisi lain cara pandang 
sang anak berbeda dari orang tuanya,  anak memandang bahwa usia dewasa, 
mandiri, telah bekerja dan telah menjanda dengan 2 orang anak sudah cukup 
dan memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya sendiri termasuk dalam 
penentuan dan pemilihan calon pasangan  tanpa memberi tahukan dan 
melibatkan orang tuanya. Begitu juga kasus sengketa yang dihadapi Ikmal 
Muntadhor selaku kepala KUA Kec. Jelbuk persoalan perbedaan cara pandang 
juga menjadi penyebab dan pemicu terjadinya sengketa antara orang tua dan 
anak. Orang tuanya berpandangan bahwa dalam penentuan dan pemilihan 
calon pasangan tidak boleh tergesa-gesa butuh proses panjang dan butuh 
ketelitian dalam melihat calon pasangan apakah sekufuk atau tidak. Baik 
sekufuk dari sisi agama, ekonomi, status, maupun budaya. Bagi orang tua 
dalam kasus ini anaknya tidak sekufuk dari sisi budaya dengan calonnya, 
karena calonnya berasal dari kultur Jawa sedangkan dirinya berasal dari kultur 
Madura. Atas dasar ini orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menikah 
dengan calon pasangannya. Di pihak lain anaknya berbeda dengan ayahnya, 
sebenarnya ia sudah berhubungan lama dengan calonnya yaitu semenjak di 
bangku kuliah, namun tidak sepengetahuan ayahnya. Bagi dirinya perbedaan 




juga pada kasus yang dihadapi Syarif Hidayat, ada ketidak percayaan pada 
kedua belah pihak yang bersengketa. Di mana orang tua tidak percaya kepada 
anaknya karena tidak melibatkan dirinya dalam memilih calon pasangan, 
sehingga orang tua merasa dilangkahi dan tidak diorangkan.  
Dari perbedaan cara pandang ini juga berakibat pada kondisi saling 
merugikan di antara  pihak-pihak yang saling bersengketa sehingga pada 
akhirnya menimbulkan ketidak percayaan di antara keduanya. Ini sangat cocok 
dan berkorelasi dengan teori hubungan masyarakat  yang menyatakan bahwa 
adanya ketidak percayaan antara pihak-pihak yang saling bersengketa menjadi 
penyebab dan pemicu timbulnya sengketa, termasuk pada sengketa pernikahan 
wali . Sebagaimana dalam konteks ini seperti kasus yang dihadapi Yusron 
Barid, orang tua tidak percaya kepada puterinya yang telah memilih pasangan 
tidak sekufuk atau tidak selevel, baik dari sisi status sosial, ekonomi, maupun 
nasab (keturunan).  Begitu juga sebaliknya sang anak tidak percaya kepada 
orang tuanya yang tidak mengizinkan anaknya menikah dengan calon pasangan 
pilihannya. Begitu juga dengan kasus yang dihadapi Syarif Hidayat ada ketidak 
percayaan orang tua kepada anaknya, karena anaknya dianggap telah 
melangkahi dan tidak mengorangkan dirinya lantaran anaknya tidak melibatkan 
orang tuanya dalam pemilihan calon pasangan, meskipun anaknya sudah 
mandiri, dewasa (43 tahun), bekerja, sudah menjanda dengan 2 orang anak 
sekalipun, ia harus tetap melibatkan orangnya dalam pemilihan calon. Tetapi 
berbeda dari sudut pandang anaknya, ada ketidak percayaan dirinya kepada 




untuk menentukan arah hidupnya, dengan pertimbangan dirinya telah mandiri, 
dewasa (43 tahun) bekerja, telah menjanda dengan 2 orang anak. Begitu juga 
yang terjadi pada kasus yang dihadapi Ikmal Muntadhor, ada ketidak 
percayaan seorang ayah kepada anaknya, karena dianggap melangkahi lantaran 
tidak melibatkan dirinya dan dianggap terlalu tergesa-gesa dalam menentukan 
dan memilih calon pasangan. Begitu juga sebaliknya anaknya tidak percaya 
kepada ayahnya, karena ia telah menjalin dan membina hubungan dengan 
calon pasangannya sejak di bangku kuliah. Begitu juga yang menjadi pemicu 
konflik adalah perbedaan kultur antara calon isteri dengan calon suami, yang 
bagi calon isteri itu bukanlah masalah dalam membina keluarga. 
Adanya perasaan sakit hati antara pihak pihak yang bersengketa juga 
menjadi pemicu munculnya sengketa pernikahan wali  di Kabupaten 
Jember. Karena persetruan dalam sengketa pada hakekatnya menurut 
Nurmaningsih Amriani adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa 
dirugikan dan disakiti oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut 
menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi 
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan 
dengan sengketa. Perbuatan merugikan dan menyakiti yang dilakukan salah 
satu pihak atau keduanya disebabkan karena adanya ancaman terhadap 
identitas pihak-pihak yang saling bersengketa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa 
kasus sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember. Pada kasus yang 
dihadapi Yusron Barid, si ayah selaku wali nikah terancam identitasnya 




menantu yang tidak sekufuk dan tidak selevel baik dari sisi status sosial, 
ekonomi dan nasab (keturunan). Begitu juga dalam kasus yang dihadapi Syarif 
Hidayat, bahwa ayah selaku wali dan mantan isteri selaku ibu calon isteri yang 
saling bersengketa merasa terancam identitasnya. Hal ini lantaran 
persoalan/konflik masa lalu ketika bersetatus sebagai suami isteri yang 
berujung pada perceraiannya. sehingga keduanya bersikap tidak mau saling 
bertemu satu sama lainnya, yang berujung pada tidak maunya ayah hadir 
menjadi wali nikah dalam acara pernikahan anaknya yang bertempat di rumah 
mantan isteri. Begitu juga yang terjadi pada kasus kedua yang dihadapi Syarif 
Hidayat, bahwa orang tua merasa terancam identitasnya karena merasa tidak 
diorangkan lantaran tidak dilibatkan dalam pemilihan calon pasangan dan juga 
orang tua sudah memiliki calon lain yang dianggap pantas untuk puterinya. 
Begitu juga sebaliknya sang puteri merasa identitasnya terancam karena ia 
merasa memiliki hak untuk menentukan arah dan jalan hidupnya. Hal ini 
dilakukan puterinya dengan pertimbangan bahwa dirinya telah mandiri, sudah 
bekerja, sudah dewasa umur (43 tahun), dan sudah menjanda dengan dua anak. 
       Perasaan sakit hati dan merasa dirugikan bisa juga disebabkan oleh 
perbuatan ketidak adilan yang dilakukan pihak-pihak yang saling bersengketa. 
Hal ini sejalan dengan teori transformasi yang menyatakan bahwa akar 
pesoalan sengketa yang terjadi disebabkan adanya ketidak adilan dan ketidak 
setaraan yang dilakukan salah satu pihak yang bersengketa atau keduanya. 
Merasa menerima perlakuan tidak adil membuat seorang bersengketa atau yang 




lawannya. Karena  pada dasarnya ketidak adilan harus disingkirkan dan 
dihilangkan. Hanya saja persepsi seseorang telah melakukan ketidak adilan 
sudah sesuai sebagaimana mestinya atau tidak. Di sinilah pentingnya untuk 
mengetahui cara pandang terhadap suatu masalah. 
Perasaan sakit hati dan merasa dirugikan juga bisa disebabkan  
kebutuhan atau kepentingan salah satu pihak yang bersengketa atau keduanya 
tidak dapat terpenuhi atau terhalangi. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan 
dan kepentingan manusia. Dimana teori ini menyatakan bahwa akar sengketa 
yang terjadi adalah adanya kebutuhan atau kepentingan yang terhalangi atau 
dihalangi oleh salah satu pihak yang saling bersengketa. Hal ini bisa terjadi 
untuk semua kasus pernikahan wali  di Kabupaten Jember. Paling tidak 
tidak maunya wali menikahkan calon isteri ini merupakan penghalangan wali 
terhadap kepentingan dan kebutuhan calon isteri, atau sebaliknya. 
Adanya calon lain yang ditetapkan orang tua atau ayah sebagai wali 
juga menjadi sebab terjadinya sengketa pernikahan wali  di Kabupaten 
Jember. Dimana calon pasangan lain ini versi orang tua atau wali dianggap 
sekufuk dan pantas bersanding dengan calon isteri. Munculnya calon pasangan 
lain yang ditetapkan orang tua atau wali biasanya dari beberapa kasus sengketa 
pernikahan wali  yang terjadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antara orang tua atau wali dengan calon isteri. Sehingga orang 
tua/wali menentukan calon pilihan tidak sepengetahuan dan tidak melibatkan 
anaknya. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi anak ketika pilihan 




bertambah sulit bagi anak ketika anak memiliki calon lain. Begitu juga 
sebaliknya di beberapa kasus sengketa yang ada di Kabupaten Jember, dalam 
pemilihan dan penentuan calon pasangan tidak melibatkan dan tidak 
sepengetahuan orang tua. Sehingga pilihan yang ditentukan oleh anak tidak 
sesuai dengan harapan orang tua atau wali. Kurangnya komunikasi ini juga 
menambah rumitnya persoalan ketika masing-masing pihak yang bersengketa 
sama-sama menentukan pilihan calon pasangan tanpa adanya koordinasi, 
pemberitahuan, dan tidak saling melibatkan antara pihak-pihak yang saling 
bersengketa. Sehingga orang tua atau wali terlanjur memiliki calon pasangan  
untuk anaknya, di saat anaknya juga memiliki calon pasangan tanpa 
sepengetahuan orang tua atau walinya, dan sebaliknya. Hal ini sebagaimana 
pada kasus kedua yang dihadapi Syarif Hidayat,  begitu juga pada kasus yang 
dihadapi Ikmal Muntadhor dan Yusron Barid. 
Perbedaan kultur juga menjadi sebab pemicu terjadinya sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember sebagaimana yang terjadi pada 
kasus yang dihadapi Ikmal Muntadhor. Cara pandang tentang kultur di masing-
masing daerah tidak sama, ada yang mempersoalkan kultur ada yang tidak. 
Misal Arab denga non-Arab, Jawa dengan non-Jawa, Madura dengan non-
Madura dan lai-lain.  
Bila tinjau dari kajian Islam maka ada alasan-alasan yang bisa diterima 
syari  untuk seseorang menjadi . , Maliki dan 
Hambali bolehnya seseorang menjadi  dengan alasan: calon suami jelek 




calon suami beda agama, kafa ah. Syarat kafa ah ukurannya masih 
diperdebadkan, , Hanafi dan Hambali memasukkan bagian dari 
kafa ah adalah nasab, pekerjaan, kekayaan, kesempurnaan anggota tubuh.  Bila 
melihat kasus-kasus yang ada di Kabupaten Jember maka alasan-alasan yang 
ada yang menjadi akar persoalan tidak termasuk alasan-
membolehkan seseorang menjadi , sehingga dari kasus-kasus ini jika 
dilanjutkan ke meja pengadilan, maka bisa dipastikan pengadilan akan 
mengabulkan permohonan penetapan wali .   
Dari sini dapat dimapping sebab-sebab yang memenjadi pemicu 
munculnya sengketa wali  di Kabupaten Jember sebagai berikut: 
NAMA KEPALA KUA LATAR BELAKANG SENGKETA 
Yusron Barid, SH 
Kepala KUA Kec. 
Rambipuji 
- Perbedaan cara pandang kriteria yang berbeda 
antara wali dan calon isteri tentang calon 
suami, yaitu tidak sekufuk antara calon isteri 
dan calon suami dari sisi pendidikan, status 
sosial, dan nasab. 
- Adanya calon lain pilihan orang tua 
- Adanya perasaan sakit hati dan dirugikan yang 
dialami wali memiliki calon menantu yang 
tidak sekufuk dengan calon isteri 
- Adanya ancaman identitas 
Syarif Hidayat, M.HI. 
Kepala KUA Kec. 
Kaliwates 
KASUS 1 
- Adanya sakit hati antara wali dengan mantan 
isteri (ibu calon isteri) 
 
Syarif Hidayat, M.HI. 





- Perbedaan cara pandang antara wali dan calon 
isteri tentang pelibatan orang tua dalam 
memilih calon pasangan. 
- Adanya ketidakpercayaan wali kepada calon 
isteri. 
- Adanya calon lain pilihan orang tua 
- Calon isteri merasa ada ancaman identitas 
terhadap dirinya sebab merasa memiliki hak 
menentukan arah hidupnya. 
- Adanya perasaan sakit hati pada diri wali 




oleh calon isteri 
Didik Kurniawan, SAg 
M.HI. 
Kepala KUA Kec. Silo 
- Adanya sakit hati antara wali dengan mantan 
isteri (ibu calon isteri) 
- Termpat akad pernikahan  
 
Saiful Hadi, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Balung 
- Adanya perasaan sakit hati yang dialami wali 
selaku saudara kandung kepada calon isteri.   
Ikmal Muntadhor, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Jelbuk 
- Perbedaan cara pandang antara wali dan calon 
isteri tentang pelibatan orang tua dalam 
memilih calon pasangan. 
- Adanya ketidak percayaan antara wali dan 
calon isteri 
- Perbedaan budaya 
- Adanya calon lain pilihan orang tua  
 
 
Dari sini tampak bahwa dari sekian latar belakang penyebab munculnya 
sengketa wali  di Kabupaten Jember secara berurutan didominasi oleh: 
1. Adanya perasaan sakit hati antara pihak-pihak yang bersengketa  
2. Perbedaan cara pandang antara pihak-pihak yang bersengketa  
3. Adanya calon lain pilihan orang tua  
4. Adanya ancaman identitas terhadap pihak-pihak yang saling bersengketa  
5. Perbedaan budaya  
 
B. Analisa Bentuk Sengketa Pernikahan Wali di Kabupaten Jember 
Berbicara masalah bentuk sengketa, secara umum berbagai sengketa 
atau konflik dalam masyarakat maupun dalam keluarga dapat diklasifikasikan 
dan dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sengketa. Ditinjau dari sifatnya 
sengketa dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu sengketa yang 
destruktif dan sengketa yang konstruktif. Pertama, sengketa yang destruktif 




senang, rasa benci dan dendam dari seseorang atau kelompok kepada pihak 
lain. Pada sengketa yang bersifat destruktif ini terjadi bentrok atau kontak fisik 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Misalnya sengketa 
atau konflik yang terjadi di daerah Poso, Ambon, Kupang, Sambas dan lain-
lain. Sedangkang kedua, sengketa yang konstruktif bersifat fungsional.  
Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari seseorang atau 
kelompok dalam menghadapi dan menyikapi suatu permasalahan. Konflik ini 
kalau diarahkan dengan baik akan menghasilkan suatu konsesus dari berbagai 
pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Tetapi kalau perbedaan 
pendapat tidak diarahkan dengan baik maka akan muncul sebaliknya. Misalnya 
perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi atau perbedaan pendapat dalam 
keluarga. 
Sengketa atau konflik bila ditinjau dari sisi posisi pelaku, maka 
sengketa atau konflik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, 
sengketa/konflik vertikal, yaitu sengketa yang terjadi antar komponen 
masyarakat atau keluarga di dalam satu struktur yang memiliki hirarki. 
Misalnya, sengketa yang terjadi dalam kantor antara atasan dengan bawahan. 
Dalam keluarga misalnya sengketa yang terjadi antara orang tua dengan anak. 
Kedua, sengketa/konflik horizontal, yaitu sengketa yang terjadi antara individu 
atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik 
yang terjadi antar organisasi masa. Dalam keluarga, sengketa antara saudara, 
sengketa yang terjadi antara ibu dengan ayah, sengketa antara orang tua dengan 




konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke 
seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. 
Contohnya sengketa atau konflik yang terjadi di Aceh.  
Berbeda dengan klasifikasi bentuk sengketa di atas, Soerjono Soekanto 
membagi sengketa atau konflik sosial menjadi lima bentuk. Pertama, 
sengketa/konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara 
dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Kedua, 
sengketa/konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 
perbedaan-perbedaan ras. Ketiga, sengketa/konflik atau pertentangan antara 
kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan 
kepentingan antar kelas sosial. Keempat, sengketa/konflik atau pertentangan 
politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis 
seseorang atau kelompok. Dan yang kelima, sengketa/konflik atau pertentangan 
yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan 
kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. 
Sementara itu, Ralf Dahrendorf membagi sengketa/konflik ke dalam 
empat macam. Pertama, sengketa/konflik antara atau yang terjadi dalam 
peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah 
suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan 
dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya. Kedua, sengketa/konflik 
antara kelompok-kelompok sosial. Ketiga, sengketa/konflik antara kelompok-




antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi 
internasional. 
Adapun bentuk sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember 
berbeda-beda dan bermacam-macam bentuknya sebagaimana analisa berikut 
ini: 
1. Dari Sifat Sengketa 
Kasus sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember bila 
dilihat dari sifatnya, pertama ada yang berbentuk sengketa konstruktif, 
senyampang sengketa itu dapat dikendalikan dan diarahkan dengan baik. 
Perbedaan cara pandang adalah sesuatu yang lumrah dan hal itu bagian 
dari sisi kemanusian, bahwa setiap orang memiliki pemikiran dan perasaan 
masing masing. Pepatah Arab mengatakan setiap kepala memiliki 
pemikiran masing-masing ( ). Ada batasan sengketa itu 
dikatakan sengketa konstruktif (membangun) bila sengketa ini diakibatkan 
perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan standar atau ukuran dalam 
pemilihan calon pasangan. bukan karena adanya perasaan tidak senang, 
benci, sakit hati dan dendam dan juga tidak sampai pada adanya 
pengrusakan dan bentrok fisik sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa 
dan harta benda. Ada beberapa kasus sengketa pernikahan wali  di 
Kebupaten Jember yang bisa dikategorikan sebagai sengketa konstruktif. 
Pertama, kasus yang dihadapi Yusron Barid, dimana kasus ini  muncul 
hanya sebatas adanya perbedaan pendapat, pandangan dan standar atau 




anaknya dengan calon pasangannya tidak sekufuk dan tidak selevel baik 
dari sisi status sosial, pendidikan maupun nasab (keturunan). Begitu juga 
kasus yang dihadapi oleh Syarif Hidayat pada kasus pertamanya akar 
persoalannya adalah adanya perbedaan pendapat dalam menghadapi 
sebuah persoalan. Orang tua dalam hal ini menginginkan puterinya 
melibatkan dirinya dalam pemilihan calon pasangan sehingga orang tua 
tidak sampai mencarikan pasangan untuk puterinya. Di sisi lain puterinya 
merasa memiliki hak untuk menentukan jalan dan arah hidupnya dengan 
pertimbangan bahwa dirinya sudah berumur (43 tahun), sudah dewasa, 
sudah bekerja, dan sudah menjanda dengan 2 orang anak.  
Bentuk kedua, sengketa pernikahan wali  yang ada di 
Kabupaten Jember adalah berbentuk sengketa destruktif. Dikatakan 
sengketa destruktif karena sengketanya muncul dari adanya rasa tidak 
suka, tidak senang, sakit hati dan dendam. Sengketa destruktif ini bisa 
berakibat kerusakan bahkan samapai yang fatal bisa berakibat bentrok dan 
kontak fisik yang berakibat hilangnya nyawa dan harta benda. Contoh 
kasus yang terjadi di Kabupaten Jember yang bisa dikategorikan sebagai 
sengketa destruktif adalah sengketa yang dihadapi Syarif Hidayat, dimana 
kasus sengketanya muncul dari adanya ketidak senangan, rasa benci dan 
dendam dari seorang ayah selaku wali nikah kepada mantan isterinya 
selaku ibu manten. Begitu juga sebaliknya. Sehingga ayah merasa enggan, 
malu dan tidak enak bila ayah datang ke tempat pernikahan puterinya yang 




kedatangan mantan suaminya di pernikahan puterinya. Sekalipun sengketa 
ini tidak sampai adanya bentrok dan kontak fisik yang berakibat hilangnya 
nyawa atau harta benda. Dan sengketa ini tidak bisa dikategorikan sebagai 
sengketa konstruktif karena munculnya sengketa ini bukan berangkat dari 
perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa. Begitu juga 
dengan kasus yang dihadapi Didik Kurniawan juga bisa dikatakan 
destruktif karena motifnya muncul dari adanya rasa tidak suka, tidak 
senang, benci dan dendam dari seorang ayah selaku wali kepada mantan 
isterinya. demikian juga dengan kasus yang dihadapi Saiful Hadi, dimana 
sengketanya muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan 
dendam yang dilakukan sang kakak kepada adik perempuannya. Sehingga 
sang kakak tidak mau menjadi wali pada pernikahan adiknya. Sengketa ini 
juga dikatakan sengketa yang destruktif karena bukan sengketa karena 
perbedaan pendapat, tetapi karena rasa ketidak senangan kakak kepada 
adiknya meskipun sengketa ini tidak sampai pada bentrok dan kontak fisik 
yang menyebabkan hilangnya nyawa atau harta. 
Bentuk ketiga, berbentuk sengketa konstruktif-destruktif. Sengketa 
ini merupakan perpaduan sengketa yang muncul karena adanya perbedaan 
pandangan/pendapat yang dibarengi dengan adanya rasa tidak suka, tidak 
senang, benci dan dendam, meskipun tidak berujung pada bentrok dan 
kontak fisik yang berakibat pada hilangnya nyawa dan harta benda.  
Contoh kasus yang bisa dikatagorikan sebagai sengketa kontruktif-




konstruktif karena sengketanya  ini muncul karena perbedaan pandangan 
dalam pemilihan calon pasangan. Sang ayah menganggap sang anak tidak 
melibatkan orang tuanya dalam pemilihan calon pasangannya, sehingga 
ayah tidak sampai mencari calon lain untuk anak perempuannya. Dan anak 
dalam pemilihan calon pasangan dianggap terlalu dini dan terlalu 
mendadak serta tergesa-gesa. Dan sengketa ini bisa dikatakan sebagai 
sengketa destruktif karena ayah selaku wali merasa marah karena merasa 
dilangkahi oleh anaknya. Dan ayah juga menggap calon menantunya tidak 
selevel dan sekufuk, karena berasal dari kultur yang berbeda, dimana calon 
menantunya berasal dari kultur Jawa sedangkan dirinya berasal dari kultur 
Madura.  
2. Dari Posisi Orang Yang Bersengketa 
Kasus sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember, bila 
dilihat dari orang yang bersengketa maka sengketa yang terjadi dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama,  sengketa pernikahan 
wali  yang berbentuk vertikal. Disebut sengketa vertikal menurut 
Kusnadi karena sengketa yang terjadi pada level atau tingkat yang berbeda 
dalam sebuah khirarki keluarga. Kasus sengketa pernikahan di Kabupaten 
Jember yang bisa dikelompokan ke dalam sengketa vertikal antara lain 
kasus yang dihadapi Yusron Barid. Kasusnya merupakan sengketa antara 
orang tua dengan anak, dimana status antara orang tua dan anak dalam 
hirarki keluarga berbeda. Orang tua, ayah selaku wali dan ibu berada di 




Syarif Hidayat bisa disebut sengketa vertikal sebab orang-orang yang 
bersengketa dalam masalah ini memiliki posisi yang berbeda. Orang tua, 
ayah dan ibu bersengketa dengan puterinya, di mana posisi keduanya 
berbeda dalam hirarki keluarga. Orang tua, ayah dan ibu berada pada 
posisi yang lebih tinggi dari puterinya dalam hirarki keluarga. Demikian 
juga dengan kasus yang dihadapi Ikmal Muntadhor. 
Selain berbentuk sengketa vertikal, juga ada yang berbentuk 
sengketa horizontal. Disebut sengketa horizontal menurut Kusnadi karena 
sengketa yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki 
kedudukan yang relative sama dalam sebuah herarki. Kasus sengketa di 
Kab. Jember yang bisa dikelompokkan ke dalam sengketa horizontal 
adalah antara lain kasus yang dihadapi Syarif Hidayat. Dalam Sengketanya  
terjadi antara ayah selaku wali nikah dengan mantan isterinya. Di mana 
ayah dengan mantan isterinya memiliki kedudukan yang relatif sama 
dalam hirarki keluarga. Demikian juga kasus yang dihadapi didik 
Kurniawan,  sengketa ini terjadi antara ayah selaku wali nikah dengan 
mantan isterinya. Di mana ayah dengan mantan isterinya memiliki 
kedudukan yang relatif sama dalam hirarki keluarga. Begitu juga dengan 
Kasus yang dihadapi Saiful Hadi karena dalam sengketa ini, orang yang 
yang bersengketa memiliki keddudukan posisi yang relatif sama dalam 
hirarki keluarga. Kakak dan adik sederajat kedudukannya dalam keluarga 
yaitu sama-sama anak dari orang tuanya. 




Sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember bila dilihat 
dengan menggunakan klasifikasi sengketa menurut Soerjono Soekanto, 
maka sengketa yang terjadi dapat dimasukkan kedalam sengketa atau 
pertentangan pribadi. Karena menurut Soerjono Soekanto model ini terjadi 
antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan 
sebagainya. Dan sengketa yang di Kabupaten Jember tidak bisa 
dimasukkan ke dalam sengketa rasial, karena bukan pertentangan ras. Dan 
juga sengketa ini tidak bisa dikategorikan sebagai sengketa politik dan 
sengketa internasional. Kasus-kasus sengketa yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori sengketa atau pertentangan pribadi di antaranya adalah 
kasus sengketa yang dihadapi Yusron Barid. Dimana pada kasus yang 
dihadapinya orang tua memandang calon menantunya berasal dari kelas 
sosial yang lebih rendah, sehingga calon menantunya dianggap tidak 
pantas, tidak selevel dan sekufuk, baik dari sisi pendidikan, status sosial 
dan nasab (keturunan).  Dari sini jelas motif orang tua menolak 
menantunya. Karena persoalan pribadi yang tidak cocok dengan calon 
menantunya. Selain sengketa ini dikategorikan ke dalam 
sengketa/pertentangan pribadi. Sengketa yang dihadapi Yusron ini bisa 
dikategorikan sengketa antar kelas-kelas sosial. Mengapa demikian, karena 
masalah yang dipersoalkan orang tua (wali) masalah status sosial calon 
menantunya.  
Demikian juga dengan sengketa yang dihadapi Syarif baik kasus 




dikategorikan sebagai sengketa/pertentangan pribadi. Sengketa pertama 
Syarif disebut sengketa/pertentangan pribadi karena sengketa ini terjadi 
antara dua individu atau lebih karena adanya perbedaan sikap dan perasaan 
dalam menghadapi persoalan. Di mana ayah selaku wali enggan, malu dan 
tidak enak ketemu dengan mantan isterinya. sehingga menyebabkan ayah 
tidak mau menikahkkan puterinya di rumah mantan isterinya. Pada kasus 
sengketa kedua sengketa yang terjadi adalah sengketa antara orang tua 
dengan anak yang disebabkan karena perbedaan pandangan dalam 
menyikapi persoalan. Yaitu persoalan dalam pemilihan calon pasangan 
apakah harus melibatkan orang tua atau tidak. Orang tua berpandangan 
bahwa dalam pemilihan calon pasangan harus melibatkan orang tua, 
sehingga orang tua tidak terlanjur sampai mencari calon pasangan sendiri. 
Sebaliknya anak berpandangan ia berhak menentukan arah dan jalan 
hidupnya sendiri dengan alasan ia sudah berumur (43 tahun), sudah 
mandiri, sudah bekerja, dan sudah menjanda dengan 2 anak. Demikian 
juga pada kasus sengketa yang dihadapi Didik Kurniawan, Saiful Hadi dan 
Ikmal Muntadhor.  
4. Klasifikasi sengketa Ralf Dahrendorf 
Sengketa pernikahan wali  di Kab. Jember bila dilihat dengan 
menggunakan klasifikasi sengketa menurut Ralf Dahrendorf, maka 
sengketa yang terjadi dapat dimasukkan ke dalam sengketa atau konflik 
peran. Karena sengketa/konflik peran menurutnya adalah  suatu keadaan di 




bermacam-macam peranan yang dimilikinya. Dan kasus-kasus sengketa 
yang dapat dikategorikan dalam sengketa/konflik peran di antaranya 
adalah sengketa yang dihadapi Yusron Barid. Pada sengketa yang dihadapi 
Yusron dikarenakan harapan-harapan orang tua kepada anaknya memiliki 
calon pasangan yang selevel dan sekufuk baik dari sisi pendidikan, status 
sosial, dan nasab (keturunan) tidak kesampaian. Malah yang terjadi adalah 
sebaliknya, yaitu anak memiliki standar calon pasangan yang berbeda 
sehingga terjadi kesenjangan antara orang tua dengan anak. Karena 
harapan dengan kenyataan berbeda. Demikian juga pada sengketa pertama 
yang dihadapi Syarif Hidayat, ayah selaku wali dan mantan isteri selaku 
ibu memiliki harapan yang berbeda. Di mana keduanya tidak mau bertemu 
karena ada perasaan enggan, malu dan tidak enak antara keduannya, akibat 
permasalahan silam ketika masih berstatus suami isteri. Sedang pada 
sengketa kedua yang dihadapinya harapan dan keinginan orang tua 
berlawanan dengan harapan dan keinginan sang anak. Orang tuanya 
mengharap anaknya dalam pemilihan calon melibatkan dirinya. Tetapi 
tidak dengan anaknya, anaknya menganggap cukup dengan dirinya untuk 
menentukan jalan dan arah hidupnya sendiri dengan pertimbangan ia 
sudah berumur (43 tahun), sudah mandiri, sudah bekerja, dan sudah 
menjanda dengan 2 anak. Dan kasus ini tidak bisa dikatagorikan sebagai 
sengketa antara kelompok-kelompok sosial, atau antara kelompok yang 
terorganisir  atau kelompok yang tidak terorganisir, atau kelompok antara 




sengketa ini pada hakikatnya adalah sengketa antara individu dalam 
keluarga, yaitu sengketa antara orang tua dengan anaknya. Demikian juga 
pada kasus sengketa yang dihadapi Didik Kurniawan, Saiful Hadi, dan 
Ikmal Muntadhor, semuanya dapat dikategorikan sebagai sengketa/konflik 
peran. Sebab sengketa yang terjadi pada hakekatnya adalah sengketa yang 
terjadi individu lantaran harapannya berbeda dari kenyataan. 
Dari sini dapat dirinci bentuk-bentuk sengketa pernikahan wali 
 yang terjadi di Kabupaten Jember sebagaimana table berikut ini:  
NAMA KEPALA KUA BENTUK SENGKETA 
Yusron Barid, SH 
Kepala KUA Kec. 
Rambipuji 
- Dari sifatnya berbentuk sengketa 
konstruktif.  
- Dari sisi orang yang bersengketa termasuk 
sengketa vertikal 
- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
Syarif Hidayat, M.HI. 




- Dari sifatnya berbentuk sengketa 
konstruktif.  
- Dari sisi orang yang bersengketa termasuk 
sengketa horizontal 
- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
Syarif Hidayat, M.HI. 





- Dari sifatnya berbentuk sengketa destruktif.  
- Dari sisi orang yang bersengketa termasuk 
sengketa vertikal 
- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
Didik Kurniawan, SAg 
M.HI. 
Kepala KUA Kec. Silo 
- Dari sifatnya berbentuk sengketa destruktif.  





- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
Saiful Hadi, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Balung 
- Dari sifatnya berbentuk sengketa 
desstruktif.  
- Dari sisi orang yang bersengketa termasuk 
sengketa horizontal. 
- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
Ikmal Muntadhor, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Jelbuk 
- Dari sifatnya berbentuk sengketa 
konstruktif-destruktif 
- Dari sisi orang yang bersengketa termasuk 
sengketa vertikal 
- Dalam klasifikasi sengketa Soerjono 
Soekanto termasuk Sengketa /pertentangan 
Pribadi 
- Dalam klasifikasi Ralf Dahrendorf 
termasuk Sengketa/Konflik peran. 
 
Dari tabel  ini tampak bahwa bentuk sengketa pernikahan wali 
 di Kabupaten Jember bila ditinjau dari sifatnya terdapat 2 (dua) 
macam: 
1. Sengketa konstruktif 
2. Sengketa destruktif 
3. Sengketa konstruktif-destruktif 
Bila dilhat dari orang yang bersengketa, maka bentuk sengketa 
pernikahan wali  ada 2 macam: 
1.  Sengketa Vertikal  




Bila dilihat dari klsifikasi Soerjono Soekanto maka sengketa 
pernikahan wali  yang terjadi di Kabupaten Jember masuk dalam 
klasifikasi sengketa pribadi.  Dan bila dilihat dari klasifikasi Ralf 
Dahrendorf maka sengketa yang terjadi dapat masuk dalam klasifikasi 
sengketa peran. 
 
C. Analisa Strategi Kepala KUA dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan 
Wali di Kabupaten Jember. 
Sengketa muncul jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku 
demikian. Banyak beberapa model penyelesaian sengketa yang dilakukan baik 
formal maupun non formal, yang dapat dijadikan dasar dan acuan untuk 
menyelesaikan sengketa, yang semuanya diharapkan membawa kepada 
keadilan dan kemaslahantan bersama (win-win solution).  
Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang 
berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan 
sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam 
setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan 
melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan. 
Secara garis besar penyelesaian sengketa diklasifikasikan menjadi dua 
bagian, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa 
melalui non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu 




di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh 
hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasai adalah putusan yang 
menyatakan win-los-solution, yaitu kesepakatan yang menyatakan menang 
kalah, menimbulkan masalah baru, cenderung lambat, biaya mahal, tidak 
responsif, dan cenderung menimbulkan permusuhan bagi pihak-pihak yang 
bersengketa.  
Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesanan sengketa ini sangat 
banyak. Di antaranya adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian 
ahli, pencari fakta, dan konsultasi. Dan jelas bahwa penyelesaian sengketa 
pernikahan yang dilakukan oleh kepala KUA selalu petugas PPN merupakan 
penyelesaian  sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui 
non litigasi. Praktek dan penerapan penyelesaian sengketa yang dilakukan 
Kepala KUA secara non litigasi ini bermacam-macam sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi, akar persoalan yang dihadapi, serta orang-orang 
yang bersengketa.  
Adapun cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala 
KUA Kab. Jember dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  
terbagi ke dalam beberapa langkah atau beberapa tahap.  
Tahap pertama,  setelah Kepala KUA menerima berkas laporan 
pernikahan pemberitahuan kehendak nikah, Kepala KUA berkewajiban 
memeriksannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh semua kepala KUA 




No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa PPN memeriksa 
dan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau tercukupi 
dan  apakah  tidak  terdapat  halangan  baik  menurut hukum 
ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga syarat-
syarat perkawinan seperti persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua 
dan seterusnya, maka data-data inilah yang pertama kali akan diperiksa oleh 
pejabat tersebut. Dalam pemeriksaan ini juga dilakukan pemanggilan kepada 
kedua calon penganten dan wali untuk melakukan , yaitu tanya jawab 
atau wawancara kepada calon pengantin dan wali untuk mencocokkan data-
data yang telah diajukan dengan kondisi dan fakta di lapangan. 
Terkait dengan pemeriksaan ini, secara teknis kepala KUA juga 
mengacu pada pasal 5 PMA no. 20 tahun 2019 tentang pencatan nikah, dalam 
pemeriksaan dokumen nikah ada ketentuan ketentuan sebagaimana berikut: 
1. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen 
perkawinan sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan. 
2. Dalam hal pemeriksaaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan 
sesuai dengan persyaratan administratif sebagaimana yang berlaku, maka 
kepala KUA atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon 
isteri dan wali atau wakilnya. 
3. Calon suami atau calon isteri dan wali atau wakilnya diharapkan 
memenuhi dan melengkapi kekurangan persyaratan dokumen perkawinan 




4. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap 
dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali 
untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. 
5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar 
pemeriksaan perkawinan yang ditandatangani oleh, calon suami, calon 
isteri, wali, kepala KUA atau penghulu.  
6. Dalam hal calon suami, calon isteri, dan wali tidak dapat membaca dan 
menulis, penandatangan dapat diganti dengan cap jempol. 
7. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 
rangkap, helai ke-1 dan surat yang diperlukan disampaikan ke KUA 
kecamatan, dan helai ke-2 disimpan oleh P4.  
8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan 
tempat dilangsungkannya akad.             
Begitu juga kepala KUA dalam pemeriksaan ini mengacu kepada 
Pasal 6 dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan 
persyaratan administratif, kepala KUA/Penghulu memberitahukan secara 
tertulis kepada calon suami, calon isteri, dan atau wali untuk melengkapi 
dokumen persyaratan. Dan calon suami, calon isteri, dan atau wali harus 
melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari sebelum peristiwa nikah. 
Apabila dalam pemeriksaan dokumen perkawinan ditemukan 
halangan perkawinan, maka kepala KUA harus melakukan penolakan 
kehendak perkawinan disertai dengan alasan penolakan secara tertulis 




Terkait dengan adanya halangan wali , yaitu wali yang tidak 
mau menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Maka kepala 
KUA harus semaksimal mungkin menfasilitasi untuk penyelesaian sengketa 
yang terjadi, sebelum menerbitkan surat penolakan kehendak nikah (N5) 
sebagai dasar pengajuan ke pengadilan.  
Pada prinsipnya kepala KUA di Kabupaten Jember ketika 
menjumpai adanya halangan wali  secara umum terlebih dahulu 
menempuh jalur non-litigasi atau jalur penyelesaian masalah di luar 
pengadilan yang mengedepankan win-win solution. dan hal itu dilakukan 
semaksimal mungkin sebelum menempuh jalur litigasi (sidang pengadilan). 
Tahap kedua, pada jalur non-litigasi penyelesaian masalah 
menempuh, Kepala KUA melakukan pemanggilan lagi (di luar ) 
kepada pihak-pihak yang bersengketa ke KUA dalam waktu yang berbeda. 
Memang pada tahap awal ini sangat dihindari menghadirkan pihak-pihak 
yang bersengketa secara bersamaan. Hal ini dilakukan agar masing-masing 
pihak yang bersengketa dapat leluasa mengungkapkan permasalahan yang 
sesungguhnya. Sebab kalau dipanggil secara bersamaan, tentu akan 
memperburuk suasana, sebab nantinya akan terjadi saling menyalahkan, 
saling klaim pembenaran satu sama lainnya. Pemanggilan ini ditujukan 
untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya  guna menggambarkan apa 
dan bagaimana masalah yang terjadi. Hal ini bagi kepala KUA sangat 
penting dilakukan guna memetakan latar belakang masalah munculnya 




menggambarkan bentuk sengketa dan langkah-langkah strategis yang harus 
diambil Kepala KUA sebagai jalan penyelesaiannya. Di sini kepala KUA 
berusaha mencari titik temu atau benang merah antara kedua belah pihak 
yang bersengketa. Baru setelah kepala KUA menemukan titik temu antara 
kedua belah pihak yang bersengketa, kalau seandainya dibutuhkan untuk 
dipertemukan.  Maka pertemuannya bisa dilakukan. Di sini kepala KUA 
harus jeli melihat situasi dan kondisi psikologis masing-masing pihak yang 
bersengketa. Kepala KUA akan memperhatikan mudharat dan manfaatnya. 
Kalau sekiranya manfaatnya lebih banyak untuk dipertemukan, maka 
pertemuan bisa dilakukan. Kalau dirasa mudharatnya lebih banyak maka 
sebaliknya.    
Tahap ketiga, setelah mengtahui apa dan bagaimana masalah yang 
terjadi yang maka Kepala KUA Kabupaten Jember merumuskan langkah-
langkah strategis sebagai penyelesaian sengketa. Dalam hal ini juga kepala 
KUA menyiapkan planning penyelesaian masalah dan alternatifnya 
sekaligus opsi-opsi tawaran yang akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang 
saling bersengketa.   
Tahap keempat, memediasi masalah yang terjadi dengan menjadikan 
dirinya sebagai mediator. Mediasi menurut Munir Fuady adalah salah satu 
alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses 
negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak 
memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa 




secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu 
menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak 
mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa 
tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan 
solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.  Pengalaman,  
kemampuan  dan  integritas  dari pihak  mediator  tersebut  diharapkan  
dapat  mengefektifkan  proses  negosiasi  di antara para pihak yang 
bersengketa. 
Tahap kelima, kepala KUA Kab. Jember melakukan negosiasi 
kepada pihak-pihak yang saling bersengketa, yaitu opsi-opsi penyelesaian 
masalah yang sudah dirumuskan . Negosiasi menurut Susanti Adi Nugroho  
ialah proses tawar menawar untuk   mencapai   kesepakatan dengan pihak 
lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk 
mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang 
dihadapi oleh kedua belah pihak. Dengan negosiasi dimaksudkan proses 
tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap 
masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak, negosiasi dilakukan 
baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata 
sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi 
dilakukan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di 
antara para pihak.  
Dalam tahap negosiasi ini ada dinamikanya, masing-masing kepala 




bersengketa. Tergantung karakter pihak-pihak yang saling bersengketa. Ada 
yang bersih kukuh pada posisi pendiriannya dan ada yang mau dan 
menerima tawaran kepala KUA. Pada tahap negosiasi ini Kepala KUA akan 
berusaha dinamis menghadapai kedua belah pihak yang saling bersengketa. 
Karena negosiasi pada prinsipnya adalah suatu seni  untuk  mencapai  
kesepakatan. Dalam prakteknya kepala KUA yang berhasil menyelesaikan 
sengketa pada tahap ini, di tandai dengan maunya wali menjadi wali nasab. 
Sehingga pernikahan yang awalnya terganjal dengan persoalan  wali , 
maka pada tahap ini  pernikahan sudah bisa dilaksanakan dengan wali nasab.   
Tahap keenam, bagi sengketa yang belum selesai setelah melalui 
proses mediasi dan negosiasi maka kepala KUA Kabupaten Jember 
menempuh jalur pengadilan. Artinya sengketa yang dihadapi dibawa ke meja 
pengadilan dengan terlebih dahulu membuat surat penolakan (N5). 
Menempuh jalur pengadilan ini disebut juga jalur litigasi yaitu suatu 
penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di 
pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya 
dilaksanakan oleh hakim. Litigasi menurut Nurnaningsih Amriani 
merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua 
pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 
mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu 
penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-
lose solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan 




menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan 
biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara 
para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari 
alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. 
Dalam tahap ini Kepala KUA Kabupaten Jember terlebih dahulu 
melakukan penerbitan surat penolakan kehendak nikah (N5) yang ditujukan 
keada calon suami, dan istri. Dimana surat penolakan ini bisa dijadikan 
dasar penyelesaian sengketa di pengadilan agama untuk mendapatkan 
penetapan. 
Tahap ketujuh, setelah terbit putusan pengadilan berupa penetapan 
wali , kepala KUA Kabupaten Jember masih berkesempatan memediasi 
kembali dengan menawarkan kepada wali untuk menjadi wali nasab. Bila 
walinya tidak merespon dan bersih kukuh pada posisinya. Baru pernikahan 
bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sesuai dengan amanat 
putusan penetapan pengadilan. 
Dari sisi lain meminjam istilahnya Howard Raiffia ada beberapa 
tahapan yang dilakukan kepala KUA sebagai mediator dan negosiator 
tunggal dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  antara lain 
sebagai berikut: 
Pertama, adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini kepala 
KUA merinci apa yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan sengketa. Tentu 
dalam menyelesaikan sengketa, pertama kali kepala KUA harus mengetahui 




terjadi. Sehingga pada tahap ini yang dibutuhkan adalah data dan informasi 
sebanyak-banyak terkait dengan sengketa yang terjadi. Sehingga 
pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa ke KUA menjadi sebuah 
kebutuhan. Namun dalam pemanggilan di sini  dari pengalaman yang terjadi 
kepala KUA memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu yang 
berbeda, terkecuali sudah ada titik temu antara keduanya. Sebab bila 
dipanggil secara bersamaan dikhawatirkan akan menjadi kontra produktif 
dari tujuan penyelesaian sengketa.  
Tahap Kedua adalah Tahap Tawaran Awal (Opening Gambit).  Pada 
tahap ini kepala KUA merumuskan opsi solusi dan jalan keluar 
penyelesaian sengketa yang nantinya akan ditawarkan kepada pihak-pihak 
yang bersengketa. Dan tentu opsi-opsi yang dirumuskan harus mengacu 
kepada kemaslahatan dan kebaikan bersama. 
Tahap ketiga adalah tahap pemberian konsensi (the negotiated 
dance). Pada tahap ini kepala KUA harus jeli dan cermat dalam memainkan 
dan menawarkan opsi-opsi yang telah dirumuskan tanpa mengesampingkan 
tuntutan dari kedua belah pihak. Kepala KUA harus jeli juga dalam mencari 
titik temu dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa dengan memperhatikan win-win solution bagi kedua belah 
pihak. 
Tahap Keempat adalah Tahap Akhir (End Play). Pada tahap 
permainan. Pada tahap ini kepala KUA harus mampu mempengaruhi wali 




nasab dan walinya tetap  maka jalan terakhir kepala KUA menempuh 
jalur litigasi (jalur peradilan) dengan menerbitkan surat penolakan 
pernikahan (N5) sebagai dasar permohonan penetapan wali  
 Ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam 
penyelesaian sengketa pernikahan wali . Di antaranya adalah pertama 
dari sisi wali dan calon isteri, wali  nikah kurang terbuka dalam 
menyampaikan persoalan yang terjadi, seakan-akan persoalan yang terjadi 
adalah aib keluarga yang tidak perlu disampaikan ke orang lain. Sehingga 
hal ini sangat menghambat kepala KUA dalam mencari akar persoalan yang 
terjadi dan menghambat proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan. Hal 
ini memang sering dilakukan oleh wali dan calon isteri sehingga di sinilah 
seorang mediator atau kepala KUA harus jeli memancing agar wali dan 
calon isteri lebih terbuka lagi dan menyampaikan permasalahan yang 
sebenarnya. Hambatan berikutnya wali dan catin terkadang lebih 
mengedepankan ego dan perasaan sendiri dari pada mengedepankan 
kemaslahatan bersama, sehingga tidak mau duduk bersama dan 
bermusyawarah dengan hati terbuka. Dari sisi Kepala KUA selaku mediator, 
mediator kurang sabar, sehingga ada yang menghemat waktu dalam 
mediasi, misal memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu yang 
bersamaan sehingga hasilnya sering kontra produktif dari tujuan mediasi. 
Juga ada kepala KUA yang berasalan waktu yang kurang memadai karena 
banyaknya pernikahan sehingga kepala KUA langsung menempuh jalur 




diperbolehkan namun dampak dari solusi tersebut sangat berat. Karena jalur 
Litigasi menurut Amriani merupakan proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu 
sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil 
akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 
menyatakan win-lose solution.  Dan Prosedur dalam jalur litigasi ini 
menurut M. Yahya Harahap sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan 
kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah 
baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 
responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang 
bersengketa. Hal ini sebetulnya sangat fatal dilakukan oleh kepala KUA, 
kecuali kepala KUA sudah melalui proses pemanggilan, mediasi dan 
negosiasi yang maksimal, namun masih tetap mengalami kebuntuan maka 
kepala KUA menempuh jalur litigasi, dan cara itu merupakan cara terakhir 
yang ditempuh kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa wali .  
Dari uaraian di atas tentang strategi kepala KUA Kabupaten Jember 
dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  maka secara sederhana 
dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:  
NAMA KEPALA KUA STRETEGI PENYELESAIAN 
SENGKETA 
Yusron Barid, SH 
Kepala KUA Kec. 
Rambipuji 
1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali  
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 




sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 
e. Melakukan mediasi 
f. Melakukan negosiasi 
3. Menempuh Jalur Litigasi  
Syarif Hidayat, M.HI. 




1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali  
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 
c. Mencari akar masalah dan bentuk 
sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 
e. Melakukan mediasi 
f. Melakukan negosiasi taukil wali bil 
kitabah 
Syarif Hidayat, M.HI. 





1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali  
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 
c. Mencari akar masalah dan bentuk 
sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 
e. Melakukan mediasi 
f. Melakukan negosiasi 
3. Menempuh Jalur Litigasi  
Didik Kurniawan, SAg 
M.HI. 
Kepala KUA Kec. Silo 
1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali adal 
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 
c. Mencari akar masalah dan bentuk 
sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 




f. Melakukan negosiasi, pelaksanaan akad 
nikah di KUA 
Saiful Hadi, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Balung 
1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali  
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 
c. Mencari akar masalah dan bentuk 
sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 
e. Melakukan mediasi 
f. Melakukan negosiasi 
3. Menempuh Jalur Litigasi  
Ikmal Muntadhor, M.Sy. 
Kepala KUA Kec. Jelbuk 
1. Menerima berkas laporan dan memeriksanya 
serta mengeidentifikasi adanya wali  
2. Menempuh jalur non-litigasi dengan 
a. Memanggil kedua pihak yang bersengketa 
dalam waktu yang berbeda 
b. Menggali informasi sebayak-banyaknya 
terkait masalah yang dihadapi 
c. Mencari akar masalah dan bentuk 
sengketa yang dihadapi 
d. Merumuskan langka-langkah strategis  
penyelesain. 
e. Melakukan mediasi 
f. Melakukan negosiasi 
3. Menempuh Jalur Litigasi (menjadi wali 
nasab) 
 
 Dari tabel ini tampak bahwa strategi kepala KUA dalam menyelesaikan 
sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember secara umum banyak 
kesamaan yaitu terlebih dahulu menempuh jalur non-litigasi, yaitu menempuh 
penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Di dalam menempuh jalur 
non-nilitigasi ini kepala KUA mengawali strateginya dengan memanggil kedua 
belah pihak yang bersengketa ke KUA dalam waktu yang berbeda guna menggali 




dan informasi yang didapat kepala KUA selanjutnya menngidentifikasi akar 
persoalan yang terjadi dan mengurai bentuk sengketa yang terjadi. Selanjutnya 
kepala KUA merumuskan opsi-opsi yang akan ditawarkan dalam mediasi dan 
negosiasi. Dan dari tabel ini juga tampak bahwa matode penyelesaian sengketa 
yang digunakan oleh kepala KUA di Kabupaten Jember adalah menggunakan 
metode mediasi dan negosiasi.  
 Adapun hal-hal yang baru dari strategi yang dilakukan kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan wali   di Kabupaten Jember adalah 
senantiasa mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di 
luar pengadilan)  dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi 
(pengadilan). Hal ini dilakukan kepala KUA dengan pertimbangan bahwa 
penyelesaian dengan menempuh jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis 
akan menghasilkan putusan yang menyatakan kalah menang (win-lose solution), 
cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, 
membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di 
antara para pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui 
jalur di luar pengadilan lebih mengacu kepada win-win solution (sama-sama 
menang), lebih dinamis, tidak membutuhkan biaya banyak, responsif dan tidak 
menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang saling bersengketa. Adapun 
metode penyelesaiannya kepala KUA lebih menggunakan metode mediasi dan 
negosiasi. Karena hal ini yang dianngap efektif dan efisien dengan kondisi kepala 
KUA sebagai mediator dan negosiator tunggal. Dan dalam pelaksanaan 




bersengketa, kepala KUA memanggil pihak-pihak yang saling bersengketa ke 
KUA dalam waktu yang berbeda. Tujuannya adalah agar informasi dan data 
sebanyak-banyaknya didapat dari pihak-pihak yang bersengketa guna mengurai 
akar peosalan yang menjadi pemicu terjadinya konflik sekaligus bentuknya, bisa 
dilakukan secara maksimal  dan juga pendekatan yang dilakukan kepala KUA 
kepada pihak-pihak yang saling bersengketa juga maksimal. Informasi dan data 
terkait sengketa yang terjadi sangat penting  juga sebagai dasar perumusan jalan 
keluar dari sengketa yang terjadi. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa ke 
KUA dalam waktu yang berbeda dilakukan juga dengan tujuan agar tidak terjadi 
saling claim kebenaran dari pihak-pihak yang bersengketa dan saling menuntut 









Dari pembahasan permasalahan tentang latar belakang sengketa 
pernikahan wali   di Kabupaten Jember dan bentuk sengketanya serta 
strategi kepala KUA dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali   di 
Kabupaten Jember maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Latar belakang munculnya sengketa pernikahan wali  di Kabupaten 
Jember bermacam-macam. Bila dilihat dengan teori hubungan masyarakat 
secara dominan dilatarbelakangi adanya ketidak percayaan wali dengan 
orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan juga ada yang 
dilatarbelakangi adanya ketidak percayaan wali (ayah) dengan  mantan 
isteri. Sedangkan bila dilihat dengan teori identitas maka munculnya 
sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember secara umum dilatar 
belakangi adanya ancaman terhadap identitas pihak-pihak yang 
bersengketa. Bila dilihat dengan teori transformasi  maka munculnya 
sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember dilatarbelakangi 
adanya ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa 
sehingga muncul kesenjangan antara keduanya. Bila dilihat dengan teori 
kebutuhan dan kepentingan manusia maka latar belakang sengketa 
pernikahan wali  di Kabupaten Jember dilatarbelakangi adanya 




bersengketa. Kalau dilihat dengan menggunakan teori negosiasi prinsip 
 di Kabupaten Jember 
adalah adanya perbedaan pendangan antara wali dengan wanita yang 
berada di bawah perwaliannya. Dan bila dilihat dengan menggunakan teori 
kesalahpahaman antar budaya maka latar belakang sengketa pernikahan 
wali  di Kabupaten Jember dilatarbelakangi oleh adanya ketidak 
cocokan dalam berkomunikasi antara pihak-pihak yang saling bersengketa.   
2. di Kabupaten Jember satu sama 
lainnya berbeda. Dilihat dari sifatnya, bentuk sengketanya ada yang 
berbentuk sengketa konstruktif karena dilatarbelakangi oleh perbedaan 
pandangan dan standar ukuran dalam menyikapi persoalan. Dan juga ada 
yang berbentuk sengketa destruktif atau merusak, karena sengketa yang 
terjadi dilatarbelakangi oleh perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam 
meskipun tidak sampai kepada bentrok dan kontak fisik yang berakibat 
kehilangan nyawa dan harta benda. Serta Ada juga yang berbentuk 
konstruktif-destruktif, karena sengketanya dilatarbelakangi oleh perbedaan 
pandanngan adan pendapat. Di sisi lain ada perasaan benci, tidak senang, 
tidak suka dan dendam. Bila dilihat posisi pelaku yang bersengketa maka 
bentuk sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember ada yang 
berbentuk sengketa vertikal dan sengketa horizontal. Sengketa vertikal 
karena sengketa yang terjadi antara ayah sekalu wali dengan puterinya 
selaku calon isteri yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam hirarki 




nikah dengan orang yang meliliki kedudukan yang relatif sama dalam 
hirarki keluarga. Seperti yang terjadi antara wali nikah saudara kandung 
dengan saudara perempuannya selaku calon isteri. Dan antara ayah selaku 
wali nikah dengan mantan isterinya selaku ibu kandung dari calon isteri. 
Bila dilihat dengan menggunakan klasifikasi Soerjono Soekanto, maka 
sengketa pernikahan wali  di Kabupaten Jember berbentuk sengketa 
pribadi, karena sengketa yang terjadi adalah sengketa antara individu 
dalam keluarga atau dalam dua keluarga. Bila dilihat dengan menggunakan 
klasifikasi Ralf Dahrendorf maka sengketa pernikahan wali  di 
Kabupaten Jember berbentuk sengketa peran. Dikatakan sengketa peran 
karena harapan-harapan orang-orang yang bersengketa berlawanan dengan 
kenyataan. 
3.   
di Kabupaten Jember banyak bentuknya tergantung karakteristik sengketa 
yang dihadapi, akar persoalan yang dihadapi, dan karakteristik orang-orang 
yang dihadapi. Tetapi secara umum dapat digambarkan strategi kepala 
KUA dalam menyelesaikan sengketa pernikahan yang terjadi. Langkah 
pertama menempuh jalan non-litigasi yaitu menempuh jalan penyelesaian 
di luar pengadilan. Jalan ini diawali dengan melakukan mediasi dengan 
cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa ke KUA sendiri-
sendiri dalam waktu yang berbeda. Gunanya adalah untuk menggali 
informasi sebanyak-banyaknya untuk melihat secara jeli bentuk sengketa 




pemicu munculnya sengketa. Di sini kepala KUA harus berhati-hati dalam 
mendiagnosa masalah agar solusi yang diberikan tetap sasaran. Setelah 
mengetahui seluk-beluk masalah, bentuk, latar belakang dan akar 
persoalannya, dan merumuskan solusinya baru kemudian kepala KUA 
memasuki langkah kedua negosiasi dengan cara melakukan tawar-
menawar solusi yang telah dirumuskan kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa. Kalau jalan negosisasi ini masih belum menyelesaikan 
persoalan yang dihadapi, baru kemudian menempuh jalan terakhir jalan 
litigasi yaitu membawa persoalan sengketa ke meja pengadilan agama. Di 
sisi lain menggunakan istilah Howard Raiffia strategi kepala KUA dalam 
menyelesaikan sengketa ada beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan, 
yaitu merinci apa yang dibutuhkan dengan melakukan pemanggilan kepada 
pihak-pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna 
mencari akar persoalan yang terjadi. Kedua, tahap tawaran awal (opening 
gambit), yaitu tahap merumuskan langkah-langkah strategis dan opsi-opsi 
atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ketiga, tahap pemberian 
konsesi (the negotiated dance), yaitu tahap memainkan dan menawarkan 
opsi-opsi dan jalan keluar yang telah dirumuskan kepada pihak-pihak yang 
bersengketa, tanpa mengesampingkan tuntutan-tuntutan dari kedua belah 
pihak dengan berlandaskan keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bersama. 
Keempat, tahap akhir (end play), tahap akhir permainan, dalam tahap ini 
kepala KUA harus mampu mempengaruhi wali menjadi wali nasab, bila 




yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan). Dalam 
strategi ini ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu tidak terbukanya wali 
dan calon isteri dalam memberikan keterangan yang sebenarnya terkait 
masalah yang dihadapi sehingga menyulitkan kepala KUA untuk mencari 
akar masalah yang sebenarnya. Kendala berikutnya adalah adanya kepala 
KUA yang kurang sabar dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa 




1. Bagi para pihak yang bersengketa  yang terpenting adalah berjuang untuk 
mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang , dengan mengedepankan 
kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan bersama. Bukan 
mempertahankan ego, kehendak masing-masing yang bisa merugikan diri 
sendiri maupun orang lain.  
2. Bagi para Kepala KUA  ketika menghadapi sengketa pernikahan wali 
 hendaknya sabar dan sebisa mungkin mencermati dan melihat secara 
  
      




dihadapi. Serta berusaha sebisa mungkin menghindari penyelesaian 
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PEDOMAN WAWANCARA  
(INTERVIEW) 
Dalam melaksanakan wawancara (interview), peneliti menggunakan dua 
bentuk wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. 
Wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk 
mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan 
perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Sedangkan wawancara terstruktur 
memungkinkan informan (peneliti) memperoleh keterangan yang terperinci dan 
mendalam dari fokus yang diteliti. 
Wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti untuk nara sumber disusun 
sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis yaitu fokus pada pendapat ulama perempuan 
Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Berikut 
pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada nara sumber: 
 
Pertanyaan Terstruktur 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana latar belakang 
munculnya sengketa pernikahan 
 yang bapak hadapi? 
 
























TRANSKIP WAWANCARA (INTERVIEW) 
 
NARA SUMBER 1 
 
Nama    : Yusron Barid 
Alamat   : Perumahan Taman Gading No. 77 Sembersari Jember  
Jabatan organisasi  : Kepala KUA Kec. Rambipuji 








Timbulnya konflik atau sengketa dalam pernikahan wali  di Kabupaten 
Jember bisa berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. Setalah 
 -nya wali 
dalam pernikahan yang akan dilaksanakan, maka perlu melakukan 
pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan untuk 
mendengar langsung dari wali dan calon manten wanita yang bersengketa 
untuk mencari informasi sebanyak-banyak guna mengurai persoalan tersebut 
dan mencari akar  konflik. Setelah diketahui sebab utama yang menjadi akar 
konflik adalah anggapan orang tua selaku wali menganggap pasangan calon 
manten wanita dengan calon manten pria tidak selevel atau tidak sekufuk dari 
sisi status pendidikan. Kebetulan si calon manten wanita status pendidkannya 
adalah Strata Dua (S2) sedangakan si calon manten pria hanyalah lulusan SMP 
(Sekolah Menengah Pertama). Dari sisi nasab atau dari sisi keturunan si calon 
manten wanita adalah keturunan dari seorang tokoh masyarakat (Kiai) yang 
memiliki lembaga pendidikan dan pondok pesantren, sedangkan si calon 
manten pria hanyalah berasal dari keturunan orang biasa. Di sisi lain si wali 
rupanya memiliki calon lain untuk puterinya yang dianggap pantas dan selevel 
untuk bersanding dengan puterinya. Meskipun demikian si calon manten 
wanita berdasarkan pengakuannya merasa sudah cocok dan serasi dengan 
pasangannya, ia tidak mempersoalkan perbedaan status pendidikan dan kelas 
sosial dengan calon maten priannya. Hatinya sudah mantap dan bertekat bulat 
untuk tetap melanjutkan pernikahannya dengan calon pasangannya. Kriteria 
pasangan yang diinginkan oleh calon manten wanita hanyalah laki-laki yang 
bertanggung jawab dan bisa mengayomi isterinya nanti. Laki-laki yang 
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bertanggung jawab dan bisa mengayomi dan membimbing serta mendidik 




 yang bapak hadapi? 
Jawaban:  
Sengketa yang terjadi dalam pernikahan wali   merupakan bagian dari 
konflik keluarga, dimana umumnya seorang wali nikah bersetru dengan 
wanita yang berada di bawah perwaliannya. Yang bersengketa tidak hanya 
bapak selaku wali nikah tetapi juga ibunya manten wanita memposisikan diri 
meperkuat pendapat Bapak. Ibu juga tidak menyetujui pernikahan yang akan 
dilangksungkan oleh puterinya. Karena ibu juga memiliki anggapan yang 
sama dengan Bapak, bahwa puterinya itu tidak selevel dengan calonnya baik 
dari sisi tingkat pendidikan dan nasab (keturunan). Menurut konflik yang 
terjadi motifnya adalah beda keinginan dan kepentingan serta beda kriteria 
calon pasangan antara wali dan ibu manten wanita dengan puterinya selaku 
calon manten wanita. Perbedaan keingginan, kepentingan dan kreteria calon 
pasangan inilah yang menjadi akar problem konflik yang terjadi antara ayah 





Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali 
 yang bapak hadapi? 
Jawaban: 
Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan identifikasi masalah. 
Hal ini dilakukan setelah KUA mendapatkan laporan pernikahan dan mendapat 
pengaduan wali tentang ketidak setujuan pernikahan yang direncanakan oleh 
puterinya. Setelah melakukan identifikasi dan menemukan pengaduan ketidak 
setujuan wali terhadap pernikahan puterinya, maka selanjutnya melakukan 
pemanggilan kepada ke dua belah pihak yang bersengketa untuk dimediasi. 
Dimana pemanggilan terhadap wali dan puterinya selaku calon manten wanita 
ini dilakukan tidak bersamaan guna mengali lebih dalam informasi atau 
masalah yang dihadapi sekaligus melakukan pendekatan pesuasif kepada ke 
dua belah pihak untuk mencari titik temu antara pihak yang bersengketa. 
Mediasi merupakan cara yang paling jitu untuk menyelesaikan konfilk yang 
terjadi dalam pernikhana wali . Mediasi dilakukan untuk mencari 
kesepakatan antara kedua belah pihak antar melanjutkan pernikahan atau tidak. 
Kepala KUA harus memposisikan diri sebagai fasilitator, mediator dan tidak 
boleh berat sebelah dengan memperhatikan kemaslahatan bersama, dalam arti 
mediasi yang dilakukan oleh Kepala KUA haruslah berorientasi kepada 
kemasalahatan dan kebaikan bersama. Dan kepala KUA dalam menyelesaikan 
konflik wali  haruslah berorientasi pada win-win solution. Dalam 
pemanggilan tersebut perlu memberikan tawaran-tawaran sebagai jalan keluar. 
Pertama, saya menawarkan kepada calon manten perempuan untuk membujuk 
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orang tuanya agar mau menerima calon menenatunya meskipun tidak slevel 
dan tidak sekufuk. Walau bagaimanapun kewajiban orang tua adalah cepat-
cepat menikahkan puterinya ketika ada orang yang dianggap pantas meminang 
puterinya. Lebih-lebih dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan dan tekanan 
dan yang akan menjalani pernikahan itu adalah kedua calon manten. Kedua, 
saya juga menawarkan hal yang sama kepada ayahnya selaku wali sebagaiaman 
yang ditawarkan kepada calon manten perempuan. Meskipun sudah dijelaskan 
dan diajak mencari kemaslahatan bersama, ayahnya masih bersi kukuh dengan 
pendiriannya. Kemudian  meyakinkan bahwa jika ayahnya masih tetap tidak 
mau menikahkan puterinya, maka solusi terakhir adalah membawa 
permasalahan ini ke meja Pengadilan Agama dengan mengeluarkan surat 
penolakan perkawinan (N5) sebagai dasar pengajuan permohonan wali adal. 
Setelah putusan pengadilan keluar, akhirnya pernikahan tersebut bisa 





























NARA SUMBER 2 
 
Nama    : Syarif Hidayat 
Alamat   : Perumahan Villa Tegal Besar No. 34 Kaliwates Jember 
Jabatan organisasi  : Kepala KUA Kec. Kaliwates 









Kasus sengketa pernikahan wali  yang saya hadapi berjumlah 3 kasus. 
Ada 2 kasus sengketa pernikahan wali  yang berhasil dimediasi dan 
didamaikan sehingga wali nikah yang awalnya  dan tidak mau 
menikahkan puterinya setelah diyakinkan lewat mediasi yang dilakukan Syarif 
Hidayat, akhirnya mau menjadi wali dalam pernikahan puterinya, meskipun 
menggunakan taukil bil kitabah atau pasrah wali dengan tulisan yang disahkan 
oleh Kepala KUA. Mengenai alur kronologi 2 kasus sengketan pernikahan 
wali  yang berhasil dimediasi ini memiliki kesamaan kronologi secara 
umum. Dimana antara ayah selaku wali nikah dengan ibunya calon manten 
wanita telah bercerai atau firaq. Sedangkan posisi puterinya mengikuti ibunya. 
Karena keluarga tersebut telah bercerai maka ada kesenjangan komunikasi 
antara ayah selaku wali nikah dengan ibunya sehingga kesengjangan ini 
berimbas pada tidak maunya ayah menjadi wali nikah dalam pernikahan 
puterinya ( nya wali dalam pernikahan). Ada rasa malu dan rasa tidak 
enak yang dialami ayah karena karena akad atau pernikahan puterinya akan 
dilaksanakan di rumah ibu. Dan wali sebetulnya tidak ada persoalan sama 
sekali dengan puteri dan calon pasangannya pada 2 kasus wali  tersebut. 
Wali dalam posisi ini tidak mempersoalkan pernikahan itu terjadi. Namun 
karena akad pernikahan akan dilaksanakan di rumah ibunya, karena ada 
persoalan dengan ibunya sebelumnya, maka ayah selaku wali tidak mau hadir 
dalam pernikahan tersebut. Inilah yang menjadi akar persoalan dalam sengketa 
pernikahan wali  tersebut. Sedangkan kronologi 1 kasus sengketa 
pernikahan wali  yang tidak berhasil dimediasi oleh Syarif Hidayat 
adalah kasusnya murni sengketa antara ayah selaku wali dengan calon 
mantennya. Ayah dan ibu tidak menyetujui pernikahan anaknya itu terjadi. 
Sengketa ini terjadi karena ada kesenjangan anatar ayau dan ibu dengan 
anaknya dan calon menantunya. Dan kedua belah pihak sama-sama 
mempertahankan hak dan keinginannya. Ayah memiliki hak wali atas 
kewaliannya dan anak memiliki hak untuk dinikahkan oleh walinya. 
Kondisinya anak perempuan dalam kasus ini sebenarnya sudah berumur, janda 
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mati dan memiliki 2 (dua) orang anak. Sebenarnya akar persoalan yang 
menjadi pemicu konflik dalam sengketa pernikhan wali  di sini sangat 
sederhana yaitu si anak perempuan dalam memilih calon pasangan tidak 
melibatkan orang tua (ayah), dengan pertimbangan bahwa si anak perempuan 
sudah berumur, mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. Namun tidak 
dilibatkannya orang tua (ayah) dalam pemilihan calon pasangan ini kemudian 
yang menjadi persoalan. Dimana orang tuanya merasa dilangkahi dan merasa 
tidak diorangkan oleh anak perempuannya. Di samping itu orang tuanya telah 
memiliki calon menantu yang dianggap pas menjadi pasangan puterinya. 
Inilah yang menjadi akar persoalan dalam konflik sengketa pernikahan dalam 
kasus ini. 
 Pertanyaan: 




              Untuk 2 kasus sengketa pernikahan wali  yang berhasil saya 
mediasi merupakan sengekta yang terjadi antara ayah selaku wali dengan 
ibunya. Dimana ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten perempuannya 
mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara ayah dengan 
ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan puterinya, 
karena akad nikah puterinya akan dilaksanakan di rumah ibunya. Ada 
perasaan enggan, tidak enak dan malu yang dialami oleh ayah selaku walinya 
apabila ia datang ke rumah mantan isterinya. Dalam 2 kasus sengketa 
pernikahan ini posisi ayah tidak bersengketa dengan calon manten perempuan 
maupun calon manten laki-laki, dan wali tidak keberatan dengan rencana 
pernikahan puterinya, hanya saja ada kendala atau persoalan psikis  antara 
ayah selaku wali dengan ibunya karena telah terjadi perceraian (firaq). 
Sehingga ibunya menginginkan jangan sampai mantan suaminya datang ke 
rumahnya untuk menikahkan puterinya. Begitu juga sebaliknya ayahnya 
selaku wali ada perasaan enggan, tidak enak dan malu untuk hadir ke 
pernikahan tersebut sekaligus enggan bertemu dengan mantan isterinya.  
            Sedangkan bentuk 1 kasus sengketa pernikahan wali  yang tidak 
berhasil saya mediasi adalah konfliknya murni sengketa antara ayah selaku 
wali dengan calon mantennya. Dimana ayah dan ibu tidak menyetujui 
pernikahan anaknya itu terjadi. Sengketa ini terjadi karena ada kesenjangan 
anatar ayah dan ibu dengan anaknya dan calon menantunya. Di sini posisi 
kedua belah pihak sama-sama mempertahankan hak dan keinginannya. 
Kondisinya anak perempuan dalam kasus ini sebenarnya sudah berumur 43 
tahun, janda mati dan memiliki 2 (dua) orang anak. Sebenarnya akar persoalan 
yang menjadi pemicu konflik dalam sengketa pernikahan wali  di sini 
sangat sederhana yaitu si anak perempuan dalam memilih calon pasangan 
tidak melibatkan orang tua (ayah), dengan pertimbangan bahwa si anak 
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perempuan sudah berumur, mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. Dengan 
tidak dilibatkannya orang tua (ayah) dalam pemilihan calon pasangan ini 
kemudian yang menjadi persoalan tersendiri bagi calon isteri. Dimana orang 
tuanya merasa dilangkahi dan merasa tidak diorangkan oleh anak 
perempuannya. Di samping itu orang tuanya juga telah memiliki calon 




Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali 
 yang bapak hadapi? 
Jawaban: 
Untuk penanganan 2 kasus sengketa pernikahan wali  karena akar 
persoalannya setelah ditelusuri  adalah kesenjangan atau konflik antara ayah 
selaku wali dengan ibunya yang diakibat dari perceraian keduanya. Bukan 
kesenjangan atau konflik antara ayah selaku wali dengan anak perempuannya 
atau dengan calon menantunya. Sehingga dari sini saya setelah menerima 
berkas pernikahan dan memeriksanya ternyata ada kekurangan berkas 
keterangan wali. Dan berdasarkan informasi awal bahwa wali dari calon 
manten wanita tidak mau atau enggan menjadi wali dalam pernikahan anak 
perempuannya. Begitu juga setelah melakukan -pihak yang 
terkait dengan akad yang akan dilaksanakan, maka ditemukan bahwa wali 
tidak mau atau enggan untuk menjadi wali. Untuk itu saya berinisitif untuk 
memediasinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil pihak-
pihak yang terkait ke KUA, yaitu calon manten perempuan selaku anak, ibu 
dari calon manten perempuan, dan ayah selaku wali nikah. Dan pemanggilan 
tersebut dilakukan sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda untuk menggali 
informasi lebih dalam terkait dengan persoalan yang terjadi. Setelah 
melakukan pemanggilan ternyata yang hadir adalah anak perempuan dan ibu. 
Sedangkan ayah selaku wali tidak hadir. Penggalian informasi lebih dalam 
tetap dilakukan untuk merumuskan akar persoalan yang terjadi guna 
menentukan langkah-langkah konkrit sebagai solusi dari permasalahan 
tersebut. Untuk calon manten perempuan dan ibunya dilakukan di KUA dan 
informasi yang di dapat adalah ibunya dan keluarga tidak menghendaki wali 
nikah (ayah) menghadiri acara pernikahan puterinya di rumahnya. Hal ini 
disebabkan karena konflik keluarga yang terjadi sebelumnya yang 
mengakibatkan bercerainya antara ayah dan ibu. Sehingga ibunya tidak mau 
melihat wajah mantan suaminya dalam acara pernikahan puterinya. Tidak 
hadirnya ayah selaku wali dalam pemanggilan ke KUA, maka solusi 
selanjutnya yang dilakukan oleh saya adalah mendatangi rumah wali nikah 
untuk menggali informasi lebih dalam. Setelah penggalian informasi lebih 
dalam dilakukan ayah selaku wali nikah maka informasi yang didapat adalah 
wali nikah juga tidak mau menghari pernikahan puterinya, ada perasaan 
enggan, tidak enak dan malu yang dialami ayah untuk hadir ke pernikahan 
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puterinya yang akan dilakukan di rumah mantan isterinya. Ayahnya selaku 
wali pada intinya setuju dengan pernikahan puterinya dengan calon 
menantunya,  hanya saja ayahnya akan hadir kalau pernikahan itu dilakukan 
di luar rumah mantan isterinya. Dari sini langkah selanjutnya melakukan 
pendekatan dengan solusi yang ditawarkan kepada pihak ibu dan keluarganya 
mengharap agar akad nikah puterinya dilakukan di KUA sebagai tempat zona 
netral bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, opsi akad nikah di 
KUA tidak disetujui dan ditolak oleh ibu dan keluarga. Dengan pertimbangan 
bahwa ibunya tidak siap bertemu dengan mantan suaminya di KUA.  
Sedangkan tawaran yang diberikan kepada ayah selaku wali nikah adalah 
menyarankan ayah utuk taukil wali bil kitabah kepada Kepala KUA tanpa 
harus datang ke akad nikah puterinya yang akan dilaksanakan di rumah 
mantan isterinya. Setelah melakukan pendekatan yang begitu intens dengan 
ayah, akhirnya ayah sepakat tehadap opsi atau usul tersebut. Meskipun 
demikian kepala KUA tetap mengharapkan kehadiran ayahnya selaku wali 
dengan konsekwensi seandainya wali dapat hadir dalam akad nikah tersebut 
maka taukil wali bil kitabah menjadi gugur. Seandainya ayahnya tidak hadir 
maka taukil wali bil kitabah ini yang berlaku. Sehingga yang menjadi wali 
dalam akad nikah tersebut tetap ayahnya, meskipun dalam pelaksanaannya 
adalah Kepala KUA karena telah pasrah wali nikah secara tertulis kepada 
kepala KUA. Dengan selesainya taukil wali bil kitabah maka akad nikah 
dapat dilaksanakan di rumah ibunya, tanpa harus membawa sengketa 
pernikhan ini ke Pengadilan Agama. 
Sedangkan 1 kasus sengketa pernikahan wali   yang tidak 
berhasil dimediasi oleh saya adalah konfliknya murni sengketa antara ayah 
selaku wali dengan calon mantennya. Dimana ayah dan ibu tidak menyetujui 
pernikahan anaknya itu terjadi. Sengketa ini terjadi karena ada kesenjangan 
antara ayah dan ibu dengan anaknya dan calon menantunya. Dimana kedua 
belah pihak sama-sama mempertahankan hak dan keinginannya. Kondisinya 
anak perempuan dalam kasus ini sebenarnya sudah berumur, janda mati dan 
memiliki 2 (dua) orang anak. Sebenarnya akar persoalan yang menjadi pemicu 
konflik dalam sengketa pernikahan wali   di sini sangat sederhana yaitu si 
anak perempuan dalam memilih calon pasangan tidak melibatkan orang tua 
(ayah). Hal itu dilakukan oleh si anak perempuan dengan pertimbangan bahwa 
ia sudah berumur, mandiri, dan sudah punya 2 orang anak. Namun tidak 
dilibatkannya orang tua (ayah) dalam pemilihan calon pasangan ini kemudian 
yang menjadi persoalan tersendiri bagi calon isteri. Dimana orang tuanya 
merasa dilangkahi dan merasa tidak diorangkan oleh anak perempuannya. Di 
samping itu orang tuanya telah memiliki calon menantu yang dianggap pas 
dan pantas menjadi pasangan puterinya. Maka solusinya memanggil orang tua 
dan anak dalam waktu yang berbeda ke KUA untuk mencari titik temu antara 
keduanya. Setelah melakukan pendekatan yang begitu intens kepada kedua 
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belah pihak yang bersengketa dengan melakuan tawaran-tawaran kepada 
kedua belah pihak, namun keduanya tetap bersi kukuh pada pendiriannya. 
Adapun opsi yang ditawarkan  kepada anak perempuan adalah anak 
perempuan diharapkan mengikuti keinginan orang tua. Tetapi anak menolak 
opsi tersebut karena ia merasa sudah dewasa, sudah mandiri dan sudah merasa 
punya hak untuk menentukan arah jalan hidupnya. Sedangkan usulan yang 
ditawarkan kepada wali adalah harapannya wali mengizinkan puterinya 
menikah dengan calon pasangan yang menjadi pilihannya. Sehingga ada 
keridoan dari ayah selaku wali dalam menikahkan puterinya. Setelah 
melakukan komunikasi dan pendekatan yang begitu intens dengan ayahnya, 
rupanya ayahnya juga bersih kukuh pada pendiriannya. Karena anaknya 
dianggap telah melangkahi dan tidak mengorangkan orang tuanya dalam 
pemilihan calon pasangannya. Sehingga orang tuannya menjadi tersinggung. 
Di samping itu orang tuanya telah memiliki calon pasangan lain yang 
dianggap cocok bersanding dengan puterinya. Berdasarkan keputusan kedua 
belah pihak yang bersikukuh pada pendiriannya, maka KUA mengeluarkan 



























NARA SUMBER 3 
 
Nama    : Didik Kurniawan  
Alamat   : Perumdam No. 76 Kaliwates Jember  
Jabatan organisasi  : Kepala KUA Kec. Silo 






 yang bapak 
hadapi? 
Jawaban: 
Kasus sengketa pernikahan wali  yang dihadapinya, akar persoalan kasus 
sengketanya adalah konflik yang terjadi antara ayah selaku wali dengan ibunya. 
Kondisinya ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten perempuannya 
mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara ayah dengan 
ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan puterinya, karena 
akad nikah puterinya akan dilaksanakan di rumah ibunya. Sedangkan Ayah 
memiliki perasaan enggan, tidak enak dan malu untuk datang ke rumah mantan 
isterinya. Dalam kasus ini posisi ayah sebetulnya tidak ada persoalan sama sekali 
dengan puterinya dan calon pasangannya. Ayah selaku wali nikah meridhoi 
pernikahan puterinya dengan calon pasangannya, hanya saja karena akad nikah 
rencananya akan dilaksanakan di rumah mantan isterinya, jadi wali tidak mau hadir 




 yang bapak hadapi? 
Jawaban:  
Terkait bentuk sengketa pernikahan wali  yang saya hadapi selaku Kepala 
KUA Kec. Silo, ia menjelaskan bahwa bentuk sengketanya adalah konflik sengketa 
yang terjadi antara ayah selaku wali dengan ibu calon manten wanita. Kondisi ayah 
dan ibu telah bercerai (firaq) dan calon manten perempuannya mengikuti dan dalam 
asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara ayah dengan ibunya inilah yang 
mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan puterinya, karena akad nikah puterinya 
akan dilaksanakan di rumah ibunya. Sedangkan Ayah memiliki perasaan enggan, 
tidak enak dan malu untuk datang ke rumah mantan isterinya. dalam kasus ini posisi 
sebetulnya posisi ayah tidak ada persoalan sama sekali dengan anak perempuannya. 
Ayah selaku wali nikah meridhoi dan merestui pernikahan puterinya dengan calon 
pasangannya, hanya saja karena akad nikah akan dilaksanakan di rumah mantan 




Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali  




Dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali , yang dilakukan pertama kali 
adalah setelah menerima berkas pernikahan dan memeriksanya, lalu mencari 
informasi awal terkait dengan akar persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa. Di sini kepala KUA harus betul-betul jeli dalam mengurai 
persoalan dalam mencari akar persoalan yang sesungguhnya. Karena mencari akar 
-
nutupi dan kurang terbuka terkait dengan akar persoalan yang sebenarnya. Sehingga 
alasan-alasan yang disampaikan untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya terjadi, 
sehingga tidak menggambarkan masalah yang sesungguhnya. Kepala KUA harus 
bisa menemukan akar persoalannya apakah akar persoalannya besar apa kecil, 
Dengan seperti itu kepala KUA berpeluang besar untuk berdiskusi dan melakukan 
tawar menawar kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu yang 
dilakukan kepala KUA memediasinya, setiap kasus memiliki karakter yang berbeda-
beda, tentu pendekatan yang dilakukan juga berbeda beda, dan solusi yang 
diberikannya pun berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya akar persoalannya 
yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian jalan keluar tentu Kepala 
KUA harus mengacu kepada win-win solution sebagai jalan tengah. Kasus sengketa 
pernikahan wali  yang saya hadapi selaku Kepala KUA Kec. Silo, bentuknya 
adalah konflik sengketa yang terjadi antara ayah selaku wali nikah dengan ibu calon 
manten wanita. Dimana ayah dan ibu bercerai (firaq) dan calon manten 
perempuannya mengikuti dan dalam asuhan ibunya. Konflik yang terjadi antara 
ayah dengan ibunya inilah yang mengakibatkan ayah tidak mau menikahkan 
puterinya, karena akad nikah puterinya akan dilaksanakan di rumah ibunya. 
Sedangkan ayah memiliki perasaan enggan, tidak enak dan malu untuk datang ke 
rumah mantan isterinya. Dalam kasus ini posisi ayah sebetulnya tidak ada persoalan 
sama sekali dengan puterinya. Ayah selaku wali meridhoi dan merestui pernikahan 
puterinya dengan calon pasangannya, hanya saja karena akad nikah akan 
dilaksanakan di rumah mantan isterinya, jadi wali tidak mau hadir ke pernikahan 
tersebut. Setelah menemukan akar persoalan yang terjadi, bahwa yang dipersoalkan 
oleh ayah selaku wali adalah tempat akad nikah, maka solusi yang diberikan  setelah 
melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa secara 
terpisah, dan memediasinya. Kepala KUA menyarankan kepada calon manten, ibu 
dan keluarga untuk tempat akadnya di pindah ke KUA sebagai zona netral. Dengan 
harapan ayah bisa menjadi wali dalam akad nikah tersebut, dan kalau bisa jangan 
sampai . Di sisi lain ayah tidak terlalu terbebani persoalannya di masa lampau 
dengan mantan  isterinya. Karena pada prinsipnya, ridho dan restu orang tua dalam 
pernikahan masih dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam pernikahan. Setelah 
melakukan pendekatan, diskusi dan tawar menawar kepada kedua belah pihak yang 
sengketa, akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan opsi tersebut. Dan akad nikah 
bisa dilangsungkan tanpa harus membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Agama. 
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NARA SUMBER 4 
 
Nama    : Saiful Hadi 
Alamat   : Perumdam No. 76 Kaliwates Jember  
Jabatan organisasi  : Kepala KUA Kec. Balung 









Terhadap pertanyaan tentang latar belakang munculnya sengketa atau 
perselisihan pernikahan wali  di Kabupaten Jember, bahwa kasus 
sengketa pernikahan wali  yang dihadapinya banyak didominasi oleh 
konflik keluarga. Yaitu tidak akurnya calon manten dengan wali, bisa orang 
tua, kakek, saudara laki-laki, dan paman dan wali nikah lainnya. Terjadinya 
konflik banyak disebabkan permasalahan keluarga di masa lalu, bisa masalah 
warisan, ketersinggungan, menyakiti hati walinya dan lain-lain. Faktor -
nya wali ini lebih didominasi konflik wali nikah dengan calon manten 
perempuan dari pada faktor ketidak cocokan wali nikah dengan calon suami. 
Untuk kasus yang saya hadapi ini kronologinya adalah konflik antara wali 
nikah dengan calon manten perempuan. Dimana hubungan wali nikah dengan 
calon manten perempuan adalah saudara kandung. Sedangkan ayah dan kakek 
calon manten perempuan sudah meninggal. Jadi walinya berpindah kepada 
saudara kandung. Jadi, Sengketa yang terjadi di sini adalah sengketan antara 
kakak dengan adik kandung. Akar persoalan terjadinya konflik adalah tidak 
akurnya antara kakak dengan adik sehingga kakak tidak mau menjadi wali 
nikah dalam pernikahan adik perempuannya. Konflik yang terjadi tersebut 
dipicu konflik masa lalu, yaitu masalah ketersinggungan kakak kepada adik di 
masa lalu, sehingga kakak kadung marah kepada adik. Atas dasar inilah kakak 




 yang bapak hadapi? 
Jawaban: 
Sedangkan bentuk sengketa pernikahan wali  yang saya hadapi selaku 
Kepala KUA Kec. Balung ia menjelaskan bahwa bentuknya adalah konflik 
antara wali nikah dengan calon manten perempuan. Dimana hubungan wali 
nikah dengan calon manten perempuan adalah saudara kandung. Sedangkan 
ayah dan kakek calon manten perempuan sudah meninggal. Jadi walinya 
berpindah kepada saudara kandung. Sengketa yang terjadi di sini adalah 
sengketa antara kakak dengan adik kandung. Akar persoalan terjadinya 
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konflik adalah tidak akurnya antara kakak dengan adik sehingga kakak tidak 
mau menjadi wali nikah dalam pernikahan adik perempuannya. Konflik yang 
terjadi tersebut dipicu konflik masa lalu, yaitu masalah ketersinggungan kakak 
kepada adik di masa lalu, sehingga sang kakak kadung marah kepada sang 





Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali 
 yang bapak hadapi? 
Jawaban:  
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh saya adalah setelah 
menerima laporan dan memeriksanya, kemudian saya memanggil kedua belah 
pihak yang bersengketa ke KUA Kec. Balung  secara terpisah untuk menjalani 
mediasi. Saya melakukan mediasi dengan menggunakan pendekatan dan 
dialog untuk mengurai persoalan yang terjadi dan mencari akar persoalannya. 
Setelah diketahui akar persoalannya adalah masalah ketidak akuran antara 
kakak selalu wali dan adik perempuan selaku calon isteri yang disebabkan 
ketersinggunan di masa lalu. Langkah selanjutnya yang dilakukannya dalam 
menyelesaikan sengketa pernikahan tersebut adalah menyakinkan adik selaku 
calon isteri untuk meminta maaf kepada kakak dan mengakuai perbuatannya 
kepada kakaknya sebagai sebuah kesalahan meskipun dalam persepsi adiknya 
bukan sebagai sebuah kesalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sang 
kakak mau memaafkan adiknya dan mau menjadi wali dalam pernikahannya. 
Kemudian langkah selanjutnya saya menyakinkan kepada kakak untuk 
berdamai dengan adiknya dan memaafkan perbuatannya yang dilakukan di 
masa lalu kepadanya. Walau bagaimanapun yang namanya kakak ketika sudah 
ditinggal orang tua, maka ia posisinya seperti bapak dalam keluarga. 
Kemudian diyakinkan bahwa bila dalam hati kecil masih ada keikhlasan untuk 
menikahkan adiknya, meskipun dari sisi dhahir tidak mau menikahkan, 
sehingga masih ada kesempatan untuk menikahkan adiknya dengan wali 
nasab. Caranya sang kakak bisa pasrah wali nikah kepada orang yang 
ditunjuk, nanti taukil wali (pasrah wali) secara langsung kemudian tanda 
tangan di atas materai yang menyatakan penyerahan hak kewaliannya dalam 
menikahkan adiknya dengan calon pasangannya kepada orang yang ditunjuk. 
Sehingga dengan ini wali bisa tidak hadir dalam majelis akad yang akan 
dilangsungkan. Meskipun Kepala KUA melakukan pendekatan seperti ini sang 
kakak tetap tidak mau, akhirnya sang kakak diyakinkan lagi bahwa meskipun 
sang kakak tidak mau menikahkan adiknya, adiknya masih bisa menikah tanpa 
saya 
gunakan  adalah adik lapor ke Pengadilan Agama, seakan-akan digugat, tidak 
menggunakan kata-kata diajukan ke Pengadilan Agama, karena kata-kata ini 
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terlalu halus, agar ada kesan kepada kakak bahwa masalah ini adalah masalah 
serius. Ini merupakan jalan sah, sah menurut agama maupun dari sisi undang-
undang. Karena terkadang ada pandangan dan pemahaman dari sang kakak 
bawah pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan kecuali yang menikahkan 
adiknya adalah walinya yang dalam hal ini adalah kakaknya. Maka 
pemahaman seperti ini perlu diluruskan, bahwa pernikahan ini tetap bisa 
dilangsungkan dan dilaksanakan dengan cara diajukan ke pengadilan 
melakukan permohonan wali . Setalah melakukan permohonan wali  
ke Pengadilan Agama, dan permohonannya disahkan oleh Hakim maka 
kamudian ada amar yang menujuk kepada kepala KUA untuk menjadi Wali 
Hakim dalam pernikahan tersebut. Dan pustusan Pengadilan ini memiliki 
legalitas yang sangat kuat dan mengikat untuk melangsungkan pernikahan 
tersebut tanpa menggunakan jalur wali nasab yang . Sehingga sang kakak 
tidak bisa lagi menuntut kepada KUA atas berlangsungnya akad nikah yang 
akan dilaksanakan.   Meskipun sang kakak diyakinkan seperti itu, sang kakak 
tetap pada pendiriannya dan tetap bertekat bulat tidak mau menikahkan 
adiknya. Sehingga persoalan sengketa pernikahan ini terpaksa diajukan ke 
meja Pengadilan Agama, dengan cara KUA membuat surat penolakan 
pernikahan (N5) sebagai dasar bahan acuan untuk diajukan ke Pengadilan 
Agama. Dan KUA pada akhirnya tidak bisa dan tidak boleh memaksa apa 
yang menjadi kehendak kedua belah pihak yang bersengeketa, karena hal itu 















NARA SUMBER 5 
 
Nama    : Ikmal Muntadhor 
Alamat   : Jl. Mulyono No.24 Rt 3 Rw 7 Kaliwining Rambipuji 
Jabatan organisasi  : Kepala KUA Kec. Jelbuk  






 yang bapak 
hadapi? 
Jawaban: 
Kronologi kasus sengketa pernikahan yang kami hadapi ini adalah setelah berkas 
nikah diterima KUA dan telah diperiksa, kemudian ada laporan dari calon 
manten perempuan, calon manten berkeluh kesah bahwa walinya yang dalam hal 
ini ayahnya sendiri tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahannya. 
Kemudian Ikmal Muntadhor menayakan kembali apa yang menjadi sebab 
walinya yang dalam hal ini adalah bapaknya tidak mau menjadi wali. Calon 
manten perempuan kemudian bercerita bahwa dirinya dalam memilih calon 
pasangan tidak mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Artinya 
si calon manten perempuan dalam pemilihan calon suami tidak sepengetahuan 
ayahnya. Sedangkan calon suami adalah teman calon istri ketika belajar di 
perkuliahan. Sedangkan ayahnya tidak mengetahui anak perempuanya ketika 
kuliah memiliki pacar. Akhirnya lama-kelamaan setelah lulus kuliah si pacar 
laki-lakinya ini menghadap ayahnya dan menyampaikan keinginannya untuk 
menikahi puterinya. Ayahnya kaget dan terkejut kepada si calon laki-laki, tiba-
tiba ia menyampaikan keinginannya untuk menikahi puterinya, karena ia tidak 
tahu menahu persoalan sebelumnya. Begitu juga si puterinya tidak 
memberitahukan dan mengkonfirmasikan terlebih dahulu tentang hal tersebut. 
Ayahnya menyampaikan kepada si calon laki-laki bahwa dirinya belum tahu 
kronologinya dan masih belum meneliti asal usul calon menantunya ini, 
bagaimana latar belakangnya, alamatnya dimana, dan lain-lain. Setelah dijelaskan 
semuanya oleh calon menantunya, si ayah tetap tidak mau dan tidak menyetujui 
keinginan calon menantunya yang akan menikahi puterinya. Ada beberapa hal 
yang menyebabkan ayahnya tidak mau kepada calon menantunya. Pertama, 
proses untuk menyelidiki seluk-beluk calon menantunya tidak semudah seperti 
membalikkan tangan, dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lebih-lebih 
orang tuanya bertambah tidak mau ketika mengetahui calon menantunya tidak 
sekufuk versi ayahnya karena beda kultur dan budaya. Yaitu calon menantunya 
berasal dari kultur Jawa sedangkan puterinya berasal dari kultur Madura. 
Keinginan ayah adalah calon menantu dan besan dari kultur Madura. Di sisi lain, 
sang ayah sebetulnya sudah memiliki calon lain yang dianggap pantas dan 
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sekufuk dengan puterinya. Nah, karena si calon isteri ini latar belakangnya 
berpendidikan dan sudah cukup umur, akhirnya si calon isteri ini mengurus 
sendiri pernikahannya ke KUA. Karena cukup umur inilah, sehingga berkasnya 
tidak membutuhkan persyaratan izin orang tua. Sikap ayah ini berbeda dengan 
sikap ibu, dimana ibu menyetujui dan merestui keinginan anaknya untuk menikah 
dengan calonnya, sehingga ibu memfasilitasi seperti KTP dan KK.  Di sini ada 
dua kutub keinginan orang tua, dimana ayah tidak sesuai dengan keinginan anak. 
Sedangkan sang ibu sesuai dengan keinginan sang anak perempuan. Inilah yang 




 yang bapak hadapi? 
Jawaban: 
Adapun bentuk kasus sengketa pernikahan wali   yang kami hadapi selaku 
Kepala KUA Kec. Jelbuk, berdasarkan kronologi yang disampaikan adalah 
berbentuk sengketa antara ayah selaku wali nikah dengan calon isteri dan calon 
suami. Dimana konfliknya diawali dari calon manten perempuan yang tidak 
memberitahukan terlebih dahulu kepada ayahnya selaku wali nikah dalam 
memilih pasangannya. Si ayah yang tidak mengetahui secara detil perjalanan 
cinta anaknya dengan calon pasangannya di masa kuliah menganggapnya terlalu 
dini dan tergesa-gesa dalam mencari jodoh. Si ayah bertambah tidak cocok 
kepada calon menantunya ketika calon menantunya menghadap si ayah dan 
mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan puterinya. Ketidak mauan 
ayah bertambah lagi ketika calon menantunya menceritakan asal usulnya dari 
kultur yang berbeda, yaitu kultur jawa sedangkan puterinya dari kultur Madura. 
Sehingga ayah menganggap calon menantunya tidak sekufuk dengan puterinya 
dari sisi kultur budaya. Di sisi lain sang ayah juga memiliki calon lain untuk 
puterinya yang dianggap pantas dan sekufuk dengan puterinya. Sedangkan posisi 
ibu memposisikan diri berbeda dengan posisi ayah. Dimana sang ibu merestui 
dan meridhoi keinginan puterinya untuk menikah dengan calon pasangannya 
meskipun dari kultur yang berbeda. Sehingga ibu mendukung dan merestui akad 
nikah yang akan dilangsungkan,  sehingga ia menfasilitasi persyaratan 
pernikahan seperti KK dan KTP. Di sini ada dua keinginan orang tua yang 
berbeda, ibu berkeinginan sesuai dengan keinginan anak, sedangkan sang ayah 
tidak menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan calon pasangannya. 
Karena calon isteri merasa berpendidikan dan merasa cukup umur sehingga tidak 
membutuhkan izin dari orang tua, maka calon isteri mengurusi sendiri 
persyaratan yang diajukan ke KUA. Inilah problem dan sengketa yang harus 






yang bapak hadapi? 
Jawaban: 
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Ketika menjumpai peraslahan seperti ini, setelah berkas diterima di KUA dan 
KUA telah memeriksannya, diharapkan tidak langsung diproses secara 
administratif. Artinya ketika rukun nikah tidak lengkap dalam hal ini ayah selaku 
wali nikah tidak setuju dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan puterinya, 
KUA tidak boleh langsung membuat surat penolakan (N5) untuk dijadikan dasar 
pengajuan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah 
psikis kedua belah pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah ayah selaku wali 
nikah dan puterinya selaku calon isteri. Hendaknya KUA harus mengedepankan 
mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa seperti ini. Langkah 
konkrit yang diambil Ikmal Muntadhor dalam menyelesaikan sengketa ini adalah 
memanggil kedua belah pihak yang bersengketa ke KUA secara terpisah dalam 
waktu yang berbeda. Calon isteri, ibu dan calon suami sudah hadir memenuhi 
undangan KUA. Calon isteri dan ibunya diberikan masukan dan saran agar 
membujuk sang ayah bagaimana caranya supaya ayah mau menyetujui rencana 
akad nikah yang akan dilangsungkan. Namun ayah tetap kokoh pada 
pendiriannya, yaitu tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak 
perempuannya. Kemudian Ikmal Muntadhor memanggil ayahnya selaku wali 
dengan surat panggilan ke KUA untuk dimediasi. Dan ternyata ayahnya tidak 
mengindahkan surat panggilan tersebut. Melalui hubungan telepon juga sudah 
dilakukan dan ayah menyatakan tidak mau datang ke KUA dan menegaskan 
bahwa dirinya tidak mau menikahkan anaknya. Ayahnya juga dihubungi melalui 
Bapak Modin (P3N) juga tidak mau hadir ke KUA dan menyatakan tidak mau 
menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Akhirnya setelah musyawarah lagi 
dengan calon isteri, ibu dan calon suami, maka kemudian disepakati KUA 
membuat surat penolakan pernikahan (N5) sebagai acuan permasalahan ini 
dibawa ke meja Pengadilan Agama untuk permohonan wali . Pengadilan 
Agama dalam menangani permohonan wali   juga melakukan mediasi  
sebelum mengabulkan atau menolak permohonan wali . Dimana Pengadilan 
Agama memanggil kedua belah pihak yang bersengeketa ke Pengadilan untuk 
mediasi, ternyata dalam mediasi tersebut ayahnya mau hadir memenuhi 
panggilan Pengadilan Agama. Akhirnya dari mediasi yang dilakukan Pengadilan 
Agama itu berhasil, sehingga sang ayah berubah pikiran yang dari awalnya tidak 
mau menikahkan puterinya menjadi mau menikah puterinya dengan calon 
pasangannya. Karena biaya gelar perkara sudah dibayarkan maka permohonan 
wali  secara adminitratif dikabulan sehingga terbit surat kepatusan yang 
menyatakan permohonan wali  dikabulkan. Dan pengadilan menunjuk 
kepala KUA untuk menjadi wali hakim dari calon manten perempuan. Meskipun 
demikian faktanya di lapangan karena si ayah sudah berubah pikiran dan 
berkenan untuk menjadi wali nikah maka akad nikah tetap dilangsungkan dengan 
menggunakan wali nasab, yaitu ayah sebagai wali nikahnya. Sedangkan putusan 
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Dokumentasi bersama Kepala KUA Kec. Silo 











































Dokumentasi bersama Kepala KUA Kec. Balung 











































Dokumentasi bersama Kepala KUA Kec. Jelbuk 
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